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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi 
Indo-Pacific Defense FORUM 
tentang berbagi informasi.

Kemampuan organisasi militer 
dan keamanan Indo-Pasifik 
untuk berbagi informasi yang 
akurat secara efektif dengan 
beberapa mitra internasional 
sangat penting bagi keamanan dan 
ketahanan mereka, terlepas dari 
apakah melakukan pertempuran 
tradisional, kontraterorisme, 
operasi multinasional dan stabilitas, 
bantuan kemanusiaan, bantuan 
bencana, atau pertahanan tanah air. 

Pemimpin regional di semua tingkat harus menyampaikan pentingnya 
mengembangkan dan mempertahankan rasa percaya di antara sekutu dan 
mitra serta memfasilitasi pergeseran budaya yang menekankan pentingnya 
mempraktikkan berbagi informasi dan intelijen secara rutin — di dalam negara 
dan secara internasional — untuk melawan kegiatan jahat musuh potensial di 
kawasan ini.  

Terbitan FORUM ini mengkaji berbagai penerapan berbagi informasi. 
Salah satu artikel menyoroti bagaimana sistem peringatan dini Indo-Pasifik 
berhasil memberikan informasi mendesak tentang peristiwa cuaca ekstrem, 
menyelamatkan nyawa, dan mengurangi kerugian ekonomi. Artikel lain 
menganalisis perjanjian keamanan baru antara India dan Amerika Serikat yang 
mengoperasionalisasi berbagi informasi di seluruh kawasan ini. Selain itu, 
Mayor Jenderal Jake Ellwood, komandan Divisi 1 Angkatan Darat Australia, 
memberikan perspektifnya tentang optimalisasi kerja sama dan berbagi 
informasi di Indo-Pasifik.

Juga dalam terbitan ini, Dr. Mohan Malik, seorang dosen di National 
Defense College of the United Arab Emirates, mengevaluasi pentingnya berbagi 
pengamatan, wawasan, dan praktik di antara sekutu dan mitra untuk melawan 
unsur paksaan dari skema Satu Sabuk, Satu Jalan Republik Rakyat Tiongkok. 
Sementara itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Danilo Pamonag dari Filipina 
berbagi pelajaran yang diperoleh selama operasi militer Marawi 2017 untuk 
mengusir militan yang terinspirasi Negara Islam. 

Saya berharap edisi ini memajukan kegiatan berbagi informasi di kawasan 
ini. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf FORUM di  
ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan perspektif Anda.
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DR. MOHAN MALIK adalah dosen kajian strategis di 
National Defense College of the United Arab Emirates. 
Seorang Sinologis terlatih dengan minat penelitian di bidang 
isu nuklir dan geopolitik Tiongkok dan Asia, ia sebelumnya 
menjabat sebagai dosen kajian keamanan di Daniel K. 
Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. Sebelum 
itu, ia menjabat sebagai direktur Program Kajian Pertahanan 
pascasarjana di Universitas Deakin di Australia. Ia meraih 

gelar doktor di bidang hubungan internasional dari Australian National 
University. Seorang dosen dan penulis, buku terbarunya adalah China and 
India Great Power Rivals, Religious Radicalism and Security in South Asia, dan 
Dragon on Terrorism: Assessing China’s Tactical Gains and Strategic Losses Post-
September 11.   Ditampilkan pada Halaman 18

ARATI SHROFF, seorang pejabat layanan luar negeri 
Departemen Luar Negeri A.S., adalah seorang fellow Una 
Chapman Cox dan fellow di East-West Center. Ia meneliti 
perkembangan situasi investasi Tiongkok di Amerika Serikat 
dalam industri teknologi tinggi yang sedang berkembang. 
Berkolaborasi dengan industri, akademisi, dan pemerintah, 
ia akan mengeksplorasi implikasi ambisi Tiongkok di 
sektor teknologi tinggi yang diperkirakan akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang. Dalam penugasan 
terakhirnya di Konsulat A.S. di Shanghai, ia berkolaborasi dengan 
perumus kebijakan senior untuk memajukan prioritas A.S. terkait situasi 
makroekonomi, sektor keuangan, dan iklim investasi asing di Tiongkok. Ia 
telah bertugas di Biro Asia Selatan dan Tengah Departemen Luar Negeri 
A.S. dan di Kedutaan Besar A.S. di Kuwait.  Ditampilkan pada Halaman 28

MAYOR JENDERAL JAKE ELLWOOD dari Angkatan Darat 
Australia menjadi komandan Divisi 1/Deployable Joint 
Force Headquarters pada Desember 2018. Ia lulus dari Royal 
Military College-Duntroon pada tahun 1990 dan bergabung 
dalam Korps Infanteri Australia. Ia telah mengomando 
kelompok tempur di Irak dan Timor-Leste dan menjabat 
sebagai kepala operasi di Afghanistan dan dalam peran staf 
lainnya. Seorang komandan yang telah banyak mendapatkan 

tanda kehormatan dan beberapa gelar tingkat lanjut, ia diangkat menjadi 
mayor jenderal pada Mei 2018 dan menjabat sebagai wakil kepala Angkatan 
Darat hingga mengemban posisinya saat ini. Pada tahun 2019, ia menjadi 
anggota Order of Australia berkat jasanya sebagai kepala staf Headquarters 
Forces Command dan sebagai direktur jenderal Career Management-Army.  
Ditampilkan pada Halaman 50

LAKSAMANA PERTAMA DATO ANUAR BIN HJ ALIAS 
bergabung dengan Angkatan Laut Malaysia pada Februari 
1981. Selama 38 tahun bertugas, ia telah memegang beberapa 
jabatan di Pasukan Khas Laut (PASKAL), pasukan operasi 
khusus utama untuk Angkatan Laut Malaysia, termasuk 
komandan dan kepala staf di markas besar Pasukan Khusus 
Angkatan Laut. Sebuah episode kariernya dalam misi P.B.B. 
tahun 1998 di Angola diadaptasikan menjadi film PASKAL The 

Movie, yang dirilis pada September 2018 dan tersedia di Netflix pada Maret 
2019. Ia berbicara dengan FORUM di sela-sela Konferensi Operasi Khusus 
Area Pasifik pada April 2019 di Honolulu, Hawaii.  Ditampilkan pada Halaman 58

Mari bergabung dengan kami di 
Facebook dan Twitter.

Temukan FORUM 
di App Store!

Akses konten di ponsel Anda 
kapan saja, di mana saja!

Indo-Pacific Defense FORUM  
menerbitkan artikel baru setiap 
hari mengenai isu-isu yang 
relevan dengan personel militer 
dan keamanan di kawasan 
Indo-Pasifik. 

Konten online ekstensif kini 
tersedia melalui aplikasi gratis 
dari App Store serta dari situs 
web: www.ipdefenseforum.com

FORUM, sebuah produk dari 
Komando Indo-Pasifik A.S., 
membangkitkan diskusi 
mendalam dan mendorong 
pertukaran gagasan yang sehat 
mengenai topik-topik yang 
memengaruhi upaya keamanan 
di seluruh kawasan — mulai 
dari kontraterorisme hingga 
kerja sama internasional dan 
bencana alam. 

Untuk mengunduh 
aplikasi gratis FORUM, cari 
“ForumNews” di Apple atau 
Google Play store.
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INDONESIA

A.S. akan Menormalisasi Hubungan dengan Unit Pasukan Khusus
Patrick Shanahan, yang saat itu 
menjabat sebagai pelaksana tugas 
menteri pertahanan A.S., bertemu 
dengan menteri pertahanan Indonesia 
pada Mei 2019 ketika Amerika Serikat 
berupaya meningkatkan hubungan 
dengan unit pasukan khusus Indonesia 
yang telah dibatasi akibat pelanggaran 
hak asasi manusia pada tahun 1990-an. 

Dalam perjalanan Jim Mattis, 
pendahulu Shanahan, ke Jakarta pada 
tahun 2018, Indonesia mengatakan 
bahwa Indonesia berharap Mattis dapat 
membantu meringankan pembatasan 
kontak yang dikenakan oleh A.S. A.S. 
mengumumkan pada tahun 2010 bahwa 
A.S. telah mencabut larangan total 
terhadap kontak militer A.S. dengan 
unit pasukan khusus Indonesia, yang 
dikenal sebagai Kopassus, yang dikritik 
karena aktivitas mereka di Timor-Leste 
saat daerah itu bersiap untuk merdeka. 
(Foto: Pasukan Kopassus berpartisipasi 
dalam latihan antiteror sebelum Asian 
Games di Jakarta, Indonesia, pada 
Agustus 2018.) Sejak itu, pembatasan 
hukum membuat kontak A.S. dengan 
Kopassus tidak dapat beranjak 
melampaui tingkat awal, demikian kata 
pejabat A.S. 

Indonesia dan lima negara Asia 
Tenggara lainnya meluncurkan pakta 

intelijen “Our Eyes” pada tahun 2018 
yang bertujuan untuk memerangi 
militan Islam dan meningkatkan kerja 
sama terhadap ancaman keamanan. 
Indonesia, negara mayoritas Muslim 
terbesar di dunia, dalam beberapa 
tahun terakhir telah berjuang untuk 
membendung bangkitnya radikalisme 
yang tumbuh di dalam negeri yang 
terinspirasi sebagian oleh kelompok 
militan Negara Islam dari Timur 
Tengah. 

Kedua belah pihak mengatakan 
dalam pernyataan bersama usai 
pertemuan antara Shanahan dan menteri 
pertahanan Indonesia, Ryamizard 
Ryacudu, bahwa Amerika Serikat 
berupaya menormalisasi hubungan 
dengan Kopassus dan mengadakan 
latihan bersama pada tahun 2020. 

“Kedua kementerian menegaskan 
dukungan atas ekspansi dalam latihan 
antartentara kami tahun depan, dan 
dengan menormalisasi hubungan 
pasukan khusus Angkatan Darat yang 
dimulai pada tahun 2020 dengan 
Latihan Gabungan Bersama dengan 
Kopassus,” ungkap pernyataan itu. 

Letnan Kolonel Dave Eastburn, juru 
bicara Pentagon, mengatakan bahwa 
perencanaan pelatihan tersebut masih 
dalam tahap awal namun kemungkinan 
akan berlangsung selama empat hingga 
enam minggu dan melibatkan sekitar 
150 peserta. “Kendati perencanaan 
baru saja dimulai, konsep awal 
mencakup topik antara lain tanggapan 
krisis, penyelamatan sandera, dan 
perlindungan hak asasi manusia,” kata 
Eastburn.  Reuters

Vietnam dan Jerman memajukan pembicaraan 
pada Juni 2019 untuk memformalisasi perjanjian 
kerja sama pertahanan. 

Sebuah nota kesepahaman bilateral akan 
menetapkan mekanisme dialog kebijakan pertahanan 
tingkat deputi menteri, sehingga memudahkan berbagi 
informasi antarnegara dan lebih memperdalam 
kerja sama berkelanjutan di bidang yang mencakup 
kedokteran militer, pelatihan personel, operasi 
pemeliharaan perdamaian, dan bidang pertahanan 
lainnya, demikian menurut The Diplomat, sebuah 
majalah berita online.

Kedua belah pihak juga telah mengupayakan 
seorang atase pertahanan residen permanen untuk 
Hanoi, satu lagi dorongan untuk meningkatkan 
hubungan militer. Pada Mei 2019, anggota Komite 
Gabungan Uni Eropa-Vietnam bertemu untuk pertama 
kalinya di Hanoi guna mengimplementasikan kerangka 
kerja kemitraan. Mereka menilik hubungan Vietnam 
dengan Uni Eropa selama tiga dekade terakhir dan 
menekankan keinginan kedua belah pihak untuk 
memperdalam hubungan kerja sama bilateral 
sehubungan dengan pertukaran delegasi, keamanan 
dan pertahanan, investasi perdagangan, sains dan 
teknologi, energi bersih dan pertanian, termasuk 
kehutanan dan perikanan.  Staf FORUM

VIETNAM DAN JERMAN 
MENGUPAYAKAN HUBUNGAN 
PERTAHANAN YANG LEBIH ERAT
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SELURUH KAWASANIPDF
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INDIAPakta sedang 
Digodok untuk Transfer 
Teknologi Pertahanan A.S.
India dan Amerika Serikat semakin dekat dalam 
menyelesaikan perjanjian keamanan industri yang akan 
memungkinkan transfer teknologi pertahanan dan 
investasi senilai miliaran dolar dalam militer India.

India telah membeli senjata senilai lebih dari 206,4 
triliun rupiah (15 miliar dolar A.S.) dari Amerika Serikat 
selama satu dekade terakhir. India sedang mengganti 
alutsista militernya yang berasal dari Rusia dan tengah 
dalam pembicaraan untuk helikopter, drone bersenjata, 
dan rencana India yang lebih besar untuk produksi lokal 
pesawat tempur. Guna memungkinkan transfer teknologi 
untuk membangun jet tempur secara lokal dan usaha 
patungan lainnya, Amerika Serikat telah meminta jaminan 
atas perlindungan teknologi dan informasi rahasia.

Ini akan menjadi kali pertama New Delhi membuat 
perjanjian semacam itu dengan negara mana pun, meski 
Amerika Serikat memiliki perjanjian yang berlaku dengan 
beberapa negara. Perusahaan A.S. Lockheed Martin dan 
Boeing sedang berlomba mendapatkan kesepakatan yang 
diperkirakan bernilai lebih dari 206,4 triliun rupiah (15 
miliar dolar A.S.) untuk memasok 114 pesawat tempur ke 
Angkatan Udara India untuk menggantikan armada jet 
MiG 21 yang menua. Pesawat tersebut harus dibangun 
di negara ini sebagai bagian dari dorongan Buatan India 
Perdana Menteri Narendra Modi untuk memangkas 
impor yang mahal dan membangun industri dalam negeri. 
(Foto: Pesawat tempur F-16 Angkatan Udara A.S. sedang 
bergerak perlahan di tarmac dalam pertunjukan udara 
Aero India di Bangalore, India.)

Setelah keraguan bertahun-tahun, India 
menandatangani perjanjian pada tahun 2016 untuk 
memungkinkan kedua negara mengakses pangkalan 
militer satu sama lain dan yang kedua pada tahun 2018 
tentang komunikasi militer yang aman. Kesepakatan 
ketiga tentang berbagi informasi geospasial masih dalam 
tahap awal. Semua ini merupakan perjanjian mendasar 
yang dirancang demi kerja sama militer yang lebih erat 
dan peningkatan berbagi informasi.  Reuters

SINGAPURA

INTERPOL MENUNJUK 
PERWIRA LOKAL UNTUK 
MEMIMPIN NODUS 
REGIONAL

S
eorang perwira Kepolisian Singapura kini 
menjadi pemimpin Regional Counter-Terrorism 
Node (RCTN) baru Interpol, demikian yang 
dilaporkan surat kabar The Straits Times pada 
Juli 2019.

Perwira tersebut, yang pangkat dan namanya 
tidak dirilis, akan bekerja sama dengan unit kepolisian di 
seluruh kawasan Indo-Pasifik, mendorong mereka untuk 
berbagi informasi dan intelijen mengenai kegiatan teroris. 

“Perwira kepolisian dari kawasan ini paling mengenal 
kawasan ini,” kata Tim Morris, direktur eksekutif layanan 
kepolisian Interpol, demikian menurut The Straits Times. 
“Interpol perlu menggunakan keahlian, pengetahuan, dan 
pengalaman mereka, bukan hanya untuk membantu melawan 
terorisme di kawasan ini, tetapi juga [untuk mencari tahu] 
bagaimana dampaknya terhadap kawasan lain di seluruh 
dunia, baik Eropa, Afrika Barat atau Timur, atau bahkan 
Amerika Latin.”

Interpol memungkinkan polisi di 194 negara anggota 
untuk berbagi informasi dan bekerja sama untuk memerangi 
kejahatan internasional. Interpol mengelola 17 basis data 
kepolisian dengan informasi tentang kejahatan dan penjahat, 
yang dapat diakses negara secara waktu nyata.

Interpol memilih Singapura sebagai lokasi RCTN karena 
Singapura merupakan pusat keamanan penting di kawasan 
ini, demikian ungkap Morris.

Interpol memiliki nodus serupa yang beroperasi di 
Afrika Timur dan Afrika Barat. Lokasi Singapura tersebut 
rencananya akan dimulai dengan enam petugas, termasuk 
petugas Pasukan Kepolisian Singapura yang bertanggung 
jawab. Tiap petugas, menurut The Straits Times, membawa 
serta keterampilan yang berbeda dalam melawan terorisme 
bagi tim.

“Interpol meyakini jaringan semacam ini sangat penting 
apabila pasukan kepolisian di seluruh dunia ingin terhubung 
dengan cara yang efektif untuk melawan terorisme,” kata 
Morris.  Staf FORUM

AFP/GETTY IMAGES

REUTERS
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BERGANDENG 
TANGAN DALAM 

SOLIDARITAS
INDIA, SRI LANKA AKAN MENINGKATKAN UPAYA ANTITERORISME

PERKEMBANGAN TERORISIPDF
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P
erdana Menteri India Narendra Modi pada Juni 2019 memberikan 
penghormatan pada lebih dari 250 orang Sri Lanka yang tewas 
dalam bom bunuh diri Paskah dan sepakat dengan pemimpin 
Sri Lanka untuk meningkatkan kerja sama guna memerangi 
terorisme. Modi, dalam tur luar negeri pertamanya sejak terpilih 
kembali, menekankan kebijakan India “neighborhood first” 

selama kunjungan ke Maladewa dan Sri Lanka.
Sebelum memulai pembicaraan resmi di Sri Lanka, Modi mengunjungi 

gereja Santo Antonius di Kolombo — salah satu dari tiga gereja yang 
dijadikan target oleh pelaku pengeboman pada 21 April 2019 — untuk 
memberikan penghormatan pada korban yang tewas dalam serangan itu. 
Pengeboman di tiga gereja dan tiga hotel mewah itu menewaskan 258 orang. 
Serangan bunuh diri itu juga menghantam keras perekonomian Sri Lanka, 
terutama industri pariwisata yang sangat penting bagi negara pulau Samudra 
Hindia ini. “Saya yakin Sri Lanka akan bangkit kembali. Tindakan teror 
pengecut tidak bisa mengalahkan semangat Sri Lanka. India bergandeng 
tangan dalam solidaritas dengan rakyat Sri Lanka,” kata Modi dalam tweet 
usai mengunjungi gereja tersebut.

Foto dengan tweet itu menunjukkan ia sedang berdiskusi dengan para 
pastor dan melihat foto korban serangan dan pekerjaan renovasi pada gereja. 
Angkatan Laut Sri Lanka merampungkan renovasi gereja. 

Kelompok Negara Islam mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, 
yang dilakukan oleh sekelompok Muslim radikal lokal yang dikenal sebagai 
National Thowheed Jammath, yang telah berjanji setia pada Negara Islam.

Modi mengadakan diskusi dengan Presiden Sri Lanka Maithripala 
Sirisena, berfokus pada hubungan bilateral dan keamanan, perdamaian, 
dan stabilitas regional. “Karena baik Sri Lanka maupun India telah menjadi 
korban terorisme, kedua pemimpin mengutuk terorisme dalam segala bentuk 
dan manifestasinya dan memutuskan untuk meningkatkan kerja sama di 
bidang kritis ini,” demikian yang disampaikan kantor presiden Sri Lanka 
dalam sebuah pernyataan.

Modi juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin oposisi Mahinda 
Rajapaksa dan pemimpin etnis minoritas Tamil sebelum pulang ke India. 
Sejak pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 2014, Modi telah 
menekankan kebijakan “neighborhood first” untuk kawasan Asia Selatan, 
menjanjikan negara tetangga prioritisasi manfaat pertumbuhan ekonomi India.

India khawatir Sri Lanka dan tetangganya Maladewa lebih bersandar pada 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang mengupayakan pengaruh yang lebih 
besar di kawasan Samudra Hindia. Modi tiba di Sri Lanka dari Maladewa, 
di mana presiden baru negara kepulauan tersebut, Ibrahim Mohamed Solih, 
menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan New Delhi, yang berbeda dari 
kebijakan pro-Beijing pendahulunya.

Sri Lanka menyewakan pelabuhan yang dibangun Tiongkok yang berada 
dekat dengan rute pelayaran timur-barat tersibuk di dunia kepada sebuah 
perusahaan Tiongkok pada tahun 2017 selama 99 tahun dalam upaya 
untuk pulih dari beban berat membayar pinjaman yang diterima negara ini 
untuk membangun fasilitas tersebut. Pelabuhan ini merupakan bagian dari 
rencana Beijing untuk barisan pelabuhan yang membentang dari perairan 
Tiongkok ke Teluk Persia. Pada Maret 2019, RRT setuju untuk memberikan 
pinjaman sebesar 13,6 triliun rupiah (989 juta dolar A.S.) kepada Sri Lanka 
untuk membangun jalan tol yang akan menghubungkan kawasan pusat 
penanaman teh negara pulau ini ke pelabuhan laut yang dijalankan Tiongkok 
di pesisir selatan. Pengaruh RRT di Sri Lanka membuat tetangganya India 
gelisah sebab India menganggap kawasan Samudra Hindia sebagai halaman 
belakangnya yang strategis.

Pemerintah Sri Lanka telah mencoba mencapai keseimbangan antara 
kedua raksasa Asia ini. Pejabat Sri Lanka telah menegaskan kembali 
bahwa keamanan pelabuhan akan ditangani oleh pemerintah dalam upaya 
meredakan ketakutan bahwa pelabuhan tersebut dapat digunakan oleh RRT 
sebagai pusat militer. Dalam upaya kentara untuk mengimbangi pengaruh 
Tiongkok, India telah membantu Sri Lanka mendanai konstruksi rumah dan 
fasilitas universitas, serta layanan ambulans gratis di seluruh penjuru pulau. 
India juga telah memberikan kredit untuk mengembangkan transportasi 
kereta dan proyek air.   The Associated Press

Seorang pastor memberikan berkat di luar gereja Santo Sebastianus, salah satu dari tiga 
gereja di Sri Lanka yang dijadikan target oleh pelaku pengeboman pada April 2019.  REUTERS
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Dari kiri, Menteri Pertahanan A.S. saat itu Jim Mattis, Menteri 
Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri India saat itu 
Sushma Swaraj, dan Menteri Pertahanan India saat itu Nirmala 
Sitharaman bertemu di New Delhi sebelum penandatanganan pakta 
kompatibilitas komunikasi aman pada tahun 2018.  AFP/GETTY IMAGES

SALURAN 
  TERBUKA

P
esawat patroli angkatan udara dari India 
dan A.S. terbang bersama di atas Samudra 
Hindia pada April 2019 sementara sebuah 
kapal perusak rudal A.S. membelah lautan 
di bawahnya. Untuk pertama kalinya sejak 
penandatanganan pakta kompatibilitas 

komunikasi aman pada tahun 2018, para mitra militer 
melakukan latihan perang anti-kapal selam bersama-
sama, dan hambatan komunikasi yang menimbulkan 
tantangan di masa lalu bukan lagi faktor penghalang.

Perjanjian Komunikasi, Kompatibilitas, dan 
Keamanan (COMCASA) penting yang ditandatangani 
pada September 2018 memungkinkan peningkatan 
koordinasi operasional antara militer India dan A.S. 
Ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperluas 
armada lautnya dan lebih sering menjelajah ke 
Samudra Hindia, COMCASA akan memungkinkan 
mitra untuk lebih lancar berkomunikasi guna 
melindungi keamanan kawasan ini.

Para petinggi dari kedua negara mengakui bahwa 
perjanjian tersebut mewakili kemitraan pertahanan 
yang semakin dewasa. 

“Hubungan pertahanan A.S.-India telah menguat 
secara signifikan selama dekade terakhir, dan India 
kini menjadi mitra pertahanan utama,” kata pelaksana 
tugas Menteri Pertahanan A.S. saat itu Patrick 
Shanahan dalam pidato Juni 2019 dalam Dialog 
Shangri-La di Singapura. “Kami meningkatkan ruang 
lingkup, kompleksitas, dan frekuensi keterlibatan 
militer untuk menyertakan latihan trimatra pertama 
kami nanti tahun ini.”

Sebelum COMCASA ditandatangani, A.S. harus 
menyingkirkan peralatan komunikasi canggih dari 
platform militer yang dijual ke India. Batu sandungan 
lainnya adalah kebutuhan Amerika Serikat untuk 
memasang sistem sementara di pesawat dan kapal 
India selama latihan bersama untuk memungkinkan 
militer berkomunikasi, demikian menurut majalah 
berita online The Diplomat. Namun, dalam latihan 
April 2019, pesawat patroli dan rekonaisan P-8 dari 
kedua angkatan laut berpatroli di Samudra Hindia 
sementara kapal perusak rudal Angkatan Laut A.S. 
USS Spruance bergabung dalam latihan itu. Latihan 
ini berfokus pada pelatihan perang anti-kapal selam, 
berbagi informasi dan koordinasi antara pesawat dan 
kapal dan berlangsung di dekat pulau Diego Garcia, 
demikian yang disampaikan Angkatan Laut A.S. 
dalam rilis berita.

“Kami sangat terkesan dengan profesionalisme 
dan kompetensi MPRA [pesawat patroli dan 

rekonaisan maritim],” kata Letnan Kolonel Laut A.S. 
Matthew Smidt, komandan USS Spruance, tentang 
mitra militernya dari India. “Latihan itu merupakan 
pengalaman dan kesempatan yang luar biasa di mana 
kami belajar dan mengasah keterampilan.”

Negosiasi Bertahun-tahun
Pemerintah India tetap berkomitmen tegas 
untuk mempertahankan otonomi strategis, yang 
merupakan salah satu alasan mengapa dibutuhkan 
negosiasi lebih dari satu dekade sebelum Delhi mau 
menandatangani nota pertukaran logistik dengan A.S. 
pada tahun 2016, demikian menurut The Diplomat. 
Ketika negara-negara menegosiasikan COMCASA, 
pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi 
bersikeras akan beberapa perubahan dan ketentuan 
perjanjian standar.

Pakta ini berlaku selama 10 tahun, namun 
dapat diakhiri dengan pemberitahuan enam bulan 
sebelumnya. Perjanjian itu juga menyatakan bahwa 
A.S. tidak boleh mematikan sistem komunikasi 
terenkripsi selama perjanjian berlaku, dan tidak 
boleh berbagi data yang diperoleh dari platform 
India dengan pihak ketiga tanpa persetujuan 
India. Setidaknya satu laporan yang dipublikasikan 
menyatakan bahwa kebuntuan perbatasan India 
dengan RRT merupakan titik balik bagi posisi India 
di COMCASA. Ini memberikan contoh dunia nyata 
dari manfaat lebih eratnya kerja sama pertahanan 
A.S.-India.
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“COMCASA ADALAH LANGKAH MAJU BERSEJARAH 
DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN KAMI DENGAN A.S.” 

— Nirmala Sitharaman, menteri pertahanan India saat itu
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Pada Juni 2017, pasukan RRT dengan kendaraan 
konstruksi dan peralatan pembangunan jalan berupaya 
memperluas jalan ke selatan menuju Doklam, daerah 
yang berbatasan dengan Lembah Chumbi Tibet di utara, 
Lembah Ha Bhutan di timur dan negara bagian Sikkim 
India di barat. Meski Bhutan telah mengklaim daerah itu 
sejak tahun 1961, Doklam juga diklaim oleh RRT. Pada 18 
Juni 2017, sekitar 270 pasukan India bersenjata dan dua 
buldoser tiba di Doklam untuk menghentikan pasukan 
RRT membangun jalan. Setelah berseteru 10 hari, kedua 
negara mengumumkan bahwa mereka telah menarik 
militer mereka.

Sebuah laporan di The Economic Times, surat kabar 
berbahasa Inggris di India, menunjukkan bahwa insiden 
itu menandai perubahan perspektif India tentang nilai 
COMCASA.

Penandatanganan perjanjian itu juga mempertinggi 
kesadaran maritim Angkatan Laut India. Ketika pesawat 
atau kapal perang A.S. mendeteksi ancaman, mereka dapat 
berkomunikasi langsung dengan kapal Angkatan Laut 
India di wilayah itu melalui transmisi data terenkripsi 
dari Angkatan Laut A.S., demikian menurut laporan New 
Delhi Television Ltd. Sebagai bagian dari COMCASA, 
aset Angkatan Laut India sedang diperlengkapi dengan 
Combined Enterprise Regional Information Exchange 
System (CENTRIX). A.S. menggambarkan CENTRIX 
sebagai kumpulan jaringan koalisi rahasia yang 
mendukung komando petempur di seluruh dunia.

Pembagian data tepat waktu bukan satu-satunya 
nilai dari perjanjian ini. Sebuah laporan pada Juni 
2019 di surat kabar The Times of India menyatakan 

bahwa pemerintah India telah memfinalisasi rencana 
untuk membeli 30 pesawat bersenjata yang dipiloti 
dari jarak jauh dari A.S. Pesawat SeaGuardian ini, versi 
modifikasi maritim dari MQ-9B SkyGuardian, terbang 
dengan kecepatan 300 kilometer per jam dan dapat 
menerbangkan misi 14 jam untuk melakukan rekonaisan 
atau patroli hingga sejauh 1.800 kilometer dari 
pangkalan. SeaGuardian mengirimkan gambar ke ruang 
kendali, yang menerbangkan pesawat menggunakan 
tautan data dua arah.

Penjualan tambahan pesawat sedang diupayakan. 
Pada tahun 2015, Angkatan Laut India melakukan debut 
skuadron pertama pesawat P-8I Neptune. Pesawat perang 
anti-kapal selam merupakan varian dari P-8A Poseidon 
yang digunakan oleh Angkatan Laut A.S. Pada April 2019, 
A.S. juga menyetujui penjualan 24 helikopter pemburu 
kapal selam MH-60R Seahawk ke India senilai 35.7 
triliun rupiah (2,6 miliar dolar A.S.) Helikopter tersebut, 
yang dirancang untuk beroperasi dari kapal penjelajah, 
kapal perusak, fregat, dan kapal induk, meningkatkan 
kemampuan perang anti-permukaan dan anti-kapal 
selam India. Selain berburu kapal selam, Seahawk dapat 
melumpuhkan kapal dan melakukan operasi pencarian dan 
penyelamatan di laut.

Sebelum penandatanganan COMCASA, India telah 
membeli pesawat C-17 Globemaster II dan helikopter 
serbu AH-64 Apache dari A.S.

Armada Kapal Selam RRT Semakin Berkembang
RRT kini memiliki armada kapal selam rudal yang dapat 
meluncurkan serangan nuklir, memberikan kemampuan 
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serangan kedua yang lebih andal apabila arsenal 
nuklir berbasis daratnya diserang. Dalam 
laporan Agustus 2018, Pentagon mengatakan 
bahwa militer RRT kini telah memperluas 
armada kapal selamnya menjadi deteren nuklir 
berbasis laut yang “layak”.

Meski sudah memiliki armada angkatan 
laut terbesar di kawasan ini, RRT terus 
memperbesar inventaris kapal selamnya. RRT 
saat ini mengoperasikan empat kapal selam 
rudal balistik bertenaga nuklir, lima kapal selam 
serbu bertenaga nuklir, dan 47 kapal selam 
serbu bertenaga diesel, demikian menurut 
laporan Pentagon. Per tahun 2020, kekuatan ini 
kemungkinan akan tumbuh menjadi antara 69 
dan 78 kapal selam. 

Media di India melaporkan pada tahun 2019 
bahwa perwira Angkatan Laut India semakin 
khawatir dengan patroli kapal selam RRT yang 
sering terjadi di Samudra Hindia. Salah satu 
penyebutan publik pertama tentang aktivitas 
tersebut terjadi pada tahun 2013 ketika RRT 
mengonfirmasi bahwa salah satu kapal selam 
serbu nuklirnya sedang mengarungi Samudra 
Hindia dalam perjalanan untuk melaksanakan 
misi anti-pembajakan di Teluk Aden. Kemudian 
dua kali pada tahun 2018, kapal selam RRT 
berlabuh di pelabuhan yang didanai RRT di 
Kolombo, Sri Lanka.

India terutama bergantung pada 
perdagangan maritim karena diblokir oleh 
Pakistan di barat dan pegunungan Himalaya di 
utara, sehingga memaksanya untuk mengimpor 
80% minyak melintasi Samudra Hindia dan 
mengirimkan 95% perdagangannya melalui 
perairan tersebut. Perdagangan menyumbang 
55% dari PDB India. Tiongkok, di mana 
perdagangan menyumbang hampir 60% dari 
PDB, bergantung pada transit maritim untuk 
mengirimkan 85% dari perdagangan tersebut. 
Selain itu, 80% dari impor minyak Tiongkok 
transit melalui Selat Malaka. “Oleh karena 

itu, kedua negara sangat khawatir dengan 
kerentanan mereka terhadap potensi blokade, 
yang sangat penting ditegakkan kapal selam,” 
demikian menurut laporan majalah  
The National Interest.

Menjawab Tantangan
Meningkatkan koordinasi operasional di 
antara mitra militer sangat penting dalam 
mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan 
terbuka di mana kebebasan navigasi dan hak 
teritorial dilindungi. Menurut laporan Asian 
News International, Menteri Pertahanan India 
saat itu Nirmala Sitharaman menekankan poin 
ini, dan menyatakan, “COMCASA, oleh karena 
itu, adalah langkah maju bersejarah dalam 
memperkuat hubungan kami dengan A.S.”

Hubungan ini juga berkembang di bidang 
utama lainnya, termasuk kontraterorisme, 
perdagangan, dan energi, demikian menurut 
Kenneth Juster, duta besar A.S. untuk India. 
Hubungan India-A.S. sama “luas, kompleks, 
dan kaya akan sustansi seperti segala hubungan 
bilateral di dunia,” ungkapnya kepada Kamar 
Dagang Indo-Amerika Greater Houston pada 
Juni 2019. “Ini mencakup seluruh spektrum 
isu dalam urusan internasional,” ungkapnya, 
demikian menurut laporan Press Trust of India, 
kantor berita terbesar di negara ini.

Perusahaan A.S. juga bekerja sama dengan 
mitra di India untuk memproduksi peralatan 
pertahanan di India, demikian kata Juster.

“Kami juga memiliki perangkat lunak dan 
jaringan terintegrasi yang diperlukan untuk 
pertahanan nasional,” ungkapnya kepada 
hadirin. “Kerja sama militer dengan militer 
dan perjanjian pertahanan kami dengan India, 
termasuk perjanjian penting COMCASA, 
meningkatkan interoperabilitas di antara 
pasukan kami dan memastikan bahwa perangkat 
lunak dan sistem A.S. terbaik di kelasnya 
tersedia bagi India.”  o
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eringatan dini badai, evakuasi massal, dan koordinasi 
yang tepat antara militer dan lembaga bantuan sipil 

telah mengurangi korban jiwa secara drastis di seluruh 
kawasan Indo-Pasifik, dan para ahli bantuan kemanusiaan 
dan bantuan bencana mengatakan bahwa penggunaan 
alarm secara berkelanjutan sangatlah penting.

Keberhasilan evakuasi baru-baru ini di kawasan ini 
telah mendorong banyak pemerintah untuk meninjau 
kemampuan mereka dan menangani kesenjangan 
sehubungan dengan analisis risiko dan alat prakiraan 
untuk cuaca buruk, banjir, dan kekeringan.

Mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih 
kuat berkembang di wilayah rawan bencana sembari ahli 
meteorologi setempat bekerja secara nasional dan lintas 
batas untuk meningkatkan prakiraan. Semakin meningkat 
selama dekade terakhir, kebutuhan, dan penggunaan, 
sistem peringatan dini telah diperkuat di seluruh kawasan 
Indo-Pasifik dalam pengurangan risiko bencana. 

Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan 
penyalahgunaan lingkungan telah mengagitasi dampak 
peristiwa cuaca ekstrem yang mencakup angin topan, 
gempa bumi, banjir, dan panas ekstrem. Kondisi ini 
membuat perbaikan sistem peringatan dini, bantuan 
bencana terkoordinasi, dan pengurangan risiko jauh lebih 
penting dari sebelumnya.

Sistem peringatan dini (early warning system/
EWS) menggunakan sistem komunikasi terintegrasi 
untuk membantu masyarakat bersiap menghadapi 
cuaca berbahaya. Sistem ini menyelamatkan nyawa dan 
pekerjaan, tanah dan infrastruktur, serta mendukung 
keberlanjutan jangka panjang, demikian menurut 
konsensus Platform Global untuk Mengurangi Risiko 
Bencana yang diadakan pada tanggal 13-17 Mei 
2019, oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Pengurangan Risiko Bencana. Sistem ini juga dapat 
membantu pejabat publik dan administrator dalam 
perencanaan bencana. 

P.B.B. dan mitranya telah berupaya memperkenalkan 
inisiatif EWS yang inovatif di wilayah rentan di seluruh 
dunia. Di Kamboja, misalnya, kemitraan P.B.B. dengan 

Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning 
System (RIMES) untuk Afrika dan Asia bertujuan 
untuk meningkatkan penggunaan informasi lingkungan 
Kamboja guna menginformasikan masyarakat dengan 
lebih baik. RIMES adalah lembaga internasional dan 
antarpemerintah yang dikelola oleh 12 negara anggota: 
Bangladesh, Kamboja, Komoro, India, Laos, Maladewa, 
Mongolia, Papua Nugini, Filipina, Seychelles, Sri 
Lanka, dan Timor-Leste. Anggota RIMES berencana 
menyediakan prakiraan cuaca harian serta peringatan 
gempa bumi dan tsunami untuk memberikan peringatan 
kepada warga setempat.

Demikian pula, Program Tsunami Intergovernmental 
Oceanographic Commission (IOC) UNESCO menilai 
risiko tsunami, mengimplementasikan sistem peringatan 
dini, dan mengedukasi masyarakat tentang langkah-
langkah kesiapsiagaan. IOC memiliki lebih dari 150 
seismometer pita lebar dan lebih dari 100 stasiun 
permukaan laut di Samudra Hindia yang memproses data 
dalam waktu hampir nyata untuk EWS-nya.

P
STAF FORUM

Sistem peringatan dini memainkan peran kian penting 
dalam mengurangi risiko selama bencana alam

Awan gelap dari 
Topan Fani melewati 
Kolombo, Sri Lanka, 
saat badai bergerak 
menuju India dan 
Bangladesh.

THE ASSOCIATED PRESS
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Tujuan sistem peringatan dini adalah untuk memantau 
cuaca dan “data lingkungan secara waktu nyata, 
mendeteksi tren buruk, dan membuat prediksi yang andal 
tentang kemungkinan dampaknya,” demikian menurut 
laporan P.B.B. tentang sistem peringatan dini Kamboja. 
“Sistem peringatan dini yang efektif akan memungkinkan 
tanggapan tepat waktu terhadap bahaya alam dan peristiwa 
cuaca ekstrem, serta perencanaan pembangunan yang 
dibuat secara matang dengan mempertimbangkan risiko.”

Negara dataran rendah dan garis pantai panjang 
di Asia Tenggara membuat kawasan ini lebih rentan 
terhadap kondisi cuaca yang semakin ekstrem. Di 
Kamboja, misalnya, banjir melanda lebih dari 1,7 juta 
orang setahun pada 2013; per tahun 2016, jumlahnya 
telah meningkat menjadi lebih dari 2,5 juta orang, 
demikian menurut P.B.B.

“Dampaknya sangat memprihatinkan, dan biasanya 
yang paling miskin dan paling rentan menjadi yang 
pertama dan terburuk dilanda badai, banjir, kekeringan, 
kebakaran hutan, dan meningkatnya permukaan laut,” 
kata Sekretaris Jenderal P.B.B. Antonio Guterres pada 
September 2018.  

Asian Disaster Preparedness Center, sebuah organisasi 
antarpemerintah yang berupaya mengurangi risiko 
bencana, melaporkan pada Januari 2019 bahwa mereka 
sedang membentuk jaringan sistem peringatan dini 
lintas perbatasan untuk memungkinkan negara-negara 
tetangga memasukkan data cuaca guna memberikan 
informasi yang lebih banyak bagi peringatan dini kepada 
masyarakat yang lebih luas. Pertimbangkan masyarakat 
di seluruh perbatasan India dan Nepal. Lokalitas ini 
jatuh dalam kemiskinan akibat kurangnya peringatan 
dini untuk banjir yang akan datang, demikian menurut 
“Trans-Boundary Early Warning Systems (TB-EWS) 
di Asia”, sebuah laporan yang diterbitkan oleh All India 
Mitigation Institute (AIDMI) pada Januari 2019. Laporan 
itu mengatakan bahwa tiga dari 10 kematian akibat banjir 
lintas perbatasan terjadi karena tertunda atau tidak adanya 
peringatan dini. Dalam konteks profil bahaya Asia Selatan, 
bahaya lintas perbatasan sedang meningkat.   

Basin Sungai Koshi dan Sungai Narayani-Gandak 
secara historis menyebabkan banjir di kawasan perbatasan 
India-Nepal. Penduduk setempat menyebut dua basin 
sungai ini sebagai “Kesedihan Bihar” karena sejarah 
kerusakan banjirnya. Departemen Hidrologi dan 
Meteorologi Nepal di hulu dan masyarakat negara bagian 
Bihar India di hilir baru-baru ini berkolaborasi untuk 
mengembangkan sistem peringatan dini lintas perbatasan 
yang berpusat pada masyarakat, demikian menurut AIDMI. 

“Komunikasi antarkomunitas telah memainkan peran 
yang efektif dan fungsional dalam TB-EWS. Upaya 
ini juga menunjukkan bahwa membangun ketahanan 
untuk masyarakat yang berisiko melalui pengurangan 
risiko bencana berbasis masyarakat yang sistematis dan 
melibatkan mereka dalam TB-EWS dapat menghasilkan 
partisipasi tingkat tinggi dan kewaspadaan di luar batas-
batas yang ada.”

Upaya lain sedang dilakukan untuk menghubungkan 
masyarakat lintas perbatasan yang dilanda bencana 
yang sama, demikian yang dilaporkan AIDMI. “Kendati 
upaya memperkuat TB-EWS relatif berkembang dalam 
beberapa tahun terakhir, memanfaatkan pelajaran dari 
hal ini sangat penting bagi kita untuk bergerak maju,” 
ungkap laporan AIDMI. “Konektivitas bertahap antara 
inisiatif membangun ketahanan dan TB-EWS semakin 
berkembang, dan beberapa pelajaran bagus telah muncul 
dari hal ini dalam beberapa tahun terakhir.”

Salah satu pelajaran bagus berasal dari India dan 
Bangladesh pada Mei 2019 ketika salah satu badai terbesar 
selama bertahun-tahun menyerang salah satu negara 
bagian termiskin India. Topan Fani meluluhlantakkan 
wilayah pesisir di India pada 3 Mei 2019, sebelum 
bergerak ke Bangladesh. 

Debapriya Roy, seorang ilmuwan di Organisasi Sains Sistem Bumi 
Departemen Meteorologi India, memantau Topan Fani di dalam 
kantornya di Kolkata, India, pada 3 Mei 2019.  REUTERS

Penumpang yang terlantar beristirahat di dalam stasiun kereta 
api India setelah kereta api antara Kolkata dan Odisha dibatalkan 
sebelum terjadinya Topan Fani pada Mei 2019.  REUTERS
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Dengan dibatalkannya penerbangan dan 
ditangguhkannya layanan kereta, otoritas pemerintah di 
Odisha tahu tugas memindahkan orang ke tempat yang 
aman akan menjadi tantangan, tetapi mereka langsung 
menangani situasi tersebut.

Otoritas Odisha memobilisasi 43.000 sukarelawan 
dan hampir 1.000 pekerja darurat; mereka 
memperingatkan masyarakat melalui iklan televisi, 
sirene pesisir, bus, petugas kepolisian, dan sistem 
pemberitahuan publik, menyalakan peringatan dengan 
bahasa sederhana dan istilah yang jelas — “Akan terjadi 
angin topan. Pergi ke tempat perlindungan.” — dan 
mereka mengirim 2,6 juta pesan teks, demikian menurut 
surat kabar The New York Times. 

Pemerintah Odisha berhasil mengevakuasi 1,2 juta 
orang berdasarkan prediksi mereka. Korban meninggal 
berjumlah 64 orang.

“Tidak banyak yang menyangka akan ada efisiensi 
organisasi semacam ini,” kata Abhijit Singh, mantan 
perwira angkatan laut dan kepala Inisiatif Kebijakan 
Maritim di Observer Research Foundation, sebuah 
organisasi penelitian, kepada The New York Times. “Ini 
keberhasilan besar.” 

Bangladesh juga mengevakuasi lebih dari 1 juta orang 
ke tempat perlindungan.

Dua dekade lalu, angin topan besar menyerang wilayah 
yang sama, menghancurkan desa dan menewaskan ribuan 
orang. Beberapa mayat ditemukan dalam puing-puing 
pascabadai bermil-mil jauhnya dari tempat tinggal 
mereka, demikian yang dilaporkan Times. 

Kehancuran dan gambar mengenaskan itu 
meninggalkan kesan mendalam pada otoritas Odisha.

“Kami memiliki komitmen yang sangat serius pada hal 
ini. Tidak seharusnya terjadi kehilangan nyawa,” ungkap 
Bishnupada Sethi, komisaris bantuan khusus negara 
bagian itu, yang mengawasi operasi evakuasi Mei 2019, 
kepada Times. “Ini bukan pekerjaan sehari atau sebulan 
tetapi 20 tahun.”

Setelah topan besar pada tahun 1999, pejabat India 
membangun ratusan tempat perlindungan topan di 
sepanjang pesisir, dan telah bertahan menghadapi ujian 
waktu dan badai.

“Pemerintah biasanya disfungsional dalam kasus 
seperti ini, namun seluruh mobilisasi ini sangat 
mengesankan,” ungkap Singh, mantan perwira angkatan 
laut, kepada The New York Times. “Mengevakuasi sejuta 
orang dalam tiga atau empat hari dan memberi mereka 
tidak hanya tempat perlindungan tetapi juga makanan 
merupakan prestasi besar dalam waktu yang begitu 
singkat.”

Odisha memiliki sistem penjangkauan masyarakat 
untuk memberi tahu masyarakat dan jaringan 450 
tempat perlindungan topan, masing-masing dengan 
sebuah komite pemeliharaan di mana para pemuda 
telah dilatih untuk mencari dan menyelamatkan orang, 
memberikan perhatian medis pertolongan pertama, dan 
memberikan peringatan topan, demikian menurut Deepak 

Singh, pimpinan spesialis manajemen risiko bencana 
di Bank Dunia. Ia mengatakan Bank Dunia membantu 
menciptakan intelijen untuk membawa peringatan dini 
sampai ke mil terakhir. Sistem itu telah digunakan di 
Odisha selama 12 tahun terakhir, demikian ungkapnya.

Karena lokasinya yang rentan, Odisha mengalami 
siklus setiap dua tahun, kata Deepak Singh. Begitu 
banyaknya bencana berarti lebih banyak kesempatan 
bagi pemerintah Odisha untuk belajar dan meningkatkan 
sistem peringatan dini seraya masyarakat berusaha 
mencapai nol kehilangan jiwa selama badai tersebut. 

“Setiap tsunami atau angin topan kecil mengajari 
kita cara menangani yang lebih besar,” ungkap Krishan 
Kumar, seorang pejabat di distrik Khordha pemerintah 
Odisha, kepada The New York Times, yang mengatakan 
bahwa evakuasi yang berhasil dilakukan pemerintahnya 
pada Mei 2019 menyoroti akumulasi pengetahuan. 
“Jika tidak belajar dari pengalaman masa lalu, kita akan 
tenggelam.”  o

Seorang gadis mengeringkan bukunya di Puri di negara bagian 
Odisha di India timur setelah Topan Fani melintas pada Mei 2019.
AFP/GETTY IMAGES
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Melawan Ambisi Maritim

Berbagai negara meningkatkan kerja sama 
untuk membatasi ekspansi wilayah Republik 

Rakyat Tiongkok dan ancaman terhadap 
kedaulatan.

DR. MOHAN MALIK

ILUSTRASI FORUM

TIONGKOK
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aksamana Philip S. Davidson, komandan Komando 
Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM), memberikan 
kesaksian pada April 2019 bahwa Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) telah secara efektif mengambil kendali 
atas Laut Cina Selatan melalui ekspansi militer di kawasan 
itu yang meliputi pangkalan-pangkalan pulau rahasia dan 
pembangunan pulau-pulau buatan. “Singkatnya, Tiongkok 
sekarang mampu mengendalikan Laut Cina Selatan dalam 
semua skenario kecuali perang dengan Amerika Serikat,” 
ungkap Davidson kepada Komite Angkatan Bersenjata 
Senat A.S.

Dalam dua dekade terakhir, Angkatan Laut Tentara 
Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Navy - 
PLAN) Tiongkok terus berupaya mewujudkan sasaran 
Presiden RRT Xi Jinping untuk memulihkan “posisi sah 
dan historis Tiongkok sebagai kekuatan maritim terbesar.”

Sementara PLAN melakukan militerisasi pada apa yang 
disebut sebagai rangkaian pulau pertama dari kepulauan 
besar yang membentang dari pantai daratan benua Asia 
Timur dan termasuk kepulauan yang membentang di 
Laut Cina Selatan, Beijing menyuap negara-negara 
pulau kecil di rangkaian pulau kedua strategis yang 
membentang dari Jepang hingga Kepulauan Mariana dan 
Mikronesia di Samudra Pasifik. Per tahun 2020, Tiongkok 
diproyeksikan memiliki armada angkatan laut dan kapal 
selam terbesar di dunia. Hampir dua pertiga dari 50 
pelabuhan utama di dunia dimiliki oleh Tiongkok atau 
telah menerima sejumlah investasi Tiongkok. RRT terus 
melakukan pembelian pangkalan secara besar-besaran 
guna memperkuat kemampuan lepas pantainya untuk 
tujuan komersial dan strategis, menempatkan penjaga 
keamanan swasta, pasukan nontempur, dan menyediakan 
persenjataan ke negara-negara yang lokasinya strategis di 
sepanjang jalur laut dan titik keluar masuk rawan maritim.

Pencarian sumber daya alam untuk memicu 

industrialisasi dan pertumbuhan 
ekonomi domestik, pasar 
luar negeri untuk menjual 
barang-barang manufaktur, 
dan pangkalan-pangkalan garis 
depan untuk mengakses dan 
melindungi keduanya sebagian 
besar mendorong evolusi strategi 
maritim Beijing. Tidak ada 
kekuatan lain yang mampu menyamai ambisi muluk RRT. 
Mengklaim hampir 90% Laut Cina Selatan dan sumber 
dayanya secara eksklusif untuk dirinya sendiri mungkin 
baru permulaan. RRT sekarang menyebut dirinya sebagai 
“negara di dekat Arktik,” dan menggambarkan sumber 
daya Arktik sebagai “persemakmuran umat manusia,” yang 
harus dibagi.

STRATEGI DUA SAMUDRA RRT
Strategi maritim Tiongkok merupakan komponen integral 
dari rencana Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road 
- OBOR) kreasi khas Xi, yang diilhami oleh pemikir 
geopolitik abad ke-19 Halford Mackinder dan ahli strategi 
maritim Alfred Thayer Mahan. OBOR mensyaratkan 
pembangunan transportasi darat dan koridor perdagangan 
lintas benua di Eurasia dan mengembangkan jaringan 
pelabuhan lingkar maritim untuk mengamankan kontrol 
sumber daya dan pasar. Jaringan maritim merupakan 
puncak logis dari strategi dua samudra PLAN.

RRT berusaha untuk mendominasi Pasifik dan 
menjadi adikuasa saat ini di Samudra Hindia. Laksamana 
Muda (Purnawirawan) Yin Zhuo, misalnya, menyerukan 
pembangunan “setidaknya lima hingga enam kapal 
induk” untuk mempertahankan “dua kelompok kapal 
induk pemukul di Samudra Pasifik Barat dan dua di 
Samudra Hindia.” 

L Kapal-kapal Angkatan 
Laut India, Jepang, 
Filipina, dan A.S. berlayar 
dalam formasi pada 
Mei 2019. Jaringan 
keamanan multilateral 
baru muncul untuk 
melindungi Indo-Pasifik 
yang bebas dan terbuka.
REUTERS
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Bagi Beijing, jalur kereta api dan jaringan pipa 
Xinjiang-Gwadar dan jalur kereta api dan jaringan pipa 
Kunming-Kyaukpyu merupakan dua urat nadi OBOR 
yang paling kritis untuk menyediakan akses ke Samudra 
Hindia dan membantu Beijing mengatasi risiko yang 
terkait dengan mengalirkan perdagangan dan sumber 
daya energi melalui Selat Malaka. Di bawah doktrin 
Pertahanan Laut Jauh RRT, banyak ahli strategi PLAN 
memandang Pakistan dan Myanmar sebagai “Pantai Barat 
Tiongkok,” untuk menutupi setiap kerentanan strategis 
Selat Malaka.

Beijing juga membangun pasukan ekspedisi kelautan 
yang bertujuan melancarkan operasi perang amfibi jauh 
dari pantainya. Rupanya, Beijing ingin mengirimkan pesan 

AUSTRALIA: Memperluas Kemitraan Keamanan 
Australia telah menyatakan keprihatinannya atas upaya 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam “menjerat negara-
negara kecil Pasifik dalam perangkap utang dengan proyek-
proyek mahal dan merugikan.” Canberra telah mengambil 
langkah-langkah guna mencegah upaya Beijing untuk 
membangun kabel serat optik dari Kepulauan Solomon ke 
Papua Nugini dan Australia dan membangun pangkalan 
angkatan laut di Papua Nugini, Vanuatu, dan di kamp 
Black Rock di Fiji. Australia telah meningkatkan bantuan 
dan keterlibatan diplomatik dengan berbagai negara 
kepulauan Pasifik lewat mengalokasikan hibah dan pinjaman 
infrastruktur senilai 30,07 triliun rupiah (2,18 miliar dolar 
A.S.). Australia dan A.S. bersama-sama membangun 
pangkalan angkatan laut Manus di Papua Nugini. Kerja sama 
maritim (melalui patroli dan latihan angkatan laut bersama) 
dengan Prancis, India, Indonesia, Jepang, Filipina, Inggris, dan 
Vietnam juga meningkat.
UNI EROPA: Melawan Konektivitas RRT
Ekspansi maritim Tiongkok dan upaya untuk membangun 
kekaisaran “kantong-kantong ekonomi eksklusif” membawa 
mantan angkatan laut kekaisaran Eropa — Prancis 

Pilihan yang Lebih Disukai

SATU SABUK,
SATU JALAN RRT

daripada

Seorang perempuan Papua Nugini memeluk Perdana 
Menteri Australia Scott Morrison pada pembukaan sebuah 
gedung baru di University of Papua New Guinea. Negara 
itu mendapatkan dukungan dari Australia, menyusul forum 
Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Port Moresby, Papua 
Nugini, pada November 2018.  REUTERS

Kemunduran bagi OBOR

1. Sierra Leone: Proyek bandara dibatalkan
2. Hungaria dan Serbia: Kereta api kecepatan tinggi masih belum 

pasti
3. Montenegro: Jalan menuju Serbia belum terselesaikan
4. Jibuti: Bandara yang didanai Tiongkok ditolak
5. Kenya: RRT menghentikan pembangunan jalur kereta api Afrika 

Timur di Nairobi
6. Tanzania: Pelabuhan Bagamoyo dalam negosiasi ulang
7. Zimbabwe: RRT mengingkari pendanaan proyek tenaga surya
8. Kazakstan: Pekerjaan pembangunan jalur kereta ringan senilai 

27,59 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) dihentikan
9. Kirgistan: Jalur kereta Tiongkok-Uzbekistan berubah rute
10. Pakistan: Menegosiasikan ulang proyek CPEC untuk menghindari 

perangkap utang
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bahwa negara-negara di sepanjang rute maritim yang 
diusulkan — yang menjanjikan jaringan pelabuhan, jalur 
kereta api, dan kota-kota pesisir yang menghubungkan 
Tiongkok dengan Asia, Afrika, dan Eropa — harus 
mengandalkan Tiongkok untuk memperoleh 
pertumbuhan ekonomi dan keamanan militer, dan bahwa 
setiap tantangan terhadap perluasan lingkup pengaruh 
Beijing tidak akan ditoleransi.

DAYA PIKAT PERANGKAP INVESTASI RRT
Mengingat bahwa permainan hebat baru ini adalah 
tentang geopolitik rantai pasokan, negara-negara besar 
berlomba-lomba untuk memengaruhi simpul industri, 
teknologi, dan komersial yang penting di seluruh Indo-

dan Inggris — kembali ke Asia untuk membela hukum 
internasional, terutama kali ini dengan dukungan dari bekas 
koloni mereka (Australia, India, Malaysia, dan Vietnam). Pada 
tahun 2018, 27 dari 28 duta besar Uni Eropa (UE) di Beijing 
— kecuali Hungaria — mengecam Satu Sabuk, Satu Jalan 
(One Belt, One Road - OBOR) karena tidak sejalan dengan 
“standar internasional mengenai lingkungan atau tenaga 
kerja,” menghambat perdagangan bebas, dan memberikan 
keuntungan yang tidak adil terhadap badan usaha milik 
negara RRT. Uni Eropa melihat Beijing melaksanakan 
strategi “memecah belah dan mendominasi” sebagaimana 
dicontohkan oleh serikat 16+1 yang dipimpin Tiongkok (KTT 
yang melibatkan RRT dan negara-negara Eropa Tengah dan 
Timur seperti Republik Ceko, Hungaria, dan Serbia), yang 
semakin melemahkan kohesi UE dan persatuan regional. 
Beijing telah meraih keberhasilan besar dalam memikat 
negara-negara kecil di Eropa Selatan dan Tengah (misalnya, 
Austria, Yunani, Hungaria, Italia, Portugal, dan Serbia) ke 
dalam orbit OBOR, mendorong Uni Eropa untuk menyerukan 
pendirian yang lebih tegas terhadap Tiongkok untuk mengatasi 
meningkatnya masalah perdagangan, teknologi, dan 

geostrategis. Pada Maret 2019, Uni Eropa, untuk pertama 
kalinya, menyebut Tiongkok sebagai “pesaing ekonomi” dan 
“saingan sistemik yang mempromosikan model tata kelola 
alternatif.” Uni Eropa telah mengusulkan rencana Konektivitas 
Berkelanjutan Eropa-Asia senilai 4,57 kuadriliun rupiah (300 
miliar Euro) dari tahun 2021 hingga 2027 bagi investor yang 
membangun proyek infrastruktur.

INDIA: Bertindak ke Timur, Berpaling ke Barat, 
Menyediakan Rencana Pertumbuhan yang Aman
India, saingan lama Tiongkok di Asia, merupakan satu-
satunya negara besar yang memboikot forum OBOR RRT pada 
Mei 2017, dan memboikotnya kembali pada April 2019. New 
Delhi merasa nyaman bahwa banyak kekhawatiran awal 
India tentang kelayakan dan keberlanjutan proyek-proyek 
OBOR tidak hanya telah dibuktikan kebenarannya tetapi juga 
telah membentuk kritik negara-negara lain terhadap OBOR. 
Beberapa negara, seperti Myanmar, Malaysia, Maladewa, 
Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, dan Thailand, telah 
membatalkan atau merundingkan kembali kontrak dengan 
perusahaan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir ini. 
Mengingat penolakan Beijing untuk mengatasi kekhawatiran 
India mengenai Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (China-
Pakistan Economic Corridor - CPEC), yang melewati wilayah 

India, saingan lama Tiongkok di 
Asia, merupakan satu-satunya 
negara besar yang memboikot 
forum OBOR RRT pada Mei 
2017, dan memboikotnya kembali 
pada April 2019.
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11. Pakistan: RRT menarik diri dari proyek bendungan Diamer 
Bhasha

12. Sri Lanka dan Maladewa: Mengalami ketidakstabilan akibat 
utang

13. Sri Lanka: Pelabuhan Hambantota diserahkan kepada operator 
Tiongkok

14. Nepal: Kontrak proyek PLTA Budhi Gandaki dibatalkan
15. Bangladesh: Menyerahkan proyek pelabuhan ke Jepang dari RRT 

yang korup
16. Myanmar: Menurunkan biaya total proyek pelabuhan Kyaukpyu 

sebesar 103,47 triliun rupiah (7,5 miliar dolar A.S.)
17. Myanmar: Kilang minyak Dawei dibatalkan
18. Thailand: Penundaan berkelanjutan terhadap proyek kereta api 

kecepatan tinggi
19. Malaysia: Mengevaluasi kembali proyek senilai 317,32 triliun 

rupiah (23 miliar dolar A.S.)

Dilanjutkan di halaman 22

(Pilihan yang Lebih Disukai daripada Satu Sabuk,Satu Jalan RRT, lanjutan)
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Pasifik. Dalam perdagangan dan perniagaan, sebagian 
besar negara tidak memilih salah satu blok tetapi menjalin 
hubungan dengan semua blok. Untuk negara-negara yang 
ingin membangun pabrik, sekolah, jalan, dan pelabuhan, 
seperti yang dilakukan sebagian besar perekonomian yang 
sedang berkembang dan bangkit, penawaran teknik dan 
modal RRT sangat menarik. Pengaruh ekonomi RRT 
juga memberikan peluang bagi negara-negara kecil untuk 
membenturkan beberapa kekuatan besar satu sama lain 
demi memperoleh keuntungan. Bagi negara-negara yang 
dilanda konflik dengan rezim otokratis yang tidak dapat 
memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan global, 
bantuan dan investasi RRT menawarkan jalan keluar.

Fusi otoriter entitas negara dan korporasi RRT 
memungkinkan Beijing untuk mengumpulkan dana 
dengan cara yang sering kali tidak dapat ditandingi oleh 
negara-negara demokratis. Badan usaha milik negara 
(BUMN) RRT yang kaya dan didukung oleh bank-
bank Tiongkok dan lembaga pemerintah lainnya, dapat 
menghindari masalah lingkungan, ketenagakerjaan, 
dan hak asasi manusia serta norma-norma internasional 
lainnya yang, meskipun memiliki maksud yang baik, sering 
kali memperpanjang masa konstruksi dan meningkatkan 
biaya. Perusahaan Tiongkok menginvestasikan lebih dari 
1,24 kuadriliun rupiah (90 miliar dolar A.S.) di negara-
negara OBOR antara tahun 2013 dan 2018, demikian 
yang dilaporkan surat kabar South China Morning Post 
pada April 2019. Mengingat permintaan besar untuk 
pembangunan infrastruktur di Asia dan Afrika, sasaran 
konektivitas yang dinyatakan OBOR tampaknya sejalan 
dengan rencana konektivitas regional. Tiongkok telah 
menandatangani 173 perjanjian kerja sama dengan 125 
negara dan 29 organisasi internasional per April 2019, 
demikian menurut Xinhua, kantor berita resmi milik 
pemerintah RRT.

Diplomasi infrastruktur memanfaatkan kekuatan 
Tiongkok sementara itu pada saat yang sama membantu 
Tiongkok membentuk kembali benua Eurasia dan 
bergerak menuju sasarannya, yakni menginternasionalkan 
yuan. Dengan menyertakan dirinya sebagai penjaga 
gerbang yang tak terhindarkan dari jaringan infrastruktur 
yang muncul di kawasan itu, Beijing juga berharap untuk 
memikat berbagai negara ke dalam orbit Tiongkok dan 
melonggarkan aliansi dengan A.S. Penuntasan rencana 
OBOR akan memberi Tiongkok akses ke sumber daya, 
memungkinkannya mengekspor kelebihan kapasitas 
industri, dan mengamankan kehadiran strategis di garis 
depan untuk memproyeksikan kekuatan.

KERUGIAN SAMPINGAN
Meskipun sejumlah besar negara yang berupaya 
mendapatkan pertumbuhan ekonomi cenderung 
berpaling ke Beijing, akan tetapi beberapa negara 
merasa semakin tidak nyaman dengan apa yang mereka 
anggap sebagai “diplomasi neokolonial” Beijing yang 
sering kali berakhir dengan jejak utang, nota pengakuan 
utang (IOU), dan jebakan strategis dalam bentuk 

Kashmir yang disengketakan dan dipandang sebagai 
merongrong kedaulatan dan integritas wilayah India, New Delhi 
tetap menentang keras CPEC. Akan tetapi, India mendukung 
koridor timur-barat yang menghubungkan India dengan 
Myanmar dan Thailand (melalui jalan raya India-Myanmar-
Thailand, Proyek Transportasi Transit Multimoda Kaladan, 
dan pelabuhan di Bangladesh dan Myanmar). Di barat, India 
telah membangun koridor perdagangan dan transportasi 
(jalur kereta api dan pelabuhan) dengan Afganistan melalui 
Chabahar di Iran. India dilaporkan telah memberikan kredit 
dan hibah sebesar 344,9 triliun rupiah (25 miliar dolar A.S.) 
hingga 413,9 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.) ke negara-
negara di sekitarnya dari Afrika Timur hingga Asia Tenggara 
dan menawarkan visi alternatif terhadap jaringan pelabuhan 
lingkar laut RRT dengan proyek Keamanan dan Pertumbuhan 
untuk Semua di Kawasan, menyatakan bahwa “tanggung 
jawab untuk perdamaian, kemakmuran, dan keamanan ada 
pada mereka yang tinggal di Samudra Hindia.” Ini bukan hanya 
balasan Modi atas retorika “Asia untuk Bangsa Asia” Xi tetapi 
juga upaya untuk menghidupkan kembali rute perdagangan 
kuno India dan hubungan budaya di sekitar kawasan Samudra 
Hindia. Secara militer, jaringan maritim Beijing telah 
mendorong Angkatan Laut India untuk mengungkap strategi 
tiga cabang: memperkuat pertahanannya di Samudra Hindia 
dengan memperoleh akses istimewa ke pangkalan-pangkalan 
di Indonesia, Iran, Madagaskar, Mauritius, Oman, Reunion, 
dan Seychelles; melakukan latihan angkatan laut bersama 
di laut Cina Timur dan Selatan; dan meluncurkan ekspansi 
angkatan laut yang ambisius (dari angkatan laut dengan 138 
kapal menjadi 212 kapal dengan tiga kapal induk dan 24 kapal 
selam serbu paling lambat pada tahun 2030). Ketika Angkatan 
Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army 
Navy - PLAN) Tiongkok bergerak ke selatan menuju Samudra 
Hindia, Angkatan Laut India semakin menuju ke arah timur ke 
Samudra Pasifik. Dihadapkan dengan kehadiran Beijing yang 
terus berkembang di sekitar perbatasannya, India cenderung 
berpaling ke A.S., Jepang, dan negara-negara lainnya yang 
berpandangan serupa dalam menciptakan postur yang 
menyeimbangkan tanpa memprovokasi Tiongkok.

INDONESIA: Menjadi Poros Maritim Global 
Kritik pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad tentang OBOR 
RRT sebagai “neokolonialisme” ditambah dengan sengketa 
maritim yang belum terselesaikan di Laut Cina Selatan 
mendorong kehati-hatian di negara-negara maritim Asia 
Tenggara. Meskipun pemimpin Indonesia Joko Widodo berusaha 
untuk tidak terlalu memberikan penekanan pada proyek-proyek 
yang didanai Tiongkok dalam pemilihan umum baru-baru ini, 
dia akan melanjutkan pendiriannya saat ini untuk menarik 
modal Tiongkok untuk melaksanakan pembangunan sembari 
memperkuat pertahanan di sekitar Kepulauan Natuna terhadap 
perambahan dan penangkapan ikan ilegal RRT. Guna melawan 
rute maritim Tiongkok, Jakarta telah mengusulkan rencana 
untuk menjadikan Indonesia “poros maritim global,” mengingat 
lokasi negara itu yang berada di tengah-tengah kawasan 
Indo-Pasifik. Ketika Tiongkok melanjutkan ekspansi maritimnya 

(Pilihan yang Lebih Disukai daripada Satu Sabuk,Satu Jalan RRT, lanjutan dari 
halaman 21)



23IPD FORUMFORUM

kehadiran RRT dalam jangka panjang. Sama halnya 
seperti upaya yang dilakukan kekuatan industrialisasi 
Eropa untuk mendapatkan sumber daya, pasar, dan 
pangkalan mengarah pada penjajahan Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin pada abad ke-18 dan ke-19, upaya yang 
dilakukan Tiongkok untuk memperoleh sumber daya, 
pasar, pangkalan, dan merkantilisme di luar negeri 
sekarang merupakan tantangan besar bagi kedaulatan 
dan kemerdekaan negara-negara kecil dan lemah di Asia, 
Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa proyek OBOR 
melintasi wilayah dan perairan yang disengketakan dan 
merongrong integritas dan kedaulatan wilayah.

Pertimbangan geopolitik RRT untuk memperoleh 
pijakan strategis mendorong banyak proyek infrastruktur 
yang dibangun tanpa perhitungan ekonomi yang matang. 
Akibatnya, usaha tersebut sering kali gagal menghasilkan 
uang, dan malah menghasilkan proyek mahal dan 
merugikan yang membebani negara-negara penerima 
pinjaman dengan utang besar. Semakin besar utang, 
semakin besar pengaruh yang diperoleh Beijing dalam 
menegosiasikan kepemilikan eksklusif atau akses ke lahan, 
sumber daya, pelabuhan, dan bandara.

Selain itu, BUMN RRT meminjam dana dari bank-
bank nasional Tiongkok dalam renminbi atau yuan untuk 
membangun proyek-proyek dengan tenaga kerja dan 
teknologi Tiongkok di negara-negara yang memiliki 
lokasi strategis lewat pinjaman dengan suku bunga tinggi 
sebesar 4% hingga 6% dan mengharapkan negara-negara 
tuan rumah melunasinya dalam dolar A.S. Beijing sering 
kali mencari pangkalan di luar negeri (sewa 50 hingga 
99 tahun dengan kepemilikan saham 75% hingga 85%) 
untuk melindungi kepentingan luar negeri, aset, dan 
warga negaranya serta memproyeksikan kekuatan. Seperti 
dalam kasus Sri Lanka dan Jibuti, dominasi ekonomi 
Tiongkok mengakibatkan hilangnya kedaulatan atas 
aset strategis negara tuan rumah, termasuk pelabuhan, 
bandara, dan infrastruktur penting. Salah satu perusahaan 
Tiongkok, UDG, misalnya, mengendalikan hampir 
20% garis pantai Kamboja dalam sewa selama 99 tahun, 
mendorong mantan Menteri Luar Negeri Australia 
Gareth Evans untuk menggambarkan Kamboja sebagai 
“anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh RRT 
Inc.” Contoh-contoh Pakistan dan Kenya menunjukkan 
bahwa meningkatnya utang sering kali memaksa berbagai 
negara untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter 
Internasional untuk melunasi pinjaman Tiongkok. 
Singkatnya, Myanmar, Kenya, Maladewa, Malaysia, 
Montenegro, Sri Lanka, dan lainnya telah menyatakan 
kegelisahan dengan kesepakatan tidak setimpal yang 
membebani mereka dengan pinjaman berbunga tinggi 
untuk membeli produk, layanan, dan tenaga kerja 
Tiongkok, namun tidak mengurangi pengangguran, 
korupsi, atau degradasi lingkungan.

Selain itu, sumbangan infrastruktur dan dominasi 
ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara kecil 
membatasi pilihan kebijakan luar negeri para debitor 

di Samudra Hindia bagian timur, perjanjian trilateral maritim 
Indonesia-Australia-India, yang terbentuk pada tahun 2014 
setelah latihan angkatan laut pertama PLAN di Selat Sunda, 
dapat memainkan peran yang lebih aktif. Kekhawatiran 
tentang ekspansi angkatan laut PLA telah mendorong 
Jakarta dan New Delhi untuk bekerja sama dalam proyek 
pengembangan pelabuhan Sabang. 

JEPANG: Memperluas Kemitraan dan 
Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika
Meskipun adanya publisitas berlebihan atas investasi luar 
negeri Tiongkok, Jepang masih tetap menjadi pemain utama 
dalam pembangunan infrastruktur dan kreditur internasional 
yang lebih besar. Guna melawan OBOR Tiongkok, Jepang 
mengumumkan perluasan kemitraan senilai 2,89 kuadriliun 
rupiah (210 miliar dolar A.S.) untuk infrastruktur berkualitas, 
dengan suku bunga yang sangat rendah (1% hingga 2%, 
berbeda dengan suku bunga Tiongkok yang mencapai 4% 
hingga 6%), yang didanai melalui Bank Pembangunan Asia. 
Jepang meningkatkan bantuan dan investasinya dalam 
membangun koridor timur-barat dari Vietnam ke Myanmar 
yang bersaing dengan jalur kereta api utara-selatan Tiongkok 
ke Asia Tenggara dan Selatan. Secara signifikan, Badan Kerja 
Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation 
Agency - JICA) mendanai pelabuhan di Bangladesh, 
Myanmar, Jibuti, Kenya, India, Madagaskar, Mozambik, dan 
Oman. Jepang mendirikan pangkalan pertamanya di luar 
negeri pasca Perang Dunia II di Jibuti jauh sebelum Beijing 
menetapkan kehadirannya di Laut Merah. Selain itu, Tokyo 
meluncurkan Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika dengan India 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menyambut 
pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sebelum pelaksanaan 
Pertemuan KTT Jepang-Mekong di Tokyo pada Oktober 2018 
ketika mereka dan empat pemimpin negara-negara Mekong 
lainnya sepakat untuk bekerja sama dalam konektivitas dan 
proyek-proyek infrastruktur berkualitas di kawasan itu.  REUTERS

Dilanjutkan di halaman 26Dilanjutkan di halaman 26
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Kekhawatiran regional dan internasional terus tumbuh terhadap 
rencana Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), ketika RRT terus mendorong 
skema triliunan dolar yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping. 
Ketika semakin banyak negara menanggung utang yang 
membebani untuk membangun proyek yang dipertanyakan, 
banyak analis merasa khawatir bahwa OBOR mungkin hanya 
sebuah plot yang dibuat oleh Partai Komunis Tiongkok untuk 
merongrong arsitektur keamanan dan ekonomi tatanan 

internasional. Berbagai proyek terus mengalami kegagalan dari 
Asia Timur hingga kepulauan Pasifik, dari Afrika Barat hingga 
Amerika Latin. Proyek-proyek OBOR di Asia Selatan dan Tenggara, 
khususnya, tidak menghasilkan pengembalian investasi maupun 
meningkatkan ikatan politik. Banyak proyek, pada kenyataannya, 
tidak layak secara finansial dan telah membebani negara-
negara berkembang dengan utang. Selain itu, ada kesenjangan 
kredibilitas antara apa yang dijanjikan RRT dan apa yang 
disampaikan RRT, apa yang diklaim sebagai motivasinya dan apa 
yang telah dibuktikan oleh tindakannya. Sebagian besar, proyek-
proyek yang berkaitan dengan keamanan dan ambisi militer RRT 
cenderung diprioritaskan. RRT mendapatkan manfaat terbesar 
dari OBOR, sementara itu negara-negara tuan rumah mengalami 
ketidakstabilan ekonomi dan politik.
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dan memajukan kemitraan perdagangan. Jepang juga telah 
meningkatkan kerja sama angkatan lautnya dengan Australia, 
India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam 
serta A.S. Tokyo telah menawari Vietnam enam kapal patroli 
senilai 4,66 triliun rupiah (338 juta dolar A.S.), bagian dari 
paket bantuan Jepang senilai 13,79 triliun rupiah (1 miliar 
dolar A.S.) untuk mendukung “kemampuan penegakan hukum 
maritim” Vietnam dan memberikan bantuan infrastruktur 
besar-besaran kepada Filipina — 119,48 triliun rupiah (8,66 
miliar dolar A.S.) selama lima tahun ke depan. Untuk wilayah 
pesisir Indonesia yang belum berkembang, Perdana Menteri 
Jepang Shinzo Abe telah menjanjikan bantuan senilai 8,83 
triliun rupiah (640 juta dolar A.S.). Tokyo dan Jakarta juga telah 
sepakat untuk membentuk Forum Keamanan Maritim dan dialog 
2+2 (menteri luar negeri dan pertahanan). 

A.S.: Mengembangkan Indo-Pasifik yang Bebas dan 
Terbuka
Strategi Keamanan Nasional A.S. menggambarkan Tiongkok 
sebagai negara revisionis yang terlibat dalam ekonomi predator, 
dengan para pejabat senior memperingatkan berbagai negara 
untuk mewaspadai “kekuatan imperial baru [yang menawarkan] 
keuntungan jangka pendek untuk ketergantungan jangka 
panjang ... mengingatkan pada kolonialisme Eropa.” Strategi 
regional A.S. telah beralih dari poros atau penyeimbangan 
kembali menjadi strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. 
Prinsip-prinsip timbal balik dan kesetaraan, bukan keuntungan 
perusahaan multinasional, sekarang mendasari kebijakan 
A.S.-Tiongkok. Meskipun dunia terbuka untuk berbisnis dengan 
Tiongkok, Tiongkok masih tertutup bagi dunia. Beijing tidak 
mengizinkan investasi atau saham asing dalam industri 
strategis dan infrastruktur kritis yang dicari BUMN Tiongkok di 
negara lain. 

Berdasarkan prakarsa infrastruktur A.S.-Jepang-Australia 
dan Build Act tahun 2018, Amerika Serikat telah membentuk 
International Finance Development Corp. senilai 827,79 triliun 
rupiah (60 miliar dolar A.S.) untuk merampingkan investasi 
infrastruktur bersama. Visi Ekonomi Indo-Pasifik yang diuraikan 
bersama dengan Jepang dan Australia bertujuan untuk 
mencegah Tiongkok memanfaatkan sumbangan ekonominya 
guna merongrong demokrasi. Asia Reassurance Initiative 
Act pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump menegaskan 
kembali aliansi lama dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, 
dan Filipina sembari menyerukan hubungan yang lebih dalam 
dengan India dan Taiwan. Ketika persaingan strategis dengan 
Beijing meningkat, Washington telah mengalihkan perhatiannya 
ke negara-negara kepulauan kecil di wilayah rangkaian 
kepulauan Pasifik, mengungkapkan Prakarsa Keamanan 
Maritim Asia Tenggara, dan berencana membangun angkatan 
laut 355 kapal untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan 
yang tangguh. Perang dagang, tarif, dan teknologi, sorotan 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat Tiongkok di 
Xinjiang dan di tempat lain, pencurian kekayaan intelektual, 
dan spionase siber semuanya itu berusaha mempertahankan 
tekanan maksimum di berbagai titik pada Tiongkok untuk 
mengubah perilakunya dan melunakkan ambisinya.

mengenai berbagai masalah seperti Laut Cina Selatan, 
Taiwan, Tibet, kamp konsentrasi Uighur di Xinjiang, 
dan praktik perdagangan tidak adil. Misalnya, melalui 
cengkeraman ekonominya atas Kamboja dan Yunani, 
Beijing telah memiliki kekuasaan veto yang efektif atas 
masalah Laut Cina Selatan yang disengketakan dan 
sikap Uni Eropa (UE) pada masalah hak asasi manusia 
dan perdagangan. Dominasi ekonomi Tiongkok yang 
berkembang atas negara-negara kecil telah berdampak 
pada pelemahan kohesi dan organisasi regional, 
termasuk Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara (ASEAN), dan Forum Kepulauan 
Pasifik. Pemaksaan ekonomi melalui akses pasar yang 
terkendali telah mengikis hubungan bilateral dengan 
berbagai negara, misalnya India, Jepang, Filipina, dan 
Korea Selatan.

Selain itu, model Tiongkok itu merongrong 
negara demokrasi yang rapuh dan mempromosikan 
otoritarianisme dan korupsi, dan teknologi 
pengawasannya mengekang kebebasan. Pinjaman 
Tiongkok yang tersedia dengan mudah merupakan candu 
baru bagi para elit yang korup di negara dengan ekonomi 
rapuh yang memiliki sistem politik yang disfungsional. 
Kekhawatiran atas cengkeraman Tiongkok terhadap 
perekonomian setempat sering kali menghasilkan tekanan 
domestik untuk perubahan politik. Jejak ekonomi Beijing 
yang berkembang sering kali melemahkan lembaga-
lembaga demokrasi, mendukung politik orang kuat, 
menggeser hubungan sipil-militer, dan meningkatkan 
korupsi. Selain itu, faktor Tiongkok menjadi masalah 
polarisasi pada saat perubahan rezim atau pemilihan 
umum seperti yang terlihat baru-baru ini di Myanmar, 
Indonesia, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Sierra Leone, 
Sri Lanka, dan Zimbabwe.

Penggambaran negatif terhadap pemerintah 
Tiongkok meningkat sehubungan dengan peningkatan 
keterlibatannya di negara-negara lain. Ketergantungan 
ekonomi menghasilkan keputusasaan, sebagaimana 
diungkapkan oleh sejarah. Ketika negara-negara kecil 
dan lemah berusaha untuk membenturkan satu kekuatan 
besar melawan kekuatan besar lain, mereka sering kali 
menjadi mangsa intrik dan intervensi eksternal dalam 
urusan domestik. Di Asia dan Afrika, RRT sedang 
melanggengkan apa yang dilakukan negara-negara besar 
dan kuat Eropa terhadap Tiongkok dan negara-negara 
lainnya di saat mereka lemah pada abad ke-18 dan ke-19. 
Rencana OBOR Xi tampaknya telah berubah menjadi 
“Satu Pangkalan, Satu Jalan (One Base, One Road)” 
dan paling buruk menjadi “Satu Utang, Satu Jalan (One 
Debt, One Road - ODOR).” Hasilnya adalah kembalinya 
merkantilisme, proteksionisme, perang dagang, dan 
perlombaan pangkalan seperti Perang Dingin untuk 
membangun, memperoleh, atau mengakses pangkalan-
pangkalan garis depan dari Pasifik Barat hingga Samudra 
Hindia Barat.

Lanjutan dari halaman 23(Pilihan yang Lebih Disukai daripada Satu Sabuk,Satu Jalan RRT, lanjutan dari 
halaman 23)
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STRATEGI PENOLAKAN
Meskipun Beijing mengklaim akan membangun 
infrastruktur konektivitas untuk mempromosikan 
“komunitas suratan takdir bersama" untuk mencapai 
pertumbuhan dan kemakmuran, Beijing saat ini 
menghadapi penolakan besar tidak hanya dari 
kekuatan kecil dan menengah di sepanjang rencana 
rute OBOR tetapi juga dari Uni Eropa, India, Jepang, 
dan A.S. Beberapa negara yang menghadiri forum 
OBOR pertama pada tahun 2017 memilih untuk tidak 
berpartisipasi dalam forum OBOR kedua pada tahun 
2019. Beberapa negara ini mencakup Argentina, Fiji, 
Polandia, Maladewa, Spanyol, Sri Lanka, Turki, dan 
Amerika Serikat.

Menanggapi meningkatnya kritik terhadap 
OBOR, Beijing berjanji akan melakukan koreksi pada 
forum kedua yang diadakan pada April 2019 dengan 
mempromosikan upaya yang bebas korupsi, sadar 
lingkungan, dan transparan. Perlawanan terhadap proyek 
raksasa Xi itu tidak lagi terbatas pada negara-negara 
Barat atau rival Asia Tiongkok tetapi telah menyebar ke 
berbagai negara seperti Myanmar, Maladewa, Malaysia, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand.

Pihak-pihak yang merasa skeptis, seperti Wang Jun, 
mantan direktur Departemen Informasi di China Center 
for International Economic Exchanges, berpendapat 
bahwa Beijing hanya akan “membuat penyesuaian taktis, 
bukan strategis.” Oleh karena itu, Uni Eropa, India, 
Jepang, A.S., dan lainnya harus bersama-sama bersikeras 
untuk hanya mendukung proyek konektivitas OBOR 
yang mengikuti aturan ini:

• Menjunjung tinggi integritas dan kedaulatan 
wilayah.

• Menyediakan pendanaan dari lembaga keuangan 
multilateral seperti Bank Investasi Infrastruktur 
Asia, Bank Pembangunan Asia, bukan hanya bank 
Tiongkok, dan mengikuti standar dan norma 
peminjaman internasional.

• Mempromosikan tata kelola yang baik dan 
mengekang korupsi.

• Membuka lapangan pekerjaan melalui penggunaan 
tenaga kerja lokal, bukan tenaga kerja Tiongkok.

• Mengundang penawaran kompetitif dari semua 
pihak, bukan hanya BUMN Tiongkok, secara 
transparan.

• Menawarkan kesinambungan fiskal dan kelayakan 
komersial.

• Tidak menimbulkan beban utang yang tidak 
berkelanjutan yang mengarah pada jebakan strategis 
(melalui sewa jangka panjang) atau membatasi 
pilihan kebijakan luar negeri.

• Mengizinkan penyelesaian sengketa di pengadilan 
internasional, bukan hanya pengadilan Tiongkok.

• Mempromosikan tanggung jawab lingkungan.

Kebijakan merkantilis, sengketa wilayah dan maritim 
yang belum terselesaikan, dan ketidakpercayaan strategis 

terhadap Tiongkok memberi Australia, Uni Eropa, India, 
Jepang, dan A.S. berbagai peluang strategis.

Banyak negara sudah menawarkan alternatif yang 
lebih baik daripada OBOR RRT. Program-program 
mereka memungkinkan pembangunan yang stabil tanpa 
perangkap utang keuangan dan politik. Contohnya 
termasuk Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika Jepang, 
Keamanan dan Pertumbuhan India untuk Semua di 
Kawasan ini, poros maritim global Indonesia, rencana 
Konektivitas Berkelanjutan Eropa-Asia dari Uni Eropa, 
dan strategi Indo-Pasifik bebas dan terbuka dari A.S.

Upaya Beijing untuk memperoleh kemampuan 
pencegahan penggunaan laut dan kontrol laut telah 
mendorong kekuatan maritim terkemuka, termasuk 
Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, untuk 
bekerja sama dalam cara yang belum pernah terjadi 
sebelumnya guna memastikan bahwa Laut Cina 
Selatan dan Samudra Hindia utara tidak jatuh di bawah 
Hegemoni RRT.

MASA DEPAN MARITIM
Jaringan hubungan keamanan yang kompleks mulai 
muncul di Indo-Pasifik. Masa depan kerja sama keamanan 
regional besar kemungkinan akan berada dalam format 
trilateral atau segi tiga, kuadrilateral, dan multilateral. 
Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya trilateral 
(misalnya, Jepang-Vietnam-Filipina, A.S.-Jepang-India, 
Australia-Indonesia-India, India-Jepang-Vietnam, 
Prancis-Australia-India) dan upaya multilateral informal 
untuk menghambat ekspansi maritim Tiongkok dapat 
bergabung menjadi koalisi maritim atau Kemitraan 
Maritim Indo-Pasifik. Jika Beijing melanjutkan 
kegiatannya yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan, 
satuan tugas multinasional mungkin diperlukan untuk 
menjaga agar Laut Cina Selatan tetap terbuka dan bebas, 
dan lebih penting lagi, untuk menyadarkan Beijing dari 
anggapan bahwa “Laut Cina Selatan merupakan milik 
eksklusif Tiongkok.”

Contoh koalisi semacam itu sudah muncul. 
Australia, India, Jepang, dan A.S. kini mengoordinasikan 
taktik dan strategi untuk menawarkan visi alternatif 
terhadap pembiayaan pembangunan guna memastikan 
bahwa berakhirnya abad penghinaan Tiongkok tidak 
mengarahkan pada abad penghinaan bagi negara-negara 
berkembang dan miskin yang dipimpin oleh rezim korup 
dan tidak bermoral. Konsekuensinya, visi OBOR berbasis 
kekuasaan dan hierarki Tiongkok sekarang ini diadu 
dengan visi berbasis hukum dan aturan untuk Indo-
Pasifik yang bebas dan terbuka.

Mudah-mudahan, lebih banyak negara, termasuk 
Selandia Baru dan Kanada, akan bergabung secara lebih 
lanjut dengan berbagai upaya ini untuk membantu 
mempertahankan kerja sama trilateral, kuadrilateral, dan 
multilateral di tingkat regional yang diperlukan untuk 
tatanan berbasis aturan yang memelihara lingkungan 
kompetitif yang lebih adil bagi semua negara tanpa 
memandang ukurannya.  o
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Menghambat ambisi Republik Rakyat 
Tiongkok untuk mengendalikan teknologi
ARATI SHROFF

emerintah Tiongkok telah 
bergerak cepat untuk 
menghapus semua penyebutan 
kebijakan industri andalannya 
“Buatan Tiongkok 2025” 

(Made in China 2025 - MIC 2025) 
dari pidato resmi, dokumen, dan 
pers resmi di tengah meningkatnya 
kekhawatiran internasional. Akan 
tetapi, kebijakan strategis MIC 2025 
terus memainkan peran sentral 
dalam upaya Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) untuk mencapai 
ambisi teknologi, ekonomi, dan 
militernya, yaitu menjadi pemasok 
dominan dan pusat penelitian dan 
pengembangan (R&D) terkemuka 
untuk 10 sektor ekonomi strategis 
abad ke-21. Meskipun adanya upaya 
baru-baru ini untuk mengalihkan 
perhatian internasional dari tujuan 
yang dinyatakan dalam MIC 
2025, implementasi rencana 5 
tahun Partai Komunis Tiongkok 
(PKT) akan berlanjut, jika tidak 
dipercepat, mengikuti tindakan 
tarif dan pembatasan perdagangan 
pemerintah A.S. terhadap perusahaan 
telekomunikasi Huawei dan 
ZTE dari Tiongkok. MIC 2025 
merupakan perwujudan dari PKT 
yang menerapkan pendekatan 
komprehensif dan menyeluruh di 
berbagai kalangan pemerintah untuk 
mengubah RRT menjadi kekuatan 
utama dalam teknologi global dengan 
mengorbankan negara-negara lain. 

Upaya berkelanjutan PKT 
terhadap kebijakan dan sasaran MIC 
2025 menggarisbawahi prioritas yang 
ditempatkan oleh partai itu untuk 
mencapai kemandirian ekonomi dan 
teknologi serta dominasi industri 
utama generasi mendatang. Amerika 
Serikat dan sekutu-sekutunya — 
dihadapkan dengan strategi RRT 
— perlu menanggapi dengan tepat 

asimetri ekonomi yang menantang 
yang disajikan oleh berkembangnya 
pengaruh global Tiongkok. 

Praktisi keamanan nasional 
di Indo-Pasifik seharusnya terus 
memperhatikan kebijakan dan 
program di bawah MIC 2025, 
terlepas dari kemajuan rencana 
itu, penggunaan modal yang 
tidak efisien, atau penyesuaian 
signifikansinya hingga saat ini. 
Model kapitalisme negara otoriter 
RRT — diaktualisasikan melalui 
MIC 2025 — memiliki implikasi 
serius bagi kawasan ini, mengingat 
kesalingterhubungan kemakmuran 
ekonomi dengan keamanan nasional, 
sifat penggunaan ganda dari 
teknologi garis depan, dan percepatan 
fusi militer-sipil RRT. 

Langkah dalam Perjalanan 
Panjang Tiongkok 
PKT melalui MIC 2025 bercita-cita 
untuk mengubah RRT dari produsen 
industri berat bernilai rendah 
menjadi kekuatan utama di bidang 
teknologi tinggi dan manufaktur 
“pintar,” yang pertumbuhan 
ekonominya didukung oleh 
teknologi generasi mendatang yang 
didominasi secara domestik seperti 
komputasi kuantum, kecerdasan 
buatan (artificial intelligence - AI), 
dan mikroprosesor. Dewan Negara 
Tiongkok menguraikan 10 sektor 
yang ingin dikuasai Tiongkok melalui 
MIC 2025: teknologi informasi 
generasi mendatang (misalnya, 
semikonduktor dan siber), robotika, 
dirgantara, teknik maritim, kereta 
api mutakhir, kendaraan energi baru; 
peralatan listrik (jaringan pintar dan 
kota pintar), pertanian mutakhir, 
bahan baru, dan biofarma. 

Menjadi pemimpin global 
dari sektor-sektor yang muncul 

ini merupakan hal penting bagi 
kemampuan Tiongkok untuk menuai 
kekuatan “revolusi industri keempat,” 
demikian menurut konsultan PwC. 
Revolusi industri keempat mengacu 
pada evolusi teknologi yang sedang 
berlangsung “yang mengaburkan 
perbedaan di antara alam fisik, digital, 
dan biologi,” demikian menurut 
Klaus Schwab dari Forum Ekonomi 
Dunia. Dominasi dalam sektor-sektor 
ini memungkinkan perusahaan, 
atau dalam kasus RRT, pemerintah, 
untuk menetapkan standar global, 
mengusahakan penetapan harga 
monopolistik, memberlakukan 
embargo perdagangan, dan 
memimpin dalam pengembangan 
perangkat keras dan perangkat lunak 
militer, memungkinkan diperolehnya 
keuntungan yang jelas dalam situasi 
kekuatan tajam dan keras. 

Menghindari Perangkap 
Penghasilan Menengah
Para pemimpin Tiongkok juga 
percaya bahwa MIC 2025 akan 
mencegah ekonomi Tiongkok 
jatuh ke dalam perangkap 
penghasilan menengah. Istilah 
perangkap penghasilan menengah 
yang diciptakan oleh ekonom 
Indermit Gill dan Homi Kharas 
berpendapat bahwa negara-negara 
berpenghasilan menengah — yang 
didefinisikan oleh produk domestik 
bruto per kapita sekitar 165,56 juta 
rupiah (12.000 dolar A.S.) — akan 
meluncur ke stagnasi upah dan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih 
lambat kecuali jika mereka dapat 
meningkatkan produktivitas di luar 
input tradisional dari lahan, tenaga 
kerja, dan modal. Setelah lebih dari 
tiga dekade pertumbuhan pesat yang 
belum pernah terjadi sebelumnya 
sebagai pabrik produk bernilai 
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Para pengunjung terlihat di layar yang menampilkan teknologi pengenalan wajah 
di Consumer Electronics Show Asia 2019 di Shanghai, Tiongkok. Para analis 
mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah menggunakan teknologi seperti itu 
untuk memersekusi kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang. VeriSilicon merupakan 
perusahaan layanan platform silikon Tiongkok yang berbasis di Shanghai.  REUTERS

rendah terbesar di dunia, model 
pertumbuhan ekonomi sebelumnya 
yang digunakan oleh Tiongkok tidak 
lagi berfungsi. Melalui MIC 2025, 
PKT berharap untuk menghindari 
stagnasi ekonomi dan menempatkan 
negara itu pada jalur menuju stabilitas 
ekonomi di masa depan. Jika berhasil 
mencapai tujuan ekonominya, 
MIC 2025 akan mencapai dua 
sasaran inti: melestarikan legitimasi 
PKT di dalam dan luar negeri dan 
meningkatkan kemampuan militer 
Tentara Pembebasan Rakyat (People’s 
Liberation Army - PLA).

Mengurangi Ketergantungan pada 
Teknologi Asing 
Dirilis pada tahun 2015, MIC 2025 
telah semakin memicu kekhawatiran 
yang cukup besar di seluruh dunia, 
sedikit banyak karena besarnya 
ukuran program itu dan semakin 
pentingnya geoekonomi. Banyak 
negara menggunakan kebijakan 
industri untuk mencapai sasaran 
keamanan ekonomi dan nasional 
mereka. Akan tetapi, MIC 2025 
berupaya secara eksplisit untuk 
menyingkirkan kepemimpinan 
negara-negara dengan perekonomian 
mutakhir di bidang industri 
teknologi tinggi dengan membangun 
dan mendukung “juara nasional” 
Tiongkok yang kemudian dapat 
menjadi raksasa global terkemuka.

Khususnya, target pelokalan 
MIC 2025 mengisyaratkan bahwa 
Tiongkok bertekad untuk mengambil 
alih — bukan hanya bersaing dalam 
— teknologi generasi mendatang 
yang merupakan pendorong 
pertumbuhan ekonomi global di masa 
depan. Target pelokalan merujuk 
pada persentase pangsa pasar yang 
akan dipegang oleh perusahaan-
perusahaan Tiongkok dalam pasar 
Tiongkok dan dunia. Peta jalan tidak 
resmi rencana itu memproyeksikan 
bahwa paling lambat pada tahun 
2025, ekonomi Tiongkok seharusnya 
mencapai 70% swasembada dalam 
industri teknologi utama. Paling 
lambat pada tahun 2049, Tiongkok 
berkeinginan untuk memimpin pasar 
global sebagai kekuatan utama di 
bidang teknologi bertepatan dengan 
peringatan 100 tahun RRT. Juga 
bukan kebetulan bahwa target tanggal 
penyelesaian MIC 2025 selaras 
dengan sasaran RRT untuk menjadi 
kekuatan militer kelas dunia, seperti 
yang diuraikan oleh Xi Jinping di 
Kongres Partai ke-19 PKT. 

Selain mencoba membangun 
ekosistem inovasi Tiongkok, MIC 
2025 mengikuti strategi yang umum 
dikenal dari pengaturan ekonomi 
negara Tiongkok untuk melindungi 
perusahaan-perusahaan Tiongkok agar 
tumbuh di dalam negeri, menyubsidi 
upaya mereka untuk menangkap 

pangsa pasar global, dan menggusur 
pesaing asing dalam prosesnya. Alat 
bantu yang digunakan pemerintah 
dalam upaya ini mencakup: pencurian 
kekayaan intelektual, spionase 
komersial yang didukung negara, 
transfer teknologi paksa dengan 
imbalan akses pasar, subsidi untuk 
juara nasional, proteksionisme dan 
kebijakan substitusi impor, akuisisi, 
dan program perekrutan bakat asing. 
Tiongkok juga menggunakan sistem 
pendidikan terbuka di negara-negara 
ekonomi maju untuk menumbuhkan 
bakat manusia dalam industri sains 
dan teknologi. Inti dari implementasi 
MIC 2025 adalah peran PKT dalam 
mengoordinasikan dan menyelaraskan 
kegiatan sektor swasta, lembaga 
penelitian, dan akademisinya, 
termasuk melalui penggunaan komite 
PKT dan akses keuangan. 

Penyebutan Kebijakan Menghilang
Setelah munculnya kritik 
internasional selama satu setengah 
tahun terakhir ini, para pemimpin 
Tiongkok secara terbuka tidak terlalu 
memberikan penekanan pada MIC 
2025, menghindari rujukan apa pun 
terhadap rencana tersebut dalam 
pidato, publikasi, dan propaganda 
resmi. Saluran media resmi Tiongkok 
menerima instruksi eksplisit dari 
pemerintah pusat untuk menghindari 
istilah “MIC 2025” di platform cetak 
dan online. Penyebutan MIC 2025 
terutama tidak ada dalam laporan 
kerja pemerintah Tiongkok tahun 
2019 yang disampaikan oleh Perdana 
Menteri Li Keqiang ke Kongres 
Rakyat Nasional di Beijing, meskipun 
telah disorot dalam tiga laporan kerja 
sebelumnya. (Laporan kerja tahunan 
PKT mengomunikasikan kebijakan 
ekonomi khusus kepada pemerintah 
daerah, bisnis, dan warga negara 
untuk menetapkan arah masa depan 
negara dan mengatalisasi tindakan.) 
Akan tetapi Li tetap berjanji bahwa 
RRT akan memutakhirkan industri 
tradisional, memperkuat Penelitian 
& Pengembangan, dan mendukung 
berbagai sektor seperti teknologi 
informasi generasi mendatang, 
otomotif energi baru, dan bahan 
baru — aspek-aspek yang ditemukan 



31IPD FORUMFORUM

15 Ekonomi yang Paling Rentan terhadap 
‘Made in China (Buatan Tiongkok) 2025’*

1. Taiwan
2. Korea Selatan
3. Singapura
4. Prancis
5. Jerman

6. Irlandia
7. Hong Kong
8. Jepang
9. Swiss

10. Malaysia

11. Filipina
12. Amerika Serikat
13. Inggris
14. Norwegia
15. Belgia

*Diversifikasi Tiongkok dari produk kelas bawah hingga kelas atas. Sumber: Fathom Consulting

dalam MIC 2025. 
Pemerintah Tiongkok mengklaim 

kepada audiensi internasional 
bahwa pihaknya akan merilis versi 
rencana MIC 2025 yang direvisi — 
dan mungkin kurang mengancam. 
Akan tetapi, terlepas dari apa yang 
disertakan dalam MIC 2025 versi 2.0 
atau bagaimana program ini diganti 
namanya bagi audiensi internasional, 
PKT tetap berkomitmen untuk 
mengejar tujuan yang dinyatakan 
dalam MIC 2025. Kenyataannya, 
pemerintah Tiongkok tampaknya 
sedang mempersiapkan permainan 
panjang dan menggandakan strategi 
industri jangka panjangnya untuk 
memutakhirkan manufaktur — suatu 
langkah yang didorong sebagian oleh 
tarif A.S. dan larangan keamanan 
nasional terhadap perusahaan-
perusahaan RRT oleh Australia, 
Jepang, Selandia Baru, dan Amerika 
Serikat. 

Dengan menggunakan kontrol 
monopolistiknya terhadap 
media domestik, PKT sedang 
membangkitkan sentimen nasional 
guna memandu semua elemen 
masyarakat untuk bersatu dalam 
mencapai sasaran fusi teknologi, 
ekonomi, dan militer-sipil Tiongkok. 
Pidato domestik pemimpin PKT Xi 
Jinping, yang juga menjabat sebagai 
presiden RRT, semakin mendesak 
Tiongkok untuk mempercepat 
kemandirian, menguasai teknologi 
inti, menjadi negara adidaya siber, 
dan menciptakan ekonomi yang 
digerakkan oleh inovasi – semua 
tema yang mendasar bagi penciptaan 
MIC 2025.

Ambisi Teknologi yang Mengakar 
secara Mendalam
Secara konseptual, tujuan inti dari 
strategi MIC 2025 bukanlah hal baru 
bagi Tiongkok. Memang, akarnya 
meluas jauh ke dalam sejarah dan 
masyarakat Tiongkok. MIC 2025 
pada dasarnya merupakan evolusi 
dari kebijakan industri RRT yang 
telah lama berjalan yang bertujuan 
mengembangkan teknologi inti untuk 
mendorong pertumbuhan domestik 
dan menjaga legitimasi politik. Para 
pemimpin Tiongkok mulai dari 

Mao Zedong hingga Presiden Xi 
semuanya menyepakati arti penting 
strategis teknologi sebagai sumber 
kekuatan nasional dan kebutuhan 
untuk mengembangkan kemampuan 
sains dan teknologi dalam negeri 
Tiongkok, demikian menurut pakar 
di bidang urusan Tiongkok Evan 
Feiganbaum.

Peluncuran “reformasi dan 
pembukaan” ekonomi yang 
dilakukan Deng Xiaoping pada 
tahun 1978 menetapkan sains dan 
teknologi sebagai hal terpenting bagi 
modernisasi Tiongkok, sementara 
itu strategi “inovasi dalam negeri” 
Hu Jintao pada tahun 2006 berfungsi 
sebagai pelopor langsung bagi 
MIC 2025. Mirip dengan MIC 
2025, strategi Hu menetapkan 
target untuk menghentikan 
ketergantungan Tiongkok pada 
teknologi asing, menetapkan tujuan 
untuk mengurangi ketergantungan 
negara itu dari 60% pada tahun 2006 
menjadi 30% dan menjadi pemimpin 
teknologi global paling lambat 
pada tahun 2050. Prakarsa lainnya 
yang didukung pemerintah, seperti 
program pengembangan teknologi 
tinggi “863” pada tahun 1986, 
muncul untuk mendanai penelitian 
guna mengurangi ketergantungan 
Tiongkok pada teknologi asing dan 
mengarah pada penciptaan Shenzhou, 
pesawat ruang angkasa berawak 
Tiongkok yang dikembangkan di 
dalam negeri, dan Tianhe-2, salah 
satu superkomputer tercepat di dunia.

Strategi Hu meluncurkan 
era nasionalisme teknologi baru, 
demikian menurut pakar urusan 
Tiongkok James McGregor. Inovasi 
dalam negeri menjadi cetak biru 

bagi pendekatan menyeluruh di 
berbagai kalangan pemerintah 
dengan elemen persaingan tidak 
adil yang melekat dengan sangat 
kuat: transfer teknologi asing paksa, 
perlakuan diskriminatif terhadap 
investasi asing di pasar Tiongkok, 
pencurian kekayaan intelektual, 
spionase siber, subsidi berlebihan 
terhadap perusahaan domestik, 
dan kebijakan substitusi impor, 
semua kelemahan yang bersedia 
diterima perusahaan Barat sebagai 
“biaya berbisnis di Tiongkok” untuk 
mendapatkan akses pasar. Kebijakan-
kebijakan ini secara agregat telah 
membantu meningkatkan kontrol 
perusahaan-perusahaan Tiongkok 
terhadap teknologi asing utama 
dan memperluas pangsa pasar 
domestik dan global mereka dengan 
mengorbankan pesaing asing.

PKT mempercepat dan 
memperluas gagasan inovasi dalam 
negeri setelah Presiden Xi mulai 
menjabat pada tahun 2012 dan 
menyatakan bahwa Tiongkok akan 
menjadi “masyarakat yang cukup 
makmur” dengan menggandakan 
PDB per kapita tahun 2010-nya pada 
tahun 2021, dan pada tahun 2049 
akan menjadi negara yang “maju, 
kaya, dan kuat dengan sepenuhnya.”

Akan tetapi, para analis mencatat 
bahwa kebijakan industri ini secara 
agregat melanggar komitmen RRT 
terhadap Organisasi Perdagangan 
Dunia dan dapat menempatkan secara 
tidak adil perusahaan Tiongkok di 
posisi terdepan untuk menetapkan 
standar, mengembangkan protokol, 
dan membangun ekosistem strategis 
teknologi generasi mendatang, 
termasuk kecerdasan buatan, 



32 IPD FORUMFORUM

pembelajaran mendalam, dan 
manufaktur pintar. Meningkatnya 
keunggulan Tiongkok di sektor-
sektor ini mempercepat penutupan 
peluang yang sudah sempit 
bagi perusahaan multinasional 
untuk bersaing secara adil dalam 
bidang-bidang ini di Tiongkok. 
Sederhananya, Tiongkok memperluas 
pangsa pasar domestik dan globalnya 
dengan mengorbankan pesaing asing, 
tetapi tidak melalui persaingan yang 
bebas dan adil di pasar terbuka. 

Dana Panduan PKT  
Mendistorsi Pasar Global
Pemerintah Tiongkok 
mengalokasikan sumber daya 
keuangan yang sangat besar untuk 
mengimplementasikan MIC 2025 
dan membangun “juara nasional” 
domestik. Perekonomian domestik 
yang melambat dan berkurangnya 
pemberian penekanan pada MIC 
2025 oleh penyambung lidah resmi 
PKT tidak menunda alokasi uang 
dan personel bagi tujuan MIC 
2025. Strategi itu berjalan dengan 
kecepatan penuh, meskipun ada 
keterbatasan terhadap pendekatan ini, 
termasuk potensi alokasi modal yang 
tidak efisien untuk badan usaha milik 
negara dan duplikasi upaya.

Berbagai analis memperkirakan 
bahwa MIC 2025 didukung oleh 
800 hingga 1.600 dana panduan 
pemerintah pusat dan daerah, dengan 
nilai perkiraan modal gabungan 
senilai 8,07 kuadriliun rupiah 
(584,8 miliar dolar A.S.) pada akhir 
tahun 2018, demikian menurut 
perusahaan konsultan Zero2IPO 
Research. Perusahaan itu menghitung 
bahwa rata-rata 7,57 dana panduan 
pemerintah baru dibuat setiap bulan, 
dengan masing-masing dana memiliki 
modal rata-rata 4,98 triliun rupiah 
(361 juta dolar A.S.). Besarnya jumlah 
uang yang dipandu oleh negara 
ini terdiri dari perpaduan dana 
langsung dan tidak langsung, subsidi, 
keringanan pajak, pinjaman berbunga 
rendah, dan kontrak pengadaan 
pemerintah Tiongkok. 

Akan tetapi Lance Noble, Analis 
Senior di Gavekal Dragonomics, 
memberikan peringatan: 

Keberhasilan kebijakan industri PKT 
kecil kemungkinannya ditentukan 
oleh tingkat pendanaan melainkan 
oleh “interaksi di antara struktur 
industri, kebijakan pemerintah, 
dan tindakan masing-masing 
perusahaan.” Dengan menggunakan 
metrik yang mengikuti hal di atas, 
dia memperkirakan bahwa dalam 
kebijakan MIC 2025 RRT, Tiongkok 
memiliki peluang keberhasilan 
yang lebih baik di sektor kendaraan 
listrik dan farmasi daripada dalam 
pengembangan pesawat terbang sipil. 

Muncul kekhawatiran bahwa, 
mengingat ukuran dana panduan 
pemerintah MIC 2025, kapasitas 
berlebih dan distorsi pasar global 
akan mengikuti, memiliki efek yang 
serupa dengan pendanaan industri 
yang didukung pemerintah Tiongkok 
mulai dari tenaga surya hingga baja. 
Tidak transparannya pendanaan 
pemerintah MIC 2025 menunjukkan 
akan ada alokasi modal yang tidak 
efisien dan kesalahan alokasi sumber 
daya. Sayangnya, ketika PKT terus 
kurang memberikan penekanan 
pada kebijakan MIC 2025, mampu 
mengikuti aliran uang dan melacak 
cara dana panduan pemerintah ini 
dapat mendistorsi pasar global dan 
industri masa depan terbukti sulit 
untuk dilakukan. 

Jika Anda Tidak Dapat 
Membangunnya, Beli
Selain menyubsidi perusahaan dalam 
negeri, dana panduan pemerintah 
terkait MIC 2025 difokuskan pada 
memperoleh teknologi asing yang 
dibutuhkan Tiongkok melalui akuisisi 
di luar negeri dan investasi asing 
dalam inkubator dan perusahaan 
rintisan teknologi tahap awal. Selama 
18 tahun terakhir ini, investasi 
asing langsung Tiongkok di sektor 
teknologi informasi dan komunikasi 
berjumlah sekitar 231,78 triliun 
rupiah (16,8 miliar dolar A.S.) per 
tahun, demikian menurut perusahaan 
konsultasi dan pemantau investasi 
Rhodium Group. Sebagian besar 
aliran kesepakatan ini terjadi dari 
tahun 2014 hingga 2016, sejalan 
dengan peluncuran MIC 2025 oleh 
pemerintah Tiongkok dan kebijakan 

industri teknologi terkait, sesuai 
perhitungan mereka. 

Beberapa dari kesepakatan 
ini dipimpin oleh sektor swasta 
Tiongkok dan dikategorikan sebagai 
investasi modal ventura untuk 
menghindari pengawasan pemerintah 
asing. Akan tetapi, investasi ini kecil 
kemungkinannya ditujukan untuk 
motif laba murni tetapi lebih untuk 
secara langsung atau tidak langsung 
membantu Tiongkok meningkatkan 
kemampuan sains dan teknologi 
dalam negerinya. Ketika Presiden Xi 
memperkenalkan kembali kontrol 
Partai Komunis terhadap semua 
kekuatan ekonomi domestik untuk 
mencapai tujuan nasional, perbedaan 
di antara sektor swasta Tiongkok 
dan perusahaan yang didukung 
pemerintah terus menjadi tidak 
jelas — sebuah pengamatan yang 
tidak banyak mengalami penolakan 
di antara banyak akademisi dan 
praktisi Tiongkok. Contoh-
contoh PKT yang memperketat 
cengkeramannya pada sektor 
swasta mencakup disahkannya 
Undang-Undang Intelijen Nasional 
Tahun 2017, peningkatan komite 
Partai Komunis di perusahaan 
swasta, dan penggunaan dana 
modal ventura pemerintah untuk 
berinvestasi di perusahaan swasta 
yang berspesialisasi dalam teknologi 
generasi mendatang, demikian 
menurut Ashley Feng, peneliti di 
Center for a New America Security.

Melanie Hart, seorang pakar 
kebijakan Tiongkok di Center 
for American Progress, mengutip 
strategi akuisisi teknologi asing 
Tiongkok sebagai contoh 
taktik zona abu-abu di dunia 
ekonomi. Contohnya, Tiongkok 
menggunakan langkah-langkah 
berjenjang untuk mendapatkan 
pengetahuan asing “sepotong demi 
sepotong” hingga pada akhirnya 
mentransfer seluruh rantai nilai itu 
ke Tiongkok. (Sejarawan Hal Brands 
mendefinisikan tantangan zona abu-
abu sebagai aktivitas yang bersifat 
koersif dan agresif, tetapi sengaja 
dirancang untuk tetap berada di 
bawah ambang batas konflik militer 
konvensional.) Tiongkok telah 
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Pembaruan Pembatasan Investasi untuk Melindungi Ekonomi

Sumber: The Financial Times, JD Supra, Medium.com, Nikkei Asian Review, Reuters, The Straits Times, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok

AUSTRALIA
• Februari 2018: Australia mengumumkan pembatasan yang lebih ketat 

terhadap pembeli asing atas lahan pertanian dan infrastruktur listrik di tengah 
kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh Republik Rakyat Tiongkok. 
Warga Australia akan diberikan prioritas daripada warga asing dalam 
penjualan lahan pertanian, dan pembeli asing akan menghadapi pembatasan 
kepemilikan saat membeli aset transmisi dan distribusi listrik.

JEPANG
• Mei 2019: Pemerintah Jepang menambahkan industri teknologi tinggi ke daftar 

bisnis yang kepemilikan asingnya terhadap perusahaan Jepang dibatasi. Aturan 
itu mulai berlaku pada 1 Agustus untuk membantu mengurangi risiko yang terkait 
dengan keamanan siber dan transfer teknologi yang melibatkan Tiongkok.

• Jepang sedang mempertimbangkan untuk membatasi ekspor teknologi mutakhir 
yang digunakan dalam aplikasi seperti kecerdasan buatan dan robot, mengikuti 
contoh yang dilakukan melalui langkah-langkah terbaru A.S. yang ditujukan 
pada Tiongkok. Meskipun hukum Jepang memiliki kerangka kerja untuk menjaga 
teknologi sensitif dari tangan asing, hukum itu berfokus terutama pada barang-
barang penggunaan ganda yang dapat digunakan dalam persenjataan nuklir, rudal, 
dan persenjataan kimia dan biologi. 

AMERIKA SERIKAT
• Agustus 2018: Undang-Undang Modernisasi Tinjauan Risiko Investasi Asing tahun 

2018 memperluas yurisdiksi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on 
Foreign Investment in the United States - CFIUS) untuk meninjau sejumlah transaksi 
yang lebih luas, mewajibkan CFIUS untuk memeriksa berbagai teknologi dan industri 
yang lebih luas, dan memperpanjang jadwal untuk proses tinjauan investasi.

• Undang-Undang Reformasi Pengendalian Ekspor tahun 2018 menetapkan 
proses untuk mengidentifikasi dan mengendalikan “teknologi yang muncul dan 
mendasar,” teknologi yang “penting” bagi keamanan nasional A.S. yang saat ini 
tidak tunduk pada pengendalian ekspor.

• Agustus 2017: Perwakilan perdagangan A.S. memulai penyelidikan terhadap 
apakah RRT melanggar perjanjian perdagangan internasional sehubungan dengan 
praktik kekayaan intelektualnya. 

mengadopsi taktik-taktik ini dalam 
sejumlah prioritas strategis, yang 
paling nyata dalam melakukan klaim 
kedaulatan di Laut Cina Selatan.

Misalnya, pengembangan industri 
berbagi tumpangan mobil merupakan 
contoh klasik dari pendekatan 
komando dan kontrol Tiongkok 
untuk mendominasi, dengan cara apa 
pun yang dimungkinkan. Perusahaan 
berbagi tumpangan terbesar di 
Tiongkok, Didi Chuxing, bertarung 
secara langsung dengan pesaingnya 
dari A.S. yaitu Uber, menggunakan 
semua keuntungan yang disponsori 
negara guna mendukungnya — 
termasuk subsidi yang disediakan 
negara dan liputan media yang 
menguntungkan — sementara itu 

Uber merupakan korban dari akses 
pasar yang ditumpulkan, perubahan 
peraturan menit terakhir, dan 
kampanye kotor yang dirancang 
dengan cermat. Uber pada akhirnya 
menjual bisnisnya di Tiongkok 
dengan imbalan sedikit saham di 
Didi Chuxing. Secara regional, 
Didi Chuxing terus berkembang 
melalui akuisisi, berinvestasi 
lebih dari 27,59 triliun rupiah (2 
miliar dolar A.S.) di perusahaan 
yang berbasis di Singapura, Grab, 
menggandakan apa yang ternyata 
menjadi keyakinan akurat bahwa 
Grab memiliki apa yang diperlukan 
untuk mengalahkan Uber di Asia 
Tenggara. Setelah mengusir Uber 
dari Asia Tenggara melalui Grab, Didi 

Chuxing mengincar Australia sebagai 
tempat berikutnya untuk melakukan 
penaklukan regional. Bukan 
kebetulan bahwa Didi yang didukung 
oleh PKT menginvestasikan 
sejumlah besar modal finansial 
untuk mengembangkan teknologi 
berkendara otomatis dan kemampuan 
kecerdasan buatan. 

Besarnya upaya Tiongkok dalam 
memanfaatkan pusat-pusat inovasi 
dan ekonomi pasar terbuka untuk 
memperoleh teknologi asing telah 
mendorong negara-negara ekonomi 
maju untuk mengevaluasi kembali 
cara melindungi keamanan dan 
inovasi ekonomi. Di Indo-Pasifik, 
Australia, Jepang, dan A.S. baru-baru 
ini merevisi peraturan investasi asing, 
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termasuk di sektor teknologi yang 
sedang berkembang. 

Daya Saing dan Inovasi 
Dipertaruhkan
MIC 2025 atau nama apa pun 
diberikan pada model “merkantilisme 
inovasi” RRT secara mendasar 
menantang kesejahteraan ekonomi 
negara-negara yang memiliki 
keunggulan kompetitif inti dalam 
industri berbasis inovasi dengan 
upah lebih tinggi, demikian ungkap 
Robert Atkinson dari Information 
Technology and Innovation 
Foundation. Dia mengatakan bahwa 
berbeda dengan industri manufaktur 
bernilai rendah, hilangnya daya 
saing secara permanen di sektor 
teknologi dan basis inovasi negara 
sulit untuk diciptakan kembali karena 
kompleksitas ekosistem yang sudah 
lama ada dan hambatan masuk 
yang tinggi. Selain itu, kehilangan 
kepemimpinan dalam industri 
teknologi mutakhir akan menciptakan 
“spiral kematian.”

Pertama, perusahaan berbasis 
pasar kehilangan pangsa pasar 
dan keuntungan dari pesaing yang 
didukung oleh merkantilis. Yang 
dipertaruhkan adalah hilangnya 
lapangan kerja level inovatif dengan 
upah tinggi di industri manufaktur 
dan teknologi mutakhir, terutama 
di tempat-tempat seperti Jepang, 
Korea, Taiwan, dan Amerika Serikat. 
Perusahaan-perusahaan berbasis pasar 
juga tidak mampu menginvestasikan 
kembali pendapatan mereka untuk 
mengembangkan produk-produk 
inovatif generasi mendatang, yang 
selanjutnya merusak ekosistem 
inovasi masing-masing negara 
mereka, demikian menurut Atkinson. 
Sebagai akibatnya, rantai pasokan 
sering kali ditata ulang, yang 

mengarah pada konsekuensi 
negatif bagi keamanan ekonomi 

suatu negara dan kemampuan 
untuk mempertahankan basis 
industri pertahanannya.

Contohnya, transfer 
teknologi paksa Tiongkok 

atas kekayaan intelektual 
kereta api berkecepatan 

tinggi Jepang mengakibatkan 

mitra perusahaan patungan 
Tiongkok dari perusahaan Jepang 
itu menjadi pesaingnya dalam 
teknologi kereta api berkecepatan 
tinggi dengan biaya rendah, 
demikian menurut Brad Setser 
dari Council on Foreign Relations 
(CFR). Sebagai imbalan untuk 
akses ke pasar Tiongkok, Jepang 
mentransfer kekayaan intelektual 
kereta api berkecepatan tingginya 
yang sangat berharga ke Tiongkok. 
Begitu Tiongkok memperoleh dan 
menguasai teknologi itu, Tiongkok 
mengembangkan kemampuan kereta 
api berkecepatan tingginya sendiri 
di bawah perlindungan cermat 
dari kebijakan dan peraturan PKT, 
hanya untuk berbalik dan bersaing 
secara global dengan perusahaan-
perusahaan kereta api berkecepatan 
tinggi Jepang dan melemahkan daya 
saing dan basis inovasi mereka.

Terobosan ke Industri 
Semikonduktor Regional
Beralih ke sektor yang berbeda, 
pengaturan ekonomi negara MIC 
2025 yang sedang berlangsung di 
Tiongkok berisiko menggerogoti 
daya saing dan inovasi industri 
semikonduktor di kawasan itu. 
Indo-Pasifik merupakan lokasi 
bagi sembilan dari 10 perusahaan 
semikonduktor utama di dunia. Jika 
mengembangkan industri kereta api 
kecepatan tinggi domestik merupakan 
keharusan Tiongkok pada tahun 
2000-an, Tiongkok melanjutkan 
tugasnya untuk menciptakan 
juara nasional dalam industri 
semikonduktor untuk menggantikan 
pemasok asing. 

Meskipun keberhasilannya 
terbatas hingga saat ini, Tiongkok 
memandang pengembangan industri 
semikonduktor dalam negeri 
sebagai hal yang sangat penting 
bagi pertumbuhan ekonomi karena 
chip semikonduktor merupakan 
tulang punggung dari terobosan 
teknologi masa depan, termasuk 
dalam kecerdasan buatan, sistem 
otonom, dan komputasi kuantum, 
demikian menurut Asosiasi 
Industri Semikonduktor. Investasi 
semikonduktor yang direncanakan 

pemerintah Tiongkok selama 
lima tahun ke depan senilai 1,63 
kuadriliun rupiah (118 miliar dolar 
A.S.) mengerdilkan penelitian dan 
pengembangan yang direncanakan 
oleh para pesaing asing, demikian 
menurut James Andrew Lewis 
dari Center for Strategic and 
International Studies. 

Selain dana pemerintah berskala 
besar untuk membangun industri 
semikonduktor dalam negeri, 
Tiongkok dituduh melakukan 
pencurian kekayaan intelektual yang 
disponsori negara di perusahaan asing 
di berbagai tempat dari Lembah 
Silikon hingga Taiwan. Negara-
negara Indo-Pasifik mengambil 
langkah-langkah untuk mengatasi 
ancaman ini. Misalnya, badan 
legislatif Korea Selatan mencari cara 
untuk mengatasi pencurian rahasia 
dagang dalam industri semikonduktor 
melalui hukuman yang lebih keras. 
Sementara itu pemerintah Jepang 
sedang mempertimbangkan merevisi 
Undang-Undang Valuta Asing 
dan Perdagangan Asingnya untuk 
memperluas daftar pembatasan 
investasi asing dengan memasukkan 
sektor-sektor seperti semikonduktor, 
sementara itu juga menilai penciptaan 
kerangka kerja pengendalian ekspor 
untuk teknologi mutakhir, mirip 
dengan revisi sistem pengendalian 
ekspor A.S.

Teknologi Penggunaan Ganda, 
Fusi Sipil Militer
MIC 2025 juga tetap menjadi 
komponen vital dari modernisasi 
pertahanan Ketua PKT Xi Jinping 
dan strategi fusi sipil militer yang 
dirancang untuk mereformasi PLA 
menjadi militer berkelas dunia 
paling lambat pada tahun 2049. 
Pertama, sifat penggunaan ganda dari 
teknologi MIC 2025 akan membantu 
PLA untuk mencapai keunggulan 
medan perang. Contohnya, Tiongkok 
sudah memasukkan kecerdasan 
buatan ke dalam program robotika 
militer, kemampuan otonom, dan 
pengambilan keputusan komando 
militer, demikian menurut 
Gregory Allen dari Center for 
New American Security (CNAS). 
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Chipset yang dirancang oleh anak perusahaan Huawei ditampilkan di kantor pusat 
Huawei di Shenzhen, Tiongkok, pada Mei 2019. Orang dalam industri merasa skeptis 
bahwa perusahaan Tiongkok akan mampu mandiri dalam pembuatan chip paling 
lambat pada tahun 2025, seperti yang diinginkan Partai Komunis Tiongkok (PKT). 
PKT berencana untuk menginvestasikan lebih dari 1,63 kuadriliun rupiah (118 miliar 
dolar A.S.) dalam industri semikonduktor selama lima tahun ke depan.  REUTERS

Arati Shroff, seorang pejabat layanan luar negeri Departemen 
Luar Negeri A.S., adalah seorang fellow Una Chapman Cox 
dan adjunct fellow East-West Center di Honolulu, Hawaii. 
Pandangannya merupakan pandangannya sendiri dan tidak 
mewakili pandangan Departemen Luar Negeri A.S.

PLA mengantisipasi kecerdasan 
buatan akan mendorong revolusi 
urusan militer di masa mendatang 
ketika sistem militer dan doktrin 
pertempuran bertransisi dari 
“informatized (berbasis informasi)” 
menjadi “intelligentized (berbasis 
kecerdasan),” demikian ungkap 
Elsa Kania dari CNAS. Kemajuan 
teknologi Tiongkok di sektor 
MIC 2025 lainnya akan memiliki 
implikasi militer jangka panjang bagi 
kawasan ini dan sifat perang generasi 
berikutnya, termasuk komunikasi 
kuantum, radar, dan kriptografi; 
kendaraan otonom dan sistem 
otomatis; dan robotika, demikian 
menurut peneliti Meia Nouwens dan 
Helena Legarda dari International 
Institute for Strategic Studies.

Kedua, melalui MIC 2025 dan 
kebijakan industri terkait lainnya, 
perusahaan sektor swasta Tiongkok 
semakin memainkan peran yang 
lebih besar dalam memajukan sasaran 
keamanan militer dan nasional 
Tiongkok. Contohnya, teknologi 
pengenalan wajah dan kecerdasan 
buatan sektor swasta Tiongkok 
merupakan inti dari persekusi yang 
dilakukan PKT terhadap jutaan 
kelompok minoritas etnis Uighur di 
Xinjiang, demikian menurut Kania. 
Perusahaan kecerdasan buatan juara 
nasional Tiongkok yang sama ini juga 
mengekspor alat bantu pengawasan 
mereka di seluruh dunia guna 
mendukung upaya pemerintah otoriter 
untuk memantau warga mereka. 

Peluang bagi Kawasan
Di tengah upaya PKT untuk 
menghapus MIC 2025 dari 
kesadaran internasional, komunitas 
internasional harus terus 
meningkatkan kesadaran tentang 
praktik ekonomi tidak adil dan 
predator RRT melalui seruan 
untuk transparansi dan pembagian 
informasi. Peningkatan pembagian 
informasi di kawasan Indo-Pasifik 
di antara sektor publik dan swasta 
serta akademisi sangat penting untuk 
mengatasi ancaman yang ditimbulkan 
oleh model kapitalisme negara dan 
agresi ekonomi PKT. Sekutu dan 
mitra A.S. sudah melakukan upaya 

diplomatik di kawasan itu. Akan 
tetapi, lebih banyak penjangkauan 
perlu dilakukan dengan sektor swasta 
dan universitas karena di situlah 
sebagian besar transfer teknologi 
terjadi — baik secara legal, paksa, 
diam-diam, atau ilegal. 

Pembagian informasi dengan 
sektor teknologi swasta dan 
dengan laboratorium Penelitian & 
Pengembangan di lembaga-lembaga 
akademik akan memperkuat perlunya 
langkah-langkah defensif yang kuat, 
termasuk transparansi kepemilikan, 
sementara itu juga meningkatkan 
kesadaran tentang konsekuensi tidak 
diinginkan jangka panjang yang dapat 
dimiliki oleh investasi atau usaha 
patungan mereka. Secara bersamaan, 
sektor swasta dan laboratorium 
penelitian masih memiliki kekuatan 
untuk memengaruhi perilaku 
PKT, meskipun pengaruhnya akan 
berkurang ketika perusahaan-
perusahaan Tiongkok mendapatkan 
lebih banyak pangsa pasar 
internasional dan semakin banyak 
universitas Tiongkok menjadi 
universitas berkelas dunia. Tekanan 
publik terpadu dengan ancaman 
konsekuensi nyata telah memberikan 
hasil nyata dalam menghadapi 
Tiongkok di masa lalu. Contohnya, 
tekanan terpadu perusahaan asing — 
melalui kombinasi dengan dukungan 
pemerintah A.S. — berhasil mencapai 
kemenangan dalam penarikan 
pengenalan standar domestik lokal 

untuk jaringan nirkabel Tiongkok 
pada tahun 2003, demikian menurut 
Adam Segal dari CFR.

Sama pentingnya adalah 
pembagian informasi di antara sektor 
publik dan swasta serta akademisi 
tentang cara memperkuat ekosistem 
inovasi secara lebih lanjut dan 
meningkatkan kolaborasi di antara 
A.S. dan sekutunya di seluruh Indo-
Pasifik, dalam rangka mempersiapkan 
kawasan itu untuk mencapai 
keberhasilan ekonomi berkelanjutan 
dan kesejahteraan bersama selama 
beberapa dekade mendatang. Seruan 
kemitraan dan pendanaan Penelitian 
& Pengembangan global di antara 
berbagai negara dengan nilai-nilai 
bersama yang serupa akan menjadi 
awal yang baik. Ini dapat meletakkan 
kerangka kerja guna menciptakan 
infrastruktur global untuk teknologi 
generasi mendatang, (mirip dengan 
bagaimana konsorsium 5G sedang 
dikembangkan), untuk bersaing 
secara efektif melawan strategi MIC 
2025 diskriminatif Tiongkok. Pada 
akhirnya, kolaborasi Penelitian 
& Pengembangan berdasarkan 
aturan hukum dan timbal balik 
memungkinkan semua mitra 
untuk menuai manfaat dari inovasi 
teknologi.  o
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Amerika Serikat memperingatkan 
agar tidak menggunakan raksasa 

telekomunikasi Tiongkok, 
Huawei, sebagai vendor

STAF FORUM

Jaringan Kecepatan Tinggi, 

Risiko Tinggi

ILUSTRASI FORUM
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Pekerja Huawei 
berpartisipasi 
dalam Mobile 
Expo di 
Bangkok pada 
Mei 2019.
REUTERS

Seorang 
pekerja Huawei 
mengoperasikan 
lini produksi 
untuk ponsel 
cerdas P30. 
Huawei 
merupakan 
pembuat 
ponsel cerdas 
terbesar kedua 
di dunia setelah 
Samsung 
Electronics.
REUTERS

T erlepas dari statusnya sebagai 
penjual peralatan komunikasi 
terbesar di dunia dan pembuat 
ponsel cerdas terbesar kedua di 

dunia, Huawei Technologies Co. Tiongkok 
menghadapi penutupan pasar karena 
kekhawatiran bahwa perusahaan itu bisa 
menjadi instrumen spionase.

Ketika berbagai negara terjun ke dalam 
gelombang teknologi seluler berikutnya dengan 
membangun jaringan nirkabel 5G, Huawei 
sekarang dilarang menyediakan peralatan itu di 
Australia dan Amerika Serikat. Negara-negara 
lain juga mengamati dengan cermat ketika para 
pemimpin, termasuk sekretaris jenderal NATO, 
memperingatkan bahaya yang ditimbulkan 
oleh hubungan dekat Huawei dengan Partai 
Komunis Tiongkok (PKT).

Wakil Presiden A.S. Mike Pence mendesak 
semua sekutu A.S. untuk berpaling dari raksasa 
telekomunikasi itu, dengan mengatakan bahwa 
perusahaan itu menyajikan ancaman keamanan 
yang parah. 

“Hukum Tiongkok mewajibkan mereka 
untuk memberi aparat keamanan Beijing akses 
yang luas ke data apa pun yang menyentuh 
jaringan atau peralatan mereka,” ungkap Pence 
dalam pidato pada Februari 2019 di Konferensi 
Keamanan Munich tahunan, demikian menurut 
jurnal bisnis Nikkei Asian Review. “Kita harus 
melindungi infrastruktur telekomunikasi kritis 
kita, dan Amerika Serikat meminta semua mitra 
keamanan kami untuk waspada dan menolak 
perusahaan apa pun yang akan membahayakan 
integritas teknologi komunikasi atau sistem 
keamanan nasional kita.”

Komite Khusus Permanen DPR A.S. 

di bidang Intelijen menyimpulkan pada 
tahun 2012 bahwa peralatan yang dibuat 
oleh Huawei dan ZTE Corp, pesaing 
telekomunikasi di Tiongkok, dapat 
merongrong kepentingan keamanan A.S. Hal 
yang menambah kekhawatiran adalah besarnya 
skala bisnis Huawei. Perusahaan itu melampaui 
LM Ericsson Swedia pada tahun 2017 untuk 
menjadi penjual perangkat jaringan nirkabel 
global nomor 1. Merek ponsel cerdasnya 
melampaui Apple pada pertengahan tahun 
2018 sebagai penjual ponsel cerdas nomor dua 
di dunia di belakang Samsung Electronics, 
demikian menurut laporan The Associated 
Press (AP). Proyek 5G yang ingin dibangun 
Huawei akan sangat memperluas jangkauan 
jaringan untuk mendukung berbagai hal 
seperti mobil yang dapat berkendara secara 
mandiri, peralatan pabrik, dan perangkat medis 
yang terhubung dengan internet.

Meskipun Huawei bersikeras bahwa 
pihaknya tidak terlibat dalam kegiatan 
mata-mata, para politisi, akademisi, dan 
pejabat intelijen menyampaikan sejumlah 
alasan mengapa lebih banyak kewaspadaan 
dibutuhkan sebelum Huawei dan perusahaan 
Tiongkok lainnya dapat diizinkan untuk 
berpartisipasi dalam pengembangan sistem 
informasi kritis.

HUKUM TIONGKOK 
MEWAJIBKAN KERJA SAMA
Dalam pidatonya di Munich, Pence mengutip 
undang-undang yang diberlakukan oleh 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang 
membebani perusahaan untuk membantu 
pemerintah mengumpulkan informasi. 
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Meng Wanzhou, Chief 
Financial Officer Huawei, 
memakai perangkat 
pemantauan elektronik 
di pergelangan kakinya 
saat dia dikawal dari 
rumahnya di Vancouver, 
Kanada. Wanzhou 
menghadapi ekstradisi 
ke A.S. atas tuduhan 
bahwa perusahaan itu 
menghindari sanksi A.S. 
terhadap Iran secara 
ilegal.  AFP/GETTY IMAGES

Undang-Undang Keamanan Nasional RRT yang 
diberlakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa 
warga negara dan bisnis memiliki “tanggung 
jawab dan kewajiban untuk menjaga keamanan 
nasional.” Mungkin yang lebih penting adalah 
Undang-Undang Intelijen Nasional tahun 2017 
yang mewajibkan perusahaan Tiongkok untuk 
“mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan” 

badan pengumpulan intelijen 
pemerintah.

Dalam sebuah analisis 
untuk Lawfare Institute, 
sebuah organisasi yang berbasis 
di Washington, DC yang 
didedikasikan untuk mengungkap 
penyalahgunaan hukum dan 
melindungi hak asasi manusia, Dr. 
Murray Scot Tanner berpendapat 
bahwa undang-undang tahun 
2017 itu merupakan “tonggak 
bersejarah yang unik dalam 
kampanye 4 tahun Beijing untuk 

memperkuat undang-undang keamanannya.” 
Tanner, yang telah menerbitkan buku-buku tentang 
hukum Tiongkok dan aparat keamanan internal 

negara itu, sebelumnya bekerja sebagai analis 
untuk pemerintah A.S. Dia menulis bahwa undang-
undang intelijen tahun 2017 itu dimaksudkan untuk 
digunakan sebagai senjata ofensif alih-alih tindakan 
keamanan protektif.

“Hal yang menjadi kekhawatiran khusus adalah 
tanda-tanda bahwa para perancang undang-undang 
intelijen berusaha mengubah keseimbangan 
kewajiban hukum ini dari ‘pertahanan’ menjadi 
‘serangan’ intelijen — yaitu, dengan menciptakan 
tanggung jawab hukum yang tegas bagi warga 
Tiongkok dan, dalam beberapa kasus, warga negara, 
perusahaan, atau organisasi asing yang beroperasi 
di Tiongkok untuk menyediakan akses, kerja sama, 
atau dukungan untuk kegiatan pengumpulan 
intelijen Beijing,” tulisnya.

Hukum RRT mengizinkan pihak berwenang 
untuk menahan atau menghukum secara pidana 
orang-orang yang menghalangi pengumpulan 
intelijen, tetapi hukum itu tidak membedakan 
antara upaya menghalangi dengan sekadar lalai 
untuk bekerja sama. Tom Uren, pakar kebijakan 
siber internasional dari Australian Strategic Policy 
Institute, mengatakan ada risiko tinggi bahwa 
perusahaan Tiongkok bekerja sama dengan upaya 
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pengumpulan intelijen. “Ada risiko Huawei digunakan 
untuk mengaktifkan spionase atau sabotase,” ungkapnya 
kepada surat kabar Daily Mail Australia. “Partai Komunis 
Tiongkok memiliki kendali besar atas perusahaan. 
Mereka memprioritaskan keamanan mereka sendiri 
daripada hal lain.”

POLA PENGUNGKAPAN
Meskipun Huawei menegaskan bahwa tidak ada bukti 
yang ada untuk membuktikan pihaknya memata-matai 
perusahaan atau pemerintah asing, banyak sekali contoh 
yang menyatakan sebaliknya. Perusahaan teknologi yang 
berbasis di A.S., Cisco, misalnya, dalam gugatan pada 
tahun 2003 menuduh Huawei melakukan pencurian kode 
sumbernya, perintah yang digunakan untuk menjalankan 
perangkat lunak. Kedua belah pihak pada akhirnya 
menyelesaikan gugatan itu.

Pada tahun 2017, juri di A.S. menyatakan Huawei 
bersalah melakukan pencurian kekayaan intelektual 
dari perusahaan telekomunikasi T-Mobile. Dalam 
dakwaan pada tahun 2019, Departemen Kehakiman A.S. 
mengatakan Huawei berulang kali mencoba mencuri 
informasi desain untuk robot T-Mobile.

Berbagai tuduhan, selain pencurian rahasia dagang, 
dialamatkan pada perusahaan itu. Pada Januari 2019, 
A.S. mengungkapkan surat dakwaan terhadap Chief 
Financial Officer Huawei Meng Wanzhou, putri pendiri 
perusahaan Ren Zhengfei. Surat dakwaan itu menuduh 
bahwa Huawei menipu bank-bank A.S. untuk melakukan 
bisnis dengan Iran yang melanggar sanksi A.S. Pihak 
berwenang Kanada menahan Meng pada Desember 
2018, dan A.S. berupaya mengekstradisinya. Surat 
dakwaan itu mengatakan bahwa Meng pada tahun 2013 
berulang kali berbohong kepada seorang eksekutif bank 
tentang hubungan perusahaannya dengan perusahaan 
yang berbasis di Iran bernama Skycom.

SWASTA ATAU MILIK NEGARA?
Meskipun adanya kekhawatiran yang dikemukakan oleh 
Australia, A.S., dan negara-negara lain bahwa Huawei 
mungkin dikuasai oleh PKT, eksekutif perusahaan tetap 
bersikukuh bahwa mereka tidak akan menyerahkan 
informasi kepada pemerintah mereka. 

“Tidak ada kewajiban pada pihak Huawei untuk bekerja 
sama dengan pemerintah dengan cara yang ditunjukkan 
oleh pihak Amerika,” ungkap Tim Watkins, wakil presiden 
Huawei untuk Eropa Barat, kepada radio BBC. 

Para cendekiawan yang telah mempelajari klaim 
kepemilikan Huawei meragukan pernyataan itu. 

“Huawei menyebut dirinya milik karyawan, tetapi 
klaim ini dipertanyakan, dan struktur perusahaan yang 
dijelaskan di situs webnya menyesatkan,” tulis Christopher 
Balding dan David Weaver, penulis laporan pada April 
2017 berjudul, “Who Owns Huawei? (Siapa yang Memiliki 
Huawei?)” Balding, seorang guru besar madya di bidang 
ekonomi di Fulbright University Vietnam, dan Weaver, 
seorang guru besar penelitian di George Washington 
University Law School, mengatakan bahwa sebuah 
perusahaan induk memiliki 100% Huawei, dan pendiri Ren 
memiliki 1% dari perusahaan induk itu. Sementara itu 99% 
lainnya dimiliki oleh entitas yang disebut “komite serikat 
pekerja” bagi perusahaan induk itu.

Di RRT, anggota serikat pekerja tidak memiliki hak 
atas aset yang dimiliki oleh serikat pekerja. Apa yang 
disebut Huawei sebagai “saham karyawan” di perusahaan 
adalah “pada kenyataannya tidak lebih dari sekadar 
kepentingan kontraktual dalam skema bagi hasil,” tulis 
kedua penulis itu. 

“Mengingat sifat umum serikat pekerja di Tiongkok, 
jika kepemilikan saham komite serikat pekerja memang 
benar adanya, dan jika serikat pekerja dan komitenya 
berfungsi sebagai serikat pekerja yang berfungsi secara 
umum di Tiongkok, maka Huawei dapat dianggap secara 
efektif milik negara,” ungkap laporan itu.

Riwayat dan ikatan militer Ren dengan PKT juga 
telah menimbulkan kecurigaan. India, misalnya, meskipun 
tidak mengeluarkan larangan terhadap Huawei, sedang 
mempertimbangkan rencana untuk menjauhkan 
perusahaan itu dari pembangunan 5G-nya di daerah 
perbatasan sensitif tempat India memiliki sengketa wilayah. 
Laporan media mengutip hubungan miliarder Ren 
dengan PKT sebagai satu alasan. Setelah tumbuh dewasa 
dalam kondisi miskin di provinsi barat daya Guizhou, 
Ren pada akhirnya belajar di Chongqing Institute of Civil 
Engineering and Architecture dan kemudian bergabung 
dengan militer pada tahun 1970-an, demikian menurut 
laporan di surat kabar The Guardian. Dia bergabung 
dengan PKT pada tahun 1978 dan diundang untuk 
menghadiri kongres nasional ke-12 pada tahun 1982.

ANCAMAN LEBIH BESAR
Perdebatan yang bergolak tentang apakah Huawei 
diizinkan untuk membangun jaringan 5G sering kali 
berpusat pada dua risiko potensial: Sebuah perusahaan 

Pendiri dan Presiden Huawei Ren Zhengfei, kanan, 
menunjukkan kantor perusahaan itu di London kepada 
Presiden Tiongkok Xi Jinping. AFP/GETTY IMAGES
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Karyawan 
Huawei 
menunggu bus 
antar-jemput 
di taman 
pengujian 5G 
perusahaan itu 
di Shenzhen, 
provinsi 
Guangdong, 
Tiongkok.  
REUTERS

yang terkait erat dengan pemerintah RRT akan 
memiliki jendela ke dalam sistem telekomunikasi 
nasional penting, sehingga secara teoritis dapat 
memberikan Beijing “sakelar mematikan” untuk 
mematikan jaringan seluler vital selama krisis 
atau konfrontasi, demikian menurut berbagai 
laporan media.

Kekhawatiran lain adalah potensi akses 
perusahaan itu ke informasi hak milik atau 
rahasia pemerintah. Pada Maret 2019, Microsoft 
mengungkapkan bahwa Huawei melengkapi 
beberapa laptopnya dengan apa yang disebut 
cacat pintu belakang (backdoor flaw) yang dapat 
memungkinkan akses tidak sah ke informasi di 
komputer. Microsoft mengatakan bahwa pihaknya 
memberi tahu Huawei tentang cacat itu, dan 
Huawei merilis tambalan pada 9 Januari 2019. 
Insinyur Microsoft melacak kode yang dicurigai 
itu ke perangkat lunak manajemen perangkat 
yang disebut PC Manager, yang sudah diinstal 
sebelumnya pada laptop Matebooks buatan 
Huawei. Perangkat lunak itu pada awalnya 
menyertakan driver yang akan memungkinkan 

pengguna yang tidak memiliki hak istimewa untuk 
meningkatkan tingkat akses mereka. 

Profesor Alan Woodward, seorang pakar 
keamanan komputer di Surrey University di 
Inggris, mengatakan kepada BBC News bahwa 
pintu belakang (backdoor) pada laptop itu 
diperkenalkan pada tahap manufaktur, tetapi 
tidak ada yang tahu bagaimana pintu belakang 
itu bisa masuk ke sana. Dia mengatakan dia tidak 
melihat bukti apa pun bahwa pintu belakang itu 
diperkenalkan secara sengaja oleh pemerintah 
atau perusahaan, tetapi masih muncul pertanyaan: 
“Bagaimana proses rekayasa perangkat lunak 
memungkinkan hal ini?” tanyanya. “Ini tidak 
akan membantu kasus mereka [Huawei] atau 
mengurangi kekhawatiran masyarakat.”

Akan tetapi Huawei hanyalah sebagian kecil 
dari keseluruhan ancaman ketika menyangkut 
masalah keamanan informasi tentang RRT. 
Dalam sebuah laporan pada Juni 2018 berjudul 
“How China’s Economic Aggression Threatens 
the Technologies and Intellectual Property of 
the United States and the World (Bagaimana 
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Seorang 
insinyur 
bekerja 
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pengujian 
5G Huawei 
di Pusat 
Manufaktur 
Danau 
Songshan 
di provinsi 
Guangdong, 
Tiongkok.  
REUTERS

Agresi Ekonomi Tiongkok Mengancam Teknologi 
dan Kekayaan Intelektual Amerika Serikat dan 
Dunia),” Kantor Kebijakan Perdagangan dan 
Manufaktur Gedung Putih mengatakan bahwa 
RRT ingin memperoleh industri teknologi tinggi 
yang sedang berkembang yang akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di masa depan. Untuk 
melakukan upaya ini, pemerintah terlibat dalam 
pencurian protokol internet yang disponsori 
negara, spionase siber, penghindaran undang-
undang pengendalian ekspor, pemalsuan dan 
pembajakan, demikian ujar laporan itu. 

Meskipun spionase siber merupakan taktik 
yang paling umum digunakan oleh RRT, 
kemajuan teknologi terkadang dicuri secara fisik. 
Pada September 2016, seorang hakim federal 
A.S. menjatuhkan hukuman hampir dua tahun 
penjara kepada seorang perempuan Tiongkok atas 
pengiriman suku cadang kendaraan selam secara 
ilegal ke sebuah universitas Tiongkok, termasuk 
beberapa yang dia masukkan dalam kopernya, 
demikian yang dilaporkan surat kabar Orlando 
Sentinel. Jaksa menuduh Amin Yu, yang berusia 
55 tahun pada saat dijatuhi hukuman dan mantan 
karyawan di University of Central Florida, lalai 
mengungkapkan bahwa dia bekerja atas nama 
pemerintah RRT dan berbohong tentang apa 
yang dia kirim ke Tiongkok. Dia mengaku 
bersalah atas tindakan mengekspor barang ke 
negara asing tanpa mendaftarkan diri sebagai 
agen asing dan berkonspirasi untuk melakukan 
pencucian uang internasional. Hakim Distrik A.S. 
Roy B. Dalton Jr. menjatuhkan hukuman 21 bulan 
penjara kepadanya.

Target militer sering kali menjadi bidikan 
para peretas Tiongkok. Pada Juli 2018, seorang 
hakim federal A.S. menjatuhkan hukuman kepada 
pengusaha Tiongkok Su Bin hampir empat tahun 
penjara setelah dia mengaku bersalah melakukan 
konspirasi untuk meretas jaringan Boeing Co. dan 
kontraktor militer A.S. lainnya. Dia melakukan 
perjalanan ke A.S. setidaknya 10 kali dari tahun 2008 
hingga 2014 untuk mencuri data dengan dua rekan 
persekongkolan yang tidak disebutkan identitasnya 
yang berbasis di Tiongkok. Ketiganya dituduh 
mencuri desain pesawat angkut militer C-17 serta 
pesawat jet tempur siluman F-22 dan F-35.

Bahkan saat perhatian dunia terarahkan pada 
Huawei ketika perusahaan itu memperluas bisnisnya, 
Huawei berjuang dalam pertempuran hubungan 
masyarakat lainnya ketika salah satu karyawannya 
dituduh melakukan spionase di Polandia.

Pada Januari 2019, otoritas Polandia 
menangkap dua orang, termasuk seorang warga 
Tiongkok yang menjadi karyawan Huawei, dan 
menuduh mereka melakukan mata-mata untuk 
Beijing, demikian menurut laporan di surat kabar 

The New York Times. Televisi Polandia mengatakan 
bahwa karyawan Huawei itu mendapatkan gelar 
sarjana di bidang studi Polandia dari Beijing 
Foreign Studies University dan pernah bekerja di 
Konsulat Tiongkok di Gdansk, Polandia. 

Huawei merespons dengan segera 
memecatnya. Perusahaan itu mengatakan bahwa 
pihaknya “menetapkan untuk memutuskan 
hubungan kerja dengan Bapak Wang Weijing, 
yang ditangkap karena dicurigai melanggar 
hukum Polandia,” demikian menurut laporan AP. 
Pihak berwenang Polandia mengatakan bahwa 
mereka menangkap Wang, seorang mantan 
diplomat Tiongkok, bersama dengan seorang 
pakar keamanan siber Polandia yang dulunya 
pernah memegang beberapa jabatan utama di 
bidang keamanan siber pemerintah.

Huawei menyatakan bahwa tindakan Wang 
“tidak ada hubungannya dengan perusahaan” 
dan bahwa dia dipecat karena “insiden tersebut 
telah menodai nama baik Huawei.” Akan tetapi, 
pernyataan resmi itu tidak banyak mengurangi 
kekhawatiran mereka yang menganggap 
perusahaan itu sebagai risiko keamanan nasional.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg 
pada Mei 2019 memperingatkan para pemimpin 
Inggris tentang risiko menggunakan perusahaan 
Tiongkok untuk membangun jaringan 5G. Dia 
mengakui bahwa semua anggota NATO memiliki 
hak untuk membuat pilihan mereka sendiri. 

“Meskipun demikian, tentu saja, apa yang 
penting bagi NATO adalah bahwa keputusan 
ini dibuat dengan cara yang memastikan 
mereka memiliki jaringan yang aman,” ungkap 
Stoltenberg, demikian menurut laporan Agence 
France-Presse. o
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Marawi
PELAJARAN DARI
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Prajurit Angkatan Bersenjata Filipina berkendara melewati 
bangunan yang hancur di Marawi pada 23 Mei 2019.

STAF FORUM

Letnan Jenderal Purnawirawan 
Danilo G. Pamonag membagikan 
apa yang dia pelajari dari 
keterlibatan militer terbesar 
Filipina sejak Perang Dunia II

ada puncak pertempuran selama pengepungan 
Marawi, kelompok militan pejuang jihad telah 
menyandera lebih dari 1.770 warga sipil untuk 
menjaga kendali atas kota Marawi, Filipina selatan 
yang terletak di Pulau Mindanao, pulau terbesar 
kedua di negara itu. Beberapa sandera langsung 

dibunuh; sandera lainnya mereka gunakan sebagai 
tameng manusia. Mereka memaksa sandera lainnya 
bekerja membuat alat peledak, menggali terowongan, dan 
mengamankan persediaan.

Invasi awal terhadap daerah kantong Muslim itu 
telah terjadi beberapa bulan sebelumnya pada 23 Mei 
2017, setelah upaya yang gagal dari pasukan pemerintah 

Filipina untuk 
menangkap Isnilon 
Hapilon, pemimpin 
Kelompok Abu 
Sayyaf, kelompok 
militan radikal yang 
berbasis di Filipina. 
Negara Islam di Irak 
dan Suriah (ISIS) 
telah memilihnya 
sebagai emir, atau 
komandan militer, 
Asia Tenggara atau 
setidaknya emir 
dari kawasan yang 
meliputi Filipina, 

Indonesia, dan Malaysia yang dijuluki oleh para teroris 
sebagai Negara Islam Asia Timur.

Kelompok Maute, yang terdiri dari pemberontak 
Filipina yang berbasis di provinsi Lanao del Sur, telah 
mengumumkan kesetiaannya terhadap ISIS dua tahun 
sebelumnya dan terhadap Hapilon, yang berupaya 
membantu mereka mendirikan kekhalifahan di Asia 
Tenggara. Bukti video yang diperoleh setelah kejadian 
itu mengungkapkan bahwa para pemimpin Kelompok 

P
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Letnan Jenderal Danilo G. Pamonag 
pensiun pada Januari 2019. 
ANGKATAN BERSENJATA FILIPINA



Sebuah batalion Marinir Filipina berdiri 
dengan sikap sempurna di Marawi pada 
21 Oktober 2017, beberapa hari setelah 
Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan 
kota itu bebas dari “pengaruh teroris.”  
REUTERS

Maute, Omar dan Abdullah Maute, anggota Abu Sayyaf, 
dan pemberontak Filipina dan asing lainnya yang terkait 
dengan ISIS telah merencanakan pengambilalihan 
Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur, selama beberapa 
waktu. Persenjataan dan persediaan telah disembunyikan 
di berbagai penjuru kota itu.

Pasukan pemberontak gabungan itu menyerang 
pada hari ketika Hapilon berhasil melarikan diri dari 
upaya penangkapan pemerintah pada bulan Mei dan 
mengibarkan bendera ISIS di Marawi. Mereka membakar 
bangunan, menodai kesucian gereja, dan menggusur 
sebagian besar penduduk kota itu yang jumlahnya lebih 
dari 200.000 orang dari rumah mereka, demikian menurut 
statistik pemerintah.

Letnan Jenderal Danilo G. Pamonag, Komandan 
Komando Luzon Selatan Angkatan Bersenjata Filipina 
(Armed Forces of the Philippines - AFP), tahu bahwa 
dia harus membebaskan sandera Marawi dari tangan 
kelompok militan jika dia ingin merebut kembali kota 
itu. Dia sebelumnya pernah membebaskan sandera di 
Mindanao selama pengepungan di Zamboanga City 
pada September 2013, ketika dia pertama kalinya 
diangkat menjadi komandan lapangan AFP. Di bawah 
kepemimpinannya, Prajurit AFP berhasil menyelamatkan 
195 dari 197 sandera dari sebuah faksi Front Pembebasan 
Nasional Moro, mengakhiri krisis dalam waktu kurang 
dari tiga minggu, yang mengakibatkan lebih dari 100.000 
orang mengungsi dan beberapa warga sipil tewas. “Itu 

merupakan kemenangan telak,” ungkap Pamonag.
Akan tetapi, pengepungan di Marawi itu berbeda, 

seperti halnya pengangkatan Pamonag untuk kedua 
kalinya sebagai komandan lapangan. Meskipun Presiden 
Filipina Rodrigo Duterte telah mengumumkan darurat 
militer di seluruh Mindanao pada hari pengepungan, 
pertempuran terus berlangsung selama berbulan-bulan.

“Kehadiran dan aliansi pejuang teroris asing dengan 
teroris lokal membuat pertempuran menjadi lebih sulit. 
Jika dibandingkan dengan pertempuran selama krisis di 
Zamboanga pada tahun 2013, teknik dan taktik musuh 
selama pengepungan di Marawi jauh lebih baik,” ungkap 
Pamonag kepada FORUM.

Dia memimpin pertempuran perkotaan terbesar bagi 
AFP sejak Pertempuran Manila dalam Perang Dunia 
II. (Dia juga memimpin pertempuran terbesar kedua di 
Zamboanga.)

TAKTIK MUSUH 
Para militan memilih kota Marawi karena alasan strategis. 
Pelanggaran hukum merupakan hal yang umum terjadi di 
kota itu, yang terletak di salah satu provinsi termiskin di 
Filipina, dan telah lama menjalankan tradisi eksklusivitas 



Muslim dan menentang pengaruh eksternal. Marawi, satu-
satunya kota yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota 
Islam di negara itu, berpenduduk lebih dari 99% Muslim 
pada saat dikuasai kelompok militan. Total populasi 
Filipina terdiri dari sekitar 11% Muslim dan populasi 
penduduk Muslim di Mindanao mencapai 23%. Selama 
lebih dari 40 tahun, faksi-faksi Muslim di berbagai penjuru 
Mindanao telah berupaya memperoleh kemerdekaan dari 
Filipina, sering kali melalui cara-cara kekerasan. Dengan 
tersendatnya implementasi perjanjian perdamaian terbaru, 
yang ditandatangani pada tahun 2014 untuk menciptakan 

wilayah pemerintahan mandiri baru di Mindanao yang 
dikenal sebagai Bangsamoro, para pemberontak berharap 
dapat memanfaatkan kekecewaan umat Muslim yang telah 
mengakar di sana, demikian menurut analisis International 
Crisis Group, sebuah lembaga swadaya masyarakat.

Para pejuang jihad itu, selain melakukan penyanderaan 
di Marawi, menggunakan taktik, teknik, dan praktik yang 
lebih canggih daripada yang pernah ditemui pasukan 
AFP. Kelompok pemberontak memiliki teropong dan 
senapan penembak jitu yang hebat untuk memperlambat 
pergerakan pasukan Filipina yang berupaya memasuki 
kota itu. Mereka menanam sejumlah besar bom rakitan di 
gedung-gedung dan di sepanjang lokasi yang kemungkinan 
besar dilalui pasukan pemerintah. Mereka menggunakan 
drone multirotor untuk melakukan pengintaian terhadap 
disposisi pasukan. Mereka menggunakan kacamata 
penglihatan malam hari dan perlindungan pasukan. 

Mereka bahkan menggunakan alat apung untuk berenang 
melintasi Danau Lanao, danau air tawar terbesar kedua di 
negara itu, tempat kota Marawi dibangun.

Pamonag mengatakan bahwa para militan menunjukkan 
keterampilan mereka dalam perang kota. Untuk mengubah 
lokasi, kelompok militan membobol tembok-tembok 
bangunan. Mereka tahu cara menggunakan ruang bawah 
tanah dan terowongan bawah tanah yang saling terhubung 
untuk melindungi diri dari serangan udara yang dilakukan 
oleh Angkatan Udara Filipina, yang didukung oleh pasukan 
A.S. dan Australia. Mereka membakar bangunan untuk 
mengisolasi pasukan dan mengaburkan pengamatan selama 
pergerakan dan penarikan pasukan pemberontak. Untuk 
mempertahankan daya tahan mereka, mereka menggunakan 
obat-obatan terlarang. Mereka menggunakan media sosial 
untuk mendapatkan dukungan populer.

Para pejuang militan itu, yang mengalami lebih banyak 
indoktrinasi, lebih kejam dalam praktik jihad mereka 
daripada pemberontak sebelumnya yang dihadapi AFP. 
“Mereka juga menjadi lebih biadab dan brutal karena 
tindakan mereka tidak memedulikan rasa kemanusiaan 
dan belas kasihan. Mereka membakar dan memenggal 
kepala Prajurit kami yang sudah gugur, memerkosa para 
sandera perempuan, dan membunuh sandera-sandera 
non-Muslim yang gagal lulus dalam ujian agama mereka,” 
ungkap Pamonag.

LANGKAH PENANGGULANGAN DI 
PERKOTAAN 
Akan tetapi Pamonag menemukan cara untuk mengakali 
dan mengecoh para pejuang militan itu. “Kami membuat 
banyak inovasi. Itu senjata rahasia saya. Kami tidak pernah 
memiliki persenjataan canggih, tetapi kami memiliki 
banyak kecerdikan.”

Prajurit Pamonag menggunakan drone, misalnya, 
untuk menemukan sekelompok sandera utama. Prajurit 
AFP menghubungkan ponsel dengan tali ke drone itu 
bersama dengan instruksi tentang cara menggunakan 
ponsel itu dan pisau untuk memotong tali. Ponsel itu 
memiliki satu nomor terprogram di dalamnya. Para 
sandera menghubungi nomor tersebut sore itu. Menjelang 
tengah malam, Prajurit AFP telah berhasil menyelamatkan 
18 orang sandera.

“Itu kemenangan besar di pihak kami. Kami 
mampu memiliki gambaran yang lebih baik tentang 
medan perang, di mana mereka bersembunyi, siapa 
para pemimpinnya, siapa mereka, di mana mereka 
bersembunyi, apa yang mereka lakukan di siang 
hari,” ungkap Pamonag. Sebelum itu, AFP beroperasi 
berdasarkan informasi yang terbatas.

Pertempuran di lingkungan perkotaan juga merupakan 
tantangan utama bagi Prajurit AFP.

“Pertempuran di daerah kota dengan banyak gedung 
bersifat kompleks dan lebih menantang daripada 
pertempuran konvensional. Pasukan keamanan Filipina 
terutama dilatih dalam operasi hutan. Melawan musuh 
di lingkungan perkotaan dan berpenduduk baru 
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Pertempuran di daerah kota 
dengan banyak gedung 
bersifat kompleks dan 
lebih menantang daripada 
pertempuran konvensional. 
Pasukan keamanan Filipina 
terutama dilatih dalam 
operasi hutan. Melawan 
musuh di lingkungan 
perkotaan dan berpenduduk 
baru membutuhkan pola 
pikir, pendekatan, dan 
metode berbeda.”

— Letnan Jenderal (Purn.) Danilo G. Pamonag
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membutuhkan pola pikir, pendekatan, dan metode 
berbeda,” ungkap Pamonag.

Di Marawi, misalnya, howitzer 105 mm menjadi tidak 
relevan karena howitzer merupakan persenjataan yang 
ditembakkan secara tidak langsung. “Howitzer tidak 
berguna karena kami bertempur dalam jarak kurang dari 
100 meter. Kami bertempur dari gedung ke gedung,” 
ungkap Pamonag.

Tentara AFP menggunakan kemasan plastik mi Ramen 
untuk mengadaptasi senjata itu menjadi senjata yang 
ditembakkan secara langsung. “Kami memiliki unit yang 
memiliki pengalaman perang perkotaan. Tetapi mereka 
yang tidak mendapatkan pelatihan perang perkotaan dilatih 
terlebih dulu selama seminggu di area pertempuran utama. 
Mereka tidak dapat dikerahkan secara langsung karena 
mereka tidak memiliki pengetahuan pada awalnya. Jadi 
begitulah kami melakukannya,” ungkapnya. “Kami harus 
mengadopsi teknik dan prosedur pertempuran baru dengan 
sangat cepat di daerah kota dengan banyak gedung. Dan, 
mengubah cara dan metode pertempuran ketika musuh 
sudah berada di medan tempur tidak mudah bagi kami.”

Kendaraan lapis baja juga tidak berguna karena 
kondisi jalanan. Prajurit AFP membangun jalur tanjakan 
untuk menempatkan artileri di lantai dua bangunan dan 
menembakkannya dari posisi strategis yang lebih tinggi.

“Kemenangan sering kali tidak diraih dengan 
kecanggihan senjata. Persenjataan paling kuat yang 
saya miliki saat itu adalah inovasi, kecerdikan, inisiatif, 
dan kemampuan beradaptasi Prajurit saya untuk 
menyelesaikan pekerjaan. Kami harus menemukan cara-
cara baru, menjadi lebih bijak dan lincah, dan tidak dapat 

diprediksi serta mampu beradaptasi dengan konflik yang 
berkembang,“ ungkap Pamonag.

PRAJURIT YANG BERDEDIKASI 
Barbarisme kelompok militan yang berafiliasi dengan 
ISIS dihadapi dengan keteguhan dan hati pasukan AFP. 
“Kunci sukses lainnya adalah ‘hati’ Prajurit yang bertekad 
dan berkomitmen penuh untuk berjuang dan bertarung 
demi kedaulatan negara. Dari 2.000 Prajurit yang terluka, 
70% kembali ke area pertempuran utama dan bertempur 
kembali,” ungkap Pamonag.

Kebulatan tekad Prajurit AFP itu terlihat dengan 
jelas. “Saya bisa merasakan komitmen itu. Setiap kali saya 
pergi ke rumah sakit, saya mengatakan, ‘Apa yang Anda 
rasakan?’ Saya berbicara dengan mereka beberapa kali. 
Mereka ingin kembali. Beberapa bahkan absen tanpa 
izin dan menyelinap keluar dari rumah sakit untuk pergi 
bertempur di medan perang.”

Kehadiran Duterte juga membuat perbedaan. “Kami 
memiliki presiden yang berkunjung di dalam area 
pertempuran utama. Sangat mengerikan melindunginya 
di dalam area pertempuran utama. Tidak cukup hanya 

Prajurit Angkatan Bersenjata Filipina berjalan di atas atap Masjid 
Agung di Marawi, provinsi Lanao del Sur, pada 11 Mei 2019.  REUTERS

Dua tahun setelah kota Marawi, Filipina, dikuasai oleh para pejuang 
jihad yang berafiliasi dengan Negara Islam, sebagian besar kota itu 
masih hancur lebur.  AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
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berbicara dengan mereka; dia ingin menembakkan pistol,” 
ungkap Pamonag. Di kebanyakan negara, “Anda tidak 
akan pernah melihat presiden yang mengenakan helm di 
dalam area pertempuran. Jadi itu memotivasi kami.”

TITIK BALIK 
Pamonag mengatakan bahwa penyelamatan kelompok 
sandera pertama terbukti menjadi titik balik dalam 
pertempuran. “Saya merasa kemenangan ada di tangan 
saya, ketika saya mulai menyelamatkan sandera, karena 
dalam dua bulan pertama kami tidak tahu apa yang terjadi 
di dalam area pertempuran utama.”

Pamonag mengatakan pengalaman itu mirip dengan 
pengalaman yang dijumpainya di Zamboanga. Begitu 
sandera dibebaskan, dia tahu mereka akan menang. 
“Kisah yang sama selama pengepungan di Marawi. 
Setelah dua bulan, saya tahu pada waktu itu bahwa 
kemenangan akan datang.”

Akan tetapi, menyelamatkan sandera jarang dilakukan 
dengan mudah. “Kami membuat koridor perdamaian 
untuk memungkinkan para sandera keluar dari area 
pertempuran. Tiga kali kami melakukannya, baru 
mengetahui setelahnya bahwa sebagian besar sandera 
yang dibebaskan oleh mereka adalah Muslim.” Para 
pemberontak menahan sandera Kristen dan membebaskan 
sandera Muslim selama gencatan senjata jangka pendek 
ini. Ini memperkuat otoritas agama mereka atas penduduk 
sipil. Dia menjelaskan bahwa mereka sering kali langsung 
membunuh para sandera yang gagal lulus dalam tes agama 
seperti diminta untuk membaca kitab suci atau doa Islam.

Operasi militer itu diperpanjang karena para pemimpin 
AFP berjuang untuk meminimalkan jumlah kematian dan 
cedera Prajurit dan warga sipil yang terperangkap di zona 
pertempuran utama dan kerusakan pada properti. “Ada 35 
masjid di dalam Marawi, tetapi tidak ada masjid yang kami 
bom,” ungkap Pamonag.

Pamonag mengatakan bahwa sebelum berakhirnya 
konflik itu, Prajurit AFP telah menyelamatkan 1.777 
warga sipil dari zona pertempuran. Pada 17 Oktober 
2017, setelah hampir lima bulan pertempuran, Presiden 
Duterte menyatakan bahwa kota Marawi bebas dari 
pengaruh teroris. Sehari sebelumnya, pasukan AFP telah 
membunuh para komandan utama kelompok teroris, 
Hapilon dan Omar Maute. Meskipun pemimpin ISIS dan 
Maute telah dilumpuhkan, beberapa pertempuran kecil 
yang terisolasi berlanjut selama hampir satu minggu.

Marawi secara resmi dikuasai kembali pada 23 
Oktober 2017, tepat lima bulan setelah invasi awal, ketika 
Prajurit AFP merobek bendera hitam ISIS dan Menteri 
Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengumumkan 
berakhirnya pertempuran itu. Semua pemimpin 
pemberontak tewas kecuali beberapa orang yang berhasil 
melarikan diri selama fase pertama konflik.

“Mereka dapat menyelinap keluar karena pada awalnya 
kami tidak memiliki cukup banyak anggota,” ungkap 
Pamonag. Di antara mereka yang berhasil melarikan diri 
adalah Abu Dar, seorang pemimpin kelompok pro-ISIS 

lain yang menggantikan Hapilon sebagai emir ISIS di Asia 
Tenggara tetapi kemudian berhasil dibunuh pada Maret 
2019, demikian menurut The Associated Press.

Selain mengevakuasi sebagian besar sandera, AFP 
berhasil membendung konflik di Marawi dan mencegahnya 
agar tidak meluas ke daerah lain. AFP juga menghentikan 
kelompok-kelompok sempalan pemberontak lainnya 
untuk berpartisipasi atau memperkuat kelompok militan 
tersebut. Semua itu merupakan elemen strategi AFP. 
Secara keseluruhan, Prajurit AFP membunuh 920 teroris, 
termasuk 32 pejuang asing dari berbagai negara termasuk 
India, Indonesia, Malaysia, Maroko, Arab Saudi, dan 
Yaman. Mereka juga menyita lebih dari 850 senjata api 
berkekuatan tinggi dan 100 persenjataan lainnya.

“Ada begitu banyak faktor yang berkontribusi 
pada kesuksesan kami,” ujar Pamonag. “Pendekatan 
multilateral dan antarlembaga memungkinkan kami 
untuk memanfaatkan kerja sama dari setiap pihak. 
Instansi pemerintah nasional dan lokal, lembaga swadaya 
masyarakat nasional dan internasional, dan semua 
perangkat pemerintah dilibatkan sehingga memungkinkan 
kami untuk memenangkan dukungan rakyat. Masing-
masing memiliki peran penting yang dimainkan,” ungkap 
Pamonag. “Dengan membuat mereka merasa bahwa 
mereka merupakan bagian dari kampanye kami, kami 
dapat membuat dan melegitimasi operasi kami.”

Akan tetapi, masyarakat Marawi membayar biaya 
yang mahal, yang akan terasa selama beberapa waktu. 
Setidaknya 165 Prajurit AFP dan petugas kepolisian 
Filipina serta 87 warga sipil gugur dalam pertempuran 
itu. Lebih dari 400.000 orang melarikan diri dari rumah 
mereka di kota itu dan daerah sekitarnya, setengahnya 
dianggap sebagai pengungsi internal. Beberapa bagian 
kota rata dengan tanah, beberapa bagian lainnya tidak 
dapat dihuni akibat adanya artileri yang belum meledak.

 
UPAYA PEMBANGUNAN KEMBALI 
Hari ini, lebih dari dua tahun setelah perebutan 
kembali Marawi, proses rekonstruksi, rehabilitasi, dan 
pembangunan kembali sedang berlangsung. Sebanyak 
200.000 pengungsi masih belum kembali ke rumah 
mereka dan tantangan masih ada. Banyak pengungsi 
merasa khawatir bahwa mereka mungkin tidak akan 
pernah bisa pulang, terutama jika konsorsium Tiongkok, 
yang tertarik pada kekayaan sumber daya alam Mindanao, 
termasuk cadangan gas alam dalam jumlah besar, diizinkan 
memimpin rekonstruksi seperti yang diusulkan, demikian 
menurut berbagai laporan media.

Pamonag mengatakan bahwa setelah pertempuran 
itu berakhir, Prajurit AFP memainkan peran penting. 
“Militer dapat dengan cakap memberikan pengamanan, 
mengurangi dampak kondisi keras yang dialami para 
pengungsi, dan membersihkan area pertempuran utama, 
menjaga keamanan masyarakat sembari rekonstruksi dan 
rehabilitasi berlangsung. Militer akan berjaga-jaga untuk 
memastikan bahwa konflik semacam ini tidak akan pernah 
terjadi lagi di masa depan,” ungkapnya.
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Pamonag menambahkan bahwa pasukan khusus, 
khususnya, dapat berperan dalam rekonstruksi sebagai 
pembangun pertahanan masyarakat. “Selama masa damai, 
mereka dapat melindungi masyarakat dan melakukan 
pekerjaan rekonstruksi dan pembangunan kembali yang 
bertujuan memenangkan hati dan pikiran rakyat. Mereka 
paling efektif dalam situasi pascakonflik ketika pekerjaan 
sipil-militer diinisiasi untuk mengurangi dampak konflik.”

Pamonag mengatakan bahwa Filipina harus waspada 
ketika berhadapan dengan ISIS dan kelompok-kelompok 
militan internalnya karena mereka masih memiliki ideologi 
yang sama. “Mereka berada dalam periode hibernasi. Di 
permukaan semuanya berjalan lancar, tetapi secara diam-
diam mereka merencanakan dan melanjutkan indoktrinasi 
mereka,” ungkapnya. “Diperlukan pendekatan menyeluruh 
di berbagai kalangan pemerintah yang melibatkan semua 
tingkatan pemerintah dan semua pemangku kepentingan.”

Dia mengatakan bahwa Filipina masih membutuhkan 
dukungan dan bantuan dari negara lain dalam memerangi 
terorisme. Pemerintah Filipina telah memperpanjang 
darurat militer di Mindanao hingga akhir tahun 2019.

USAI PERTEMPURAN 
Pamonag pensiun dari militer pada Januari 2019. Dia 
akan selalu mengingat dua pengepungan yang dia pimpin. 
Zamboanga dan Marawi merupakan “dua insiden yang 
mengubah hidup saya,” ungkapnya.

Dia bergabung dengan militer karena dia pikir menjadi 
seorang prajurit merupakan profesi paling mulia. “Saya 
bergabung karena ayah saya berdinas di militer. Saya 
anak bungsu dari tujuh bersaudara. Kakak laki-laki tertua 

saya juga berdinas di militer. Berdinas di militer dalam 
sepanjang hidup Anda merupakan sesuatu yang sangat 
mulia. Saya tidak dapat menemukan banyak profesi ketika 
Anda bersedia menawarkan hidup Anda.”

“Bagi saya bergabung dengan militer merupakan hal 
terbaik, keputusan terbaik yang saya buat. Saya berdinas di 
militer selama 37 tahun, delapan bulan. Tidak ada satu hari 
pun saya menyesal bergabung dengan militer. Berdinas di 
militer membuat saya menjadi manusia seutuhnya.”

Pada hari yang sama saat mulai menjalani masa 
pensiunnya, menteri kesejahteraan sosial Filipina 
merekrutnya untuk menjalankan peran baru yang dia 
yakini pengalaman militernya akan terbukti sangat 
berharga. “Anda harus tahu apa yang dirasakan masyarakat. 
Karena kami harus melihat bagaimana kehidupan rakyat 
miskin. Saya memiliki pengalaman pergi ke tempat-tempat 
miskin,” ungkap Pamonag. “Dari seorang perwira tempur, 
saya sekarang menjadi pekerja sosial yang ditugaskan 
memperbaiki kondisi, kesejahteraan, dan pengembangan 
kesejahteraan. Saya sudah sangat mencintai pekerjaan 
ini karena ini benar-benar baru bagi saya. Saya berniat 
untuk membantu saudara-saudari Filipina saya dengan 
mengulurkan bantuan departemen kesejahteraan sosial 
khususnya kepada mereka yang membutuhkan.”  o

Penduduk Marawi yang kehilangan tempat tinggal merayakan 
berakhirnya Ramadan di sebuah tenda salat darurat pada 5 Juni 
2019. Komite Palang Merah Internasional mengatakan bahwa akses 
ke air minum, peluang mata pencaharian yang layak, dan tempat 
tinggal permanen merupakan masalah yang paling mendesak bagi 
para pengungsi.  AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
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“Kita hidup di era persaingan yang semakin 
ketat ketika tatanan internasional berbasis aturan 
semakin mendapat tekanan. Dalam menghadapi hal 
ini, kita memiliki kesempatan: Jika kita berusaha 
memanfaatkan potensi bawaan kita, kita akan 
meningkatkan kemakmuran kolektif kita,” demikian 
menurut kepala konsep pembingkaian masa depan 
Angkatan Darat, Accelerated Warfare.

Mengoptimalkan medan kerja sama kita 
merupakan topik penting karena risiko dan peluang 
yang ada di dunia lebih terhubung daripada 
sebelumnya dan berubah dengan kecepatan yang 
semakin tinggi.

Sebagai komandan Divisi 1 Angkatan Darat 
Australia, saya bertanggung jawab kepada kepala 
Angkatan Darat kami untuk persiapan pasukan dan 
sertifikasi personel dan unit Angkatan Darat untuk 
operasi yang diketahui dan kontingensi. Saya juga 
menjadi komandan yang bertanggung jawab untuk 
merencanakan dan memimpin semua keterlibatan 
internasional Angkatan Darat di Asia Tenggara dan 
Pasifik Barat Daya, peran baru yang ditugaskan oleh 
kepala Angkatan Darat kepada saya pada November 
2018. Bersamaan dengan itu, saya memiliki tanggung 
jawab bersama terhadap kepala operasi gabungan 
kami untuk menyediakan markas besar Deployable 
Joint Force Pasukan Pertahanan Australia (Australian 
Defence Force - ADF). Dalam peran ini, saya 
bertanggung jawab untuk membuat gugus tugas 
gabungan (joint task force - JTF) kecil atau besar di 
dalam atau luar negeri.

Baru-baru ini, tanggung jawab ini dijalankan 
untuk mendukung acara olahraga internasional 
berskala besar, Commonwealth Games, yang 
diadakan di Queensland, dan beberapa kegiatan 
politik internasional, mendukung Kerja Sama 
Ekonomi Asia Pasifik di Papua Nugini, dan pemilihan 
umum di Kepulauan Solomon.

Semuanya sangat sukses, yang merupakan bukti 
kerja keras staf saya dan unit serta personel yang 
ditugaskan.

Pada Juli 2019, markas besar saya memimpin JTF 
multinasional selama Latihan Talisman Sabre. JTF itu 
terdiri dari 33.000 Prajurit, Pelaut, dan Penerbang, 
250 pesawat terbang, dan 50 kapal. Talisman Sabre 
merupakan kegiatan pelatihan bersama dan gabungan 
dua tahunan yang menyoroti kemampuan perang 
ADF yang signifikan dan kredibel bersama dengan 
sekutu dan mitranya.

Kepala operasi gabungan menugaskan peran 
tambahan ke markas besar saya pada Januari 2019: 
untuk merencanakan dan memimpin semua kegiatan 
peningkatan keterlibatan regional gabungan 
Australia di Pasifik Barat Daya. Semoga, kami akan 
merangsang diskusi tentang cara mengoptimalkan 
visi bersama untuk menjalin kerja sama. Ini 
merupakan aspirasi penting jika kita ingin membantu 
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tantangan 
yang kita semua hadapi di kawasan kita dan 
memanfaatkan peluang tersebut.

Negara-negara Indo-Pasifik perlu membangun 
kawasan tempat bekerja secara bersama-sama dan 
berbagi informasi menjadi norma

Mayor Jenderal Jake Ellwood, komandan, Divisi 1, tengah, 
memberikan salam hormat selama parade pasukan Australia 
yang dikerahkan ke Kompleks Militer Taji, 20 kilometer utara 
Baghdad, setelah pelatihan di Gallipoli Barracks, Brisbane, 
pada April 2019.
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Ancaman yang Meningkat 
Beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah 
kebutuhan akan kerja sama lebih besar sekarang 
daripada sebelumnya. Beberapa faktor mendukung 
wacana itu. Pertimbangan terhadap ancaman 
merupakan langkah pertama yang baik untuk 
memahami alasannya.

Mari kita pertimbangkan contoh ancaman yang 
ditimbulkan oleh pemberontakan di Filipina. Secara 
historis, sebagian besar pemberontakan ini terisolasi 
secara organisasi, geografis, dan budaya. Meskipun di 
berbagai waktu pemberontakan itu telah, dan terus, 
menghadirkan ancaman yang berkelanjutan, para 
pemberontak dimotivasi dan diradikalisasi secara 
lokal, dilatih secara lokal, dan mereka beroperasi 
secara lokal. Bukti menunjukkan bahwa hal ini sudah 
tidak terjadi lagi. Sebaliknya, para pemberontak itu 
sekarang tampak seperti organisasi yang semakin 

terhubung dengan baik yang memiliki keterkaitan 
dengan aktor regional dan global. Aktor transnasional 
ini, yang lebih sering bersinergi dengan aktor non-
negara, membantu memotivasi, memasok sumber 
daya, memberikan informasi, melatih, dan melengkapi 
kelompok-kelompok lokal ini. Aktor-aktor jahat 
sekarang sedang “mengatur medan mereka” untuk 
merongrong berbagai negara, melalui teknologi 
dan interkonektivitas modern sehingga bebas dari 
beban hambatan di masa lalu seperti geografi, 
perbatasan nasional, atau bahkan perbedaan budaya. 
Bentuk-bentuk konektivitas baru telah mempercepat 
pengaruh dan jangkauan ideologi radikal, mengubah 
hal yang sebelumnya merupakan masalah lokal 
menjadi masalah internasional.

Ada banyak bukti bahwa ekstremis kekerasan, 

dibantu oleh aksesibilitas teknologi komunikasi baru, 
bekerja sama melintasi jarak yang sebelumnya tak 
terbayangkan dan mengatasi hambatan politik, sosial, 
dan budaya. Kekhawatiran terkait adalah kegiatan 
kriminal transnasional yang sering kali berjalan 
seiring dengan perbatasan yang mudah ditembus 
akibat dunia yang semakin saling terhubung.

Perdagangan senjata dan narkotika internasional 
ilegal, penyelundupan manusia, pencucian uang, dan 
pencurian kekayaan intelektual, baik yang dilakukan 
untuk mendukung organisasi ekstremisme kekerasan 
atau kartel kejahatan terorganisir murni, semuanya 
mengikis kedaulatan nasional negara kita dan, lebih luas 
lagi, persahabatan dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Tidak hanya aktor non-negara tetapi juga aktor 
negara di kawasan Indo-Pasifik mengancam tatanan 
mapan yang telah menciptakan rekor pembangunan 
dan kemakmuran bagi miliaran penduduk di seluruh 
kawasan itu.

Berbagai negara juga bertindak dengan cara lain 
yang mungkin bukan merupakan kepentingan kolektif 
terbaik dari negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik 
Selatan. Contohnya, penerapan tekanan hingga 
menjadi pemaksaan, agar sesuai dengan keinginan 
regional negara lain dengan mengorbankan norma-
norma internasional, merupakan sesuatu yang harus 
kita lawan secara kolektif. Kedaulatan, demokrasi, dan 
kebebasan negara dalam arsitektur internasional tidak 
dapat dibeli dengan harga berapa pun. Jika berbagai 
negara melakukannya secara individu, ini mungkin 
sulit untuk dicapai; tetapi jika dilakukan lewat kerja 
sama secara kolektif, segala sesuatu mungkin terjadi.

Selain negara jahat dan aktor-aktor non-
negara, ancaman lain menimbulkan kekhawatiran. 
Baik Anda percaya akan perubahan iklim atau 
tidak, peningkatan peristiwa cuaca ekstrem, 
dikombinasikan dengan efek berkelanjutan lainnya 
dari kenaikan permukaan laut, penggurunan, dan 
pengasaman samudra yang dilaporkan sains akan 
semakin memengaruhi kawasan ini.

Selain itu, fenomena alam lainnya yang telah 
lama menandai kehidupan di sebagian besar kawasan 
Indo-Pasifik — topan, gempa bumi, dan tsunami 
yang terkait dengannya — tidak dapat dilupakan. 
Memperbesar tingkat petaka yang terkait dengan 
peristiwa ini adalah pertumbuhan populasi yang 
besar dan berkelanjutan di kawasan ini. Beberapa 
ahli menyarankan bahwa pertumbuhan populasi ini 
melipatgandakan efek peristiwa alam semacam itu 
sepuluh kali lipat.

Terlepas dari asal-usul ancaman — aktor 
non-negara, negara, atau lingkungan — kita di 
Indo-Pasifik tidak dapat mengabaikan risiko yang 
ditimbulkannya terhadap stabilitas, keamanan, dan 
kemakmuran. Menanggapi peristiwa semacam itu bisa 
jauh lebih gesit dan efektif dalam sebuah kerangka 
kerja ketika kerja sama sudah menjadi norma dan 

Seorang komandan subdivisi Angkatan Darat Australia 
memberikan perintah kepada Prajuritnya selama latihan 
penembakan dengan amunisi aktif pada tahun 2019 sebagai 
bagian dari latihan trilateral, yang dikenal dengan nama 
Southern Jackaroo, bersama dengan Prajurit Pasukan Bela Diri 
Darat Jepang dan Marinir A.S.
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Prajurit Angkatan Darat Australia dan Angkatan Bersenjata Filipina turun dari pesawat terbang MV-22 Osprey Pasukan 
Marinir A.S. selama latihan simulasi penyerbuan untuk latihan Carabaroo pada Juni 2019 di Shoalwater Bay Training Area di 
Queensland, Australia.

dioptimalkan penerapannya. Meskipun negara-negara 
yang terkena dampak selalu melakukan pekerjaan 
luar biasa dalam menanggapi peristiwa semacam itu, 
banyak bantuan dari teman-teman di luar negeri 
meringankan beban yang harus ditanggung oleh 
negara-negara yang terkena dampak.

Peluang 
Tujuh dari 10 angkatan darat terbesar di dunia, 
sembilan dari 10 kota-kota raksasa utama di dunia, 
dan tiga perekonomian teratas dunia berada di 
kawasan kita. Sulit untuk menghasilkan kesimpulan 
selain sumber daya yang tersedia dan potensi 
yang ada untuk menjalin kerja sama hampir tidak 
terbatas. Sembari mencatat bahwa setiap negara 
akan memiliki batas kebijakan dan sumber daya 
yang berbeda untuk menjalin kerja sama, kerja 
sama optimal, meskipun sebagian, tidak diragukan 
lagi akan memberikan keuntungan besar. Ketika 
berbagai negara hidup berdampingan, dengan begitu 
banyak keuntungan yang bisa diperoleh tetapi juga 
begitu banyak kerugian yang bisa diderita, kerja 
sama merupakan jalan yang tidak dapat dipungkiri. 
Dalam benak saya, kerja sama merupakan cara 
paling ampuh untuk mempertahankan kawasan 

yang makmur tempat kedaulatan dijamin dan aturan 
serta norma internasional dilindungi, tidak peduli 
dari mana asalnya ancaman terhadap prinsip-prinsip 
yang tidak dapat disangkal ini. Kuncinya adalah 
memahami bagaimana kita dapat mengatur medan 
kita untuk mengoptimalkan kerja sama, mengambil 
sikap untuk melindungi diri kita sendiri secara 
kolektif dari pengaruh dan aktor jahat dan tangguh 
dalam menghadapi guncangan strategis. Identifikasi 
dan adopsi jalan seperti itu juga akan membantu 
kita meningkatkan kebebasan strategis kita untuk 
ekonomi global, membantu menopang masa depan 
yang pasti dan sejahtera.

Jalur Potensial 
Saya telah menunjukkan mengapa kita memiliki 
kepentingan untuk mengupayakan kawasan tempat 
kerja sama menjadi norma. Bagian yang sulit bisa 
jadi memahami bagaimana kita, dalam dunia militer, 
dapat berperan dalam menetapkan kondisi untuk 
mencapai kesuksesan. Dalam menyikapinya, saya akan 
memusatkan perhatian pada ADF — pasukan yang 
saya ketahui dengan paling baik — dan perubahan 
yang mungkin dibuatnya dalam bergerak menuju 
upaya kolektif ini.
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Prajurit Pasukan Pertahanan Papua Nugini berpartisipasi pada Maret 2019 dalam kompetisi tembak 
senjata dinas utama Pasukan Pertahanan Australia, yang diadakan setiap tahun di Puckapunyal, Victoria.
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Ketika saya melihat upaya kita sebelumnya untuk 
mendorong kerja sama keamanan di seluruh kawasan 
ini, wajar untuk mengatakan bahwa upaya itu selalu 
beriktikad baik tetapi kadang-kadang kurang fokus 
dan konsistensi. Tempo operasional tinggi kami di 
Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir ini 
sering kali mengakibatkan kurangnya kemampuan 
secara fisik untuk tetap terlibat secara aktif dengan 
mitra regional kami sejauh yang kami inginkan. 
Ketika kami dilibatkan, keterlibatan kami lebih 
cenderung berada di luar kebiasaan daripada terfokus, 
sehingga mengurangi efektivitas dan dampaknya.

Salah satu rintangan terbesar untuk 
mengoptimalkan kerja sama adalah pengembangan 
hubungan pribadi. Ikatan orang-ke-orang terbukti 
menjadi pemercepat upaya menciptakan kepercayaan 
dan pemahaman. Dalam konteks ADF, ada hubungan 
kebiasaan yang terbatas di antara para pemimpin 
utama. Beberapa pemimpin senior kami sangat 
menjaga fokus, tetapi secara organisasi bersifat 
sporadis.

Ini berarti pengembangan hubungan yang 
bermakna menjadi sulit untuk dilakukan. Seperti 
yang kita ketahui, hubungan hanya dapat terbangun 
jika kepercayaan sudah terjalin, dan kepercayaan 
membutuhkan waktu. Ini mengarah ke pertanyaan 
signifikan: Bagaimana kita menetapkan kondisi untuk 
kerja sama optimal pada tingkat orang-ke-orang? 
Terutama kita mencapainya dengan membangun 
hubungan seiring berjalannya waktu.

Keterlibatan Utama 
Keterlibatan pemimpin utama (key leader engagement 
- KLE) merupakan langkah pertama. KLE sangat 
penting karena memberi para pemimpin kesempatan 
untuk memahami keberadaan kepentingan bersama 
dan cara untuk berupaya mencapai kepentingan-
kepentingan ini. Saya memutuskan menginvestasikan 
waktu untuk bertemu dengan rekan-rekan saya di 
kawasan ini. Selalu menghibur ketika menemukan 
betapa banyaknya masalah bersama yang kita miliki. 
Kita semua memandang masalah itu dari sudut 
pandang yang berbeda. Menggabungkan berbagai 
perspektif yang berbeda ini memberi kita semua 
kesempatan yang jauh lebih baik untuk mengatasinya. 
Interaksi saya baru-baru ini dengan teman-teman dari 
Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, dan Timor-Leste 
semuanya telah membantu saya memahami dengan 
lebih dalam masalah yang saya hadapi dan untuk 
mempertimbangkan perspektif dari pandangan yang 
berbeda.

Peluang lainnya yang terus berkembang adalah 
meningkatnya kemampuan kita untuk berkomunikasi, 
dan tidak hanya secara langsung tetapi juga melintasi 
wilayah geografi yang luas. Tirani jarak tidak lagi 
menjadi penghambat untuk berkomunikasi dengan 
teman dan tetangga kita. Ponsel, komunikasi 

terpadu, telekonferensi video, FaceTime, pesan 
instan, WhatsApp — semuanya bisa kita pakai 
untuk memastikan bahwa kita tidak hanya perlu 
berkomunikasi di saat krisis atau pada waktu yang 
ditentukan secara resmi oleh staf kita.

Saya telah menetapkan prioritas untuk terus 
berhubungan dengan rekan-rekan saya melalui cara-
cara informal, di luar waktu yang ditentukan dalam 
program yang ditetapkan. Langkah ini penting jika 
kita ingin mengembangkan hubungan yang otentik, 

dibangun di atas kepercayaan, seiring berjalannya 
waktu. Penggunaan juru bahasa yang terampil, 
jika diperlukan, dan digunakan bersama dengan 
metode komunikasi yang baru dan terus meningkat 
ini, juga berarti bahwa perbedaan bahasa tidak 
perlu lagi menjadi penghalang. Pada saatnya, kita 
mungkin menemukan bahwa bahkan ketersediaan 
juru bahasa tidak lagi menjadi penghalang bagi 
kontak terus-menerus dengan rekan kerja ketika 
menggunakan sistem komunikasi baru. Teknologi 
seperti “juru bahasa instan” tidak diragukan lagi akan 
muncul lebih cepat dari yang kita perkirakan seiring 
berkembangnya kemampuan kecerdasan buatan. Saya 
menduga zona waktu akan tetap menjadi masalah 
yang harus kita hadapi, tetapi sedikit mengurangi 
waktu tidur tidak menjadi masalah guna mewujudkan 
medan kerja sama yang optimal! 

Pembagian Informasi 
Beberapa orang akan mengatakan bahwa halangan 
yang penting tetapi diperlukan untuk hubungan 
yang lebih dalam adalah keamanan. Australia, seperti 
halnya negara lain, memiliki tingkat klasifikasi yang 
berbeda untuk informasi kedaulatan. Secara alami, 
informasi yang sangat sensitif dibatasi hanya bagi 
mereka yang perlu tahu. Kami memiliki informasi 

Kendaraan serbu amfibi Pasukan Marinir A.S. mendarat di 
pantai setelah turun dari kapal amfibi Angkatan Laut Australia, 
HMAS Adelaide selama latihan Rim of the Pacific tahun 2018.
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berbeda yang dapat kami bagikan dengan mitra yang 
berbeda di waktu yang berbeda. Namun demikian, 
kami juga tahu ini merupakan keterbatasan yang 
dihadapi semua militer. Hal itu bukanlah sesuatu yang 
membuat kita frustrasi, juga bukan sesuatu yang kita, 
sebagai mitra patut dicurigai — hal itu sekadar fakta. 
Pada saat yang sama, hal itu merupakan sesuatu yang 
harus dipantau dengan cermat oleh para komandan. 
Sebagian besar merupakan masalah penilaian pribadi, 
dan seperti organisasi mana pun, kami memiliki 
individu yang terlalu berhati-hati dan individu 
lain yang mungkin ceroboh. Ada metode efektif 
dalam memastikan bahwa mitra dan teman kami 
menerima informasi yang mereka butuhkan, ketika 
mereka membutuhkannya, dalam format yang tidak 
menempatkan kedua negara pada posisi yang sulit dan 
masih memastikan kepentingan mereka didukung dan 
dilindungi.

Saya terus-menerus bertanya kepada tim saya 
bagaimana kami dapat mengubah sistem dan 
informasi untuk melindungi keamanan kami, tetapi 
juga memungkinkan kami untuk memungkinkan 
mitra kami mendapatkan keuntungan dari 
informasi secara tepat waktu. Ini bukan masalah 
sederhana dan merupakan masalah yang tidak akan 
pernah “diselesaikan” dengan sepenuhnya. Akan 
tetapi, ini merupakan masalah yang perlu terus 
diperhatikan oleh komandan di tingkat yang sesuai. 
Jika kita membagikannya hingga tepat pada titik 
ketidaknyamanan, tetapi tidak melampauinya, itu 
merupakan tanda nyata dari komitmen untuk bekerja 
sama.

Sebenarnya bagian penting lainnya dari 
meningkatkan kerja sama adalah bekerja secara 
bersama-sama, hidup secara bersama-sama – dan 
menang secara bersama-sama. Acara pelatihan 
bilateral dan multilateral memberikan cara yang 
fantastis untuk mencapai peningkatan tingkat kerja 
sama ini. Dalam konteks Australia, ini secara historis 
sulit dilakukan karena keterbatasan opsi transportasi 
strategis kami yang sebelumnya. Dengan kapal serbu 
amfibi serba guna (LHD) yang baru saja kami peroleh 
dan peningkatan kemampuan pengangkutan udara, 
cakrawala baru telah disajikan ketika jauh lebih 
mudah untuk melakukan perjalanan ke mitra kami 
guna mengikuti pelatihan semacam itu, atau jika 
diperlukan, membantu mereka datang ke Australia. 
Ini merupakan kesempatan signifikan, memungkinkan 
kita untuk tidak hanya sekadar berlatih di dalam 
negeri, dan memungkinkan kita untuk mencapai lebih 
banyak hal bersama dengan teman dan tetangga kita.

Salah satu tantangan signifikan yang kami temukan 
di ADF, tidak berbeda dengan semua negara yang 
berinteraksi dengan saya, adalah kemampuan kami 
untuk mengelola tempo. Operasi yang diketahui, 
komitmen pasukan kontingensi, jadwal latihan aktif, 
dan program keterlibatan internasional yang sibuk, 

semuanya memberikan beban yang ditanggung 
pasukan tersebut. Kami tidak bisa berbuat lebih 
banyak, tetapi saya percaya kami bisa mencapai lebih 
banyak dalam tempo saat ini. Memadukan latihan, 
yang secara historis telah kami lakukan di dalam 
negeri, bersama dengan tetangga-tetangga regional 
kami dalam konsep bersama dan dengan partisipasi 
menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah 
merupakan cara yang ditempuh di masa mendatang.

Misalnya, secara historis, kami telah melatih 
pasukan amfibi kami dalam melakukan operasi 
kemanusiaan dari LHD pada aktivitas domestik. 
Mengapa kami tidak melakukan latihan bantuan 
kemanusiaan dan bantuan bencana di luar negeri 
bersama dengan mitra kami di kawasan yang rawan 
bencana alam? Sementara itu melakukan beberapa 
peningkatan kemampuan secara bersamaan dengan 
masyarakat setempat sembari berada di sana bersama 
dengan lembaga dan mitra pemerintah Australia 
lainnya? Kami akan mencapai hasil pelatihan 
bersama dan menyeluruh di berbagai kalangan 
pemerintah serta meningkatkan interoperabilitas 
kami. Ini pada gilirannya akan meningkatkan daya 
tanggap dengan mitra regional kami untuk misi 
dengan pemberitahuan singkat dan akan membantu 
meningkatkan kemampuan di kawasan yang terkena 
dampak bencana. Membuat acara semacam itu 
menjadi norma alih-alih perkecualian akan mengubah 
teori pengaturan medan kita untuk mempraktikkan 
kerja sama optimal.

Mengembangkan hubungan yang lebih dalam 
tidak perlu dimulai dan diakhiri dengan aktivitas 
yang berhubungan dengan militer semata. Sekali lagi, 
dengan peningkatan pengangkutan strategis maka 
akan muncul peluang yang lebih luas untuk terlibat 
dalam kegiatan yang mendorong hubungan lebih kuat 
yang berubah menjadi tingkat kepercayaan yang lebih 
dalam seiring berjalannya waktu. Jenis kegiatan ini 
bukan hanya sekadar transaksi bisnis dan masuk ke 
dalam ruang yang lebih pribadi.

Aktivitas seperti olahraga, musik, dan aktivitas 
budaya dan sosial lainnya semuanya dapat memainkan 
peran penting dalam mendorong ikatan yang lebih 
kuat. Pada tahun 2018, kepala Pasukan Pertahanan 
Australia bertanya apakah saya akan — atau mungkin 
lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia bertanya 
kepada saya apakah saya bisa — berpartisipasi dalam 
Lombok Marathon. Acara itu diselenggarakan oleh 
militer Indonesia untuk mendorong pertumbuhan 
pariwisata usai terjadinya bencana alam yang 
signifikan. Dengan penuh semangat saya menerima 
peluang itu untuk melihat kinerja luar biasa yang 
ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Mereka berdedikasi untuk mendukung masyarakat 
mereka, dan masyarakat mereka sungguh bersyukur. 
Saya juga memiliki kesempatan untuk berbicara 
langsung dengan anggota militer hebat dari Satuan 
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Tugas Rekonstruksi yang melakukan pekerjaan luar 
biasa. Walaupun kegiatan itu bukan bersifat militer, 
kegiatan itu memiliki efek mendalam pada diri saya, 
dan saya kira TNI menghargai warga Australia yang 
mengirimkan tim untuk mengikuti acara olahraga ini 
sebagai tanda penghormatan dan dukungan.

Demikian pula, musisi kami telah bermain musik 
di luar negeri di berbagai acara, seperti ibadah Jumat 
Agung di Tonga. Ini bisa dibilang lebih bermakna 
bagi personel kami dan negara-negara yang kami 
kunjungi karena kegiatan itu mengembangkan 
hubungan pribadi, yang sering kali bisa menjadi 
lebih kuat daripada hubungan profesional, tetapi 
setidaknya meningkatkannya secara signifikan. 
Jika kita entah bagaimana dapat mengembangkan 
hubungan profesional dan pribadi yang mendalam, 
apresiasi, pengertian, dan kepercayaan kita bersama 
kepada satu sama lain tentunya akan tumbuh. 
Ini hanya bisa mengarah ke satu hal — menuju 
peningkatan kerja sama.

Bekerja dengan sekutu, mitra, dan teman 
Mengoptimalkan medan kerja sama akan membantu 
kita semua mengurangi ancaman, memanfaatkan 
peluang, dan yang paling penting, hal itu akan 

membantu mengembangkan hubungan orang-ke-
orang — yang merupakan unsur utama kesuksesan. 
Dalam konteks Australia, kita dapat mencapainya 
dengan mengeksploitasi peningkatan kemampuan 
komunikasi kita, mobilitas strategis, dan berupaya 
untuk mencapai pendekatan yang lebih kolaboratif 
terhadap perencanaan kegiatan gabungan, tidak hanya 
berfokus pada militer kita tetapi juga di berbagai 
kalangan pemerintah kita. Jika kita melakukannya, 
kita akan menetapkan dasar yang kuat untuk kawasan 
makmur tempat berbagai negara bebas untuk 
menggunakan hak mereka dalam lingkungan tempat 
aturan dan norma internasional dihormati.

Profesi kita sangat mirip dengan olahraga tim, 
dan sejarah memberi tahu kita bahwa kepentingan 
bersama kita direalisasikan dengan paling baik ketika 
kita bekerja secara bersama-sama. Kerja sama berarti 
bahwa tidak seorang pun dari kita harus menghadapi 
sendirian tantangan di kawasan Indo-Pasifik yang 
semakin penting dan semakin menuntut.  o

Mayor Jenderal Jake Ellwood adalah komandan Divisi 1/Deployable Joint Force 
Headquarters. FORUM mengedit kutipan ini dari pidatonya pada Juni 2019 di 
Simposium Pemimpin Amfibi Pasifik 2019 (PALS 19) agar sesuai dengan format 
majalah ini.

Prajurit Angkatan Darat Australia mengoordinasikan serangan selama latihan Rim of the Pacific 2018 di Area 
Pelatihan Pohakuloa di Hawaii.
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LAKSAMANA PERTAMA DATO ANUAR BIN HJ ALIAS 
MEMIMPIN PASUKAN KHUSUS ANGKATAN LAUT 

MALAYSIA MENGATASI RINTANGAN BARU
STAF FORUM

PASKAL
MEMPROMOSIKAN
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ANGKATAN LAUT MALAYSIA

Laksamana Pertama Dato Anuar bin Hj Alias dari Pasukan Khusus 
Angkatan Laut Malaysia berbicara dengan FORUM di sela-sela Konferensi 
Operasi Khusus Area Pasifik (Pacific Area Special Operations - PASOC) 
pada April 2019 di Honolulu, Hawaii. Dia telah memegang beberapa 
jabatan di Pasukan Khas Laut (PASKAL), pasukan operasi khusus utama 
Angkatan Laut Malaysia, termasuk komandan dan kepala staf di markas 
besar Pasukan Khusus Angkatan Laut, selama 38 tahun berdinas.

FORUM: Harap beri tahu kami lebih banyak lagi tentang jalur karier 
Anda. Mengapa Anda tertarik dengan karier di angkatan laut, dan 
menurut Anda apa yang memungkinkan Anda untuk sukses?
Alias: Saya ingin bergabung dengan Angkatan Laut sejak 
masih kecil. Suatu hari selama pameran pada tahun 
1972, saya dihadapkan pada pasukan angkatan laut untuk 
pertama kalinya. Saya melihat seragam putih dan jatuh 
cinta dan tahu saya ingin berada di Angkatan Laut. 
Saya bergabung pada tahun 1981, dan kualifikasi saya 
memungkinkan saya untuk bergabung sebagai taruna. 
Saya langsung menyukai pekerjaan itu. Saya pikir itulah 
resep yang membuat saya sukses. Hubungan emosional 
terjalin dengan tepat, dan saya berkarier sebagai perwira 
angkatan laut. 

FORUM: Apa yang menarik Anda ke pasukan operasi khusus?
Alias: Itu perjalanan panjang. Saya mempelajari tentang 
sekelompok kecil perwira yang melakukan sesuatu 
yang istimewa, lebih dari sekedar personel biasa. Saya 
tertarik pada tantangan perang khusus, yang ditugaskan 
dan didorong hingga semaksimal mungkin. Saya 
bergabung dengan pasukan khusus pada tahun 1986. 
Saya menyelesaikan pelatihan menyelam, terjun payung, 
dan pelatihan khusus lainnya dalam waktu satu tahun. 
Saya suka melakukan kegiatan menyelam, terjun payung, 
kegiatan yang tidak bisa dilakukan perwira biasa. Itulah 
tantangannya. Setelah berdinas selama lima tahun di 
atas kapal, saya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi 
pemimpin skuadron di Pasukan Khusus Angkatan Laut.

FORUM: Apa saja beberapa sorotan utama dari karier Anda sebelum 
Anda menjabat sebagai laksamana pertama?
Alias: Saya dipilih untuk menjadi bagian dari satuan tugas 
khusus angkatan laut untuk Operasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Somalia yang dikenal sebagai UNOSOM II 
pada tahun 1995 dan menjadi bagian dari misi khusus. 
Kemudian, saya terpilih sebagai perwira pengamat 
militer pada tahun 1998 di Angola, Misi Pengamat P.B.B. 
di Angola (MONUA), selama satu tahun. Pada waktu 
itu, pangkat saya masih mayor laut. Selama perjalanan 
tugas saya, saya telah menemukan setidaknya empat kali 
situasi pertempuran jarak dekat di daerah tambang dan 

desa sekitarnya yang sedang diserang. Saya membalas 
serangan terhadap warga sipil selama bagian terburuk dari 
pemberontakan ketika para pemberontak ingin membunuh 
anak-anak dan perempuan. Saya berhasil menyelamatkan 
20 nyawa, dan untuk itu saya dianugerahi medali bergengsi 
untuk keberanian dan kegagahan [Medali Panglima Gagah 
Berani] pada tahun 2000 oleh raja kami.

FORUM: Dan itu baru awal dari karier Anda? 
Alias: Pasukan operasi khusus menawarkan banyak 
peluang, dan saya memiliki kesempatan untuk 
melanjutkan karier militer saya di Australia, A.S., dan 
Indonesia. Saya dikirim untuk belajar ke luar negeri. Pada 
tahun 2006, misalnya, saya mengikuti kuliah di Naval 
War College di Rhode Island. Saya ditunjuk sebagai 
direktur markas besar pasukan gabungan J3 [operasi] 
di Kuala Lumpur selama sekitar lima tahun [dari tahun 
2011 hingga 2015]. Selama penugasan itu, saya diberi 
kesempatan untuk menjadi tenaga ahli utama di bidang 
perang khusus dan kontraterorisme maritim serta terlibat 
secara aktif dan berkolaborasi dengan menteri pertahanan 
di berbagai negara. Saya juga menjabat sebagai direktur 
latihan kontraterorisme multimisi di Langkawi dan 
Pameran Maritim dan Kedirgantaraan Internasional 
Langkawi pada tahun 2015. Saya pergi ke Indonesia untuk 
kedua kalinya pada tahun 2016 untuk mengikuti kuliah 
di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 
yang dikenal sebagai Lemhannas, untuk melanjutkan 
studi saya. Setelah saya kembali dari Indonesia, saya 
dipromosikan pada Juni 2017 menjadi laksamana pertama 
dan mengambil alih komando sebagai komandan Pasukan 
Operasi Khusus Angkatan Laut. 

FORUM: Apa tantangan terbesar yang dihadapi Angkatan Laut 
Malaysia saat ini?
Alias: Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi saat 
ini adalah memodernisasi armada kami. Kami memiliki 
rencana transformasi armada 15-to-5 untuk Angkatan 
Laut Malaysia. Rencananya akan mengubah Angkatan 
Laut kami dari armada yang lama dan menua menjadi 
armada baru guna menghadapi lingkungan yang baru 
muncul dan masa depan. [Program 15-to-5 adalah 
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Pasukan Khusus Angkatan Laut Malaysia berpartisipasi dalam 
latihan naik ke atas kapal.  ANGKATAN LAUT MALAYSIA

FORUM: Apa lagi yang perlu dilakukan Angkatan Laut Malaysia  
untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi beberapa dekade 
mendatang?
Alias: Dimensi keamanan baru terus-menerus mengubah 
kondisi persaingan. Saya percaya media sosial dan siber 
akan menjadi terobosan mengesankan. Media sosial telah 
memainkan peran penting, dan aturannya akan terus 
berubah. Media sosial bisa menguntungkan orang baik, 
tetapi juga bisa menguntungkan orang jahat. Itu sudah 
terbukti ketika ISIS [Negara Islam Irak dan Suriah] 
menggunakannya untuk merekrut anggota baru. Generasi 
mendatang harus dididik dan dilatih untuk dunia baru. 
Perang siber tidak akan seperti apa yang kita lihat saat 
ini. Militer harus dididik tentang teknologi baru. Pasukan 
siber dapat memenangkan pemilihan umum. Saya percaya 
sebelum kita berperang, pasukan siber akan menjalankan 
misi mereka. Pasukan siber akan melakukan jenis perang 
ini dikombinasikan dengan perang informasi. Bahkan 
saat ini, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan 
antara informasi dengan informasi intelijen dan membuat 
keputusan tanpa benar-benar mengetahui fakta atau 
kenyataan tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

FORUM: Apa sasaran utama yang ingin Anda capai sebagai 
laksamana pertama? 
Alias: Saya telah melakukan upaya terbaik selama masa 
tugas saya untuk mempromosikan PASKAL kepada 
dunia. Pada tahun 2018, saya menjadi penasihat film 
yang mendapatkan persetujuan saya dan persetujuan 
dari Kepala Angkatan Laut Malaysia. Mereka datang 
dan bertemu saya dan menyertakan kisah saya di Angola 
dan memfilmkannya sebagai bagian dari film PASKAL 
The Movie. Anda dapat menemukannya di Netflix. Saya 
mengikuti perkembangannya. Saya sudah bekerja untuk 
mempromosikan PASKAL ke dunia. Film itu merupakan 
kisah super tidak hanya untuk militer Malaysia tetapi juga 
untuk negara-negara luar. Film itu merupakan salah satu 
tindakan dan menunjukkan bagaimana selalu ada banyak 
tantangan di depan. Semuanya tidak berjalan sesuai 
rencana, tetapi berhasil dituntaskan. 

FORUM: Menurut Anda, apa masalah keamanan utama  
Indo-Pasifik dalam beberapa tahun mendatang?
Alias: Laut Cina Selatan dan klaim sumber daya Tiongkok. 
Kekhawatiran Amerika bergeser, menyeimbangkan Asia. 
Akan ada bentrokan strategi antara Tiongkok dan A.S., 
dua kekuatan besar, ketika militer lain akan berada di 
tengah-tengah. Konflik perbatasan akan menjadi salah 
satu masalah keamanan utama di Indo-Pasifik dalam 
beberapa tahun mendatang. Kepulauan Spratly ditambah 
Laut Cina Selatan secara global. Masalah itu menarik 
perhatian kami dan secara regional dan area Sabah Timur 
dengan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, 
pembajakan, dan imigran gelap dan Sabah. Unit 1 
PASKAL akan menangani masalah di barat Malaysia. Unit 
2 PASKAL menangani kontrapembajakan di timur Sabah, 
bekerja secara langsung dengan anggota saya. 

rencana utama yang akan mengurangi 15 kelas kapal saat 
ini menjadi hanya lima kategori: kapal misi pesisir, kapal 
dukungan multiperan, kapal tempur pesisir, kapal patroli 
generasi baru, dan kapal selam.]

Karena adanya perubahan pemerintahan dan 
tantangan ekonomi, ada banyak tekanan pada Angkatan 
Laut dan pasukan khusus. Pasukan khusus terbentuk 
oleh karena keberadaan armada, dan tingkat pasukan 
khusus yang tepat harus ditentukan. Mengetahui 
bahwa Malaysia merupakan negara yang sangat panas, 
dibatasi oleh laut, kami membutuhkan platform datar 
untuk mempertahankan perbatasan kami. Rencana 
15-to-5 kami merupakan rencana yang sangat bagus. 
Tetapi jika tidak dieksekusi dengan baik, jika kapal 
baru tidak dikirim sesuai dengan rencana waktu, hal itu 
akan memengaruhi biaya pemeliharaan armada lama 
yang sudah menua. Terkadang, bisa jadi lebih mahal 
untuk memelihara kapal yang lebih tua. Biaya armada 
yang menua bisa lebih tinggi karena biaya peralatan 
usang menjadi lebih tinggi. Hal itu juga menimbulkan 
tantangan, mengingat lembaga pertahanan Malaysia 
yang membuat keputusan itu. 

Pemerintah bersikeras agar sebagian besar kapal 
dibuat oleh produsen setempat, sehingga merupakan 
salah satu tantangan. Ini tantangan yang bagus karena 
membuat kapal selam sendiri lebih baik bagi negara 
kami. Ini merupakan langkah dan teladan yang baik bagi 
negara-negara tetangga lainnya untuk mengikuti misi 
kami. Untuk negara-negara berkembang, sangat penting 
bagi negara-negara itu, terutama di Asia Tenggara, untuk 
mengupayakan pengembangan industri pertahanan. 
Penting untuk merasa bangga menghasilkan peralatan 
pertahanan kita sendiri. Itulah beberapa tantangan yang 
perlu ditangani Angkatan Laut Malaysia agar mampu 
mempersiapkan pertahanan negara untuk tahun 2030. 
Kapal-kapal baru akan memasuki inventaris kami dan 
kapal-kapal tua akan dinonaktifkan, tetapi penundaan 
pengiriman kapal yang dijanjikan oleh pabrikan dapat 
menghadirkan tantangan. 
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Anggota unit operasi khusus Angkatan Laut Malaysia, yang dikenal sebagai PASKAL, berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional 
di Kuala Lumpur.  AFP/GETTY IMAGES

FORUM: Apakah Anda percaya pendekatan multilateral penting 
bagi keamanan di kawasan ini? Dan apa alasannya?
Alias: Ya, saya percaya pendekatan multilateral penting 
karena sebagian besar masalah bersifat universal. Penting 
untuk mengembangkan model untuk penerjemahan 
dan interoperabilitas. Negara-negara yang berupaya 
mendapatkan perdamaian harus berkomitmen 
untuk mengembangkan solusi bersama yang saling 
menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. 
Harus ada rasa saling percaya dan saling pengertian di 
antara negara-negara itu untuk memberikan pendekatan 
multilateral terbaik terhadap keamanan di kawasan ini.

FORUM: Bagaimana Anda melihat definisi kedaulatan yang 
berkembang di Indo-Pasifik?
Alias: Setiap negara memiliki definisi kedaulatan yang 
berbeda. Hal itu tergantung pada kepentingan dan 
prioritas masing-masing negara dan bagaimana fungsi 
pemerintah; masing-masing memiliki persyaratan sendiri.

Kami membutuhkan fleksibilitas, kepercayaan, 
dan keyakinan. Saya setuju dengan pendekatan Indo-
Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebagian besar negara 
merupakan negara kecil dan harus bekerja dengan negara 
yang memiliki kemampuan besar. 

Perlu ada metode untuk bekerja bersama-sama 

dalam melakukan sesuatu untuk mengekang semua 
kegiatan yang memiliki potensi ancaman. Selama ada 
potensi situasi volatil seperti situasi di Korea Utara atau 
kemungkinan ancaman dari para ekstremis, berbagai 
negara perlu bekerja sama untuk melindungi kedaulatan. 

FORUM: Apa manfaat konferensi seperti PASOC?
Alias: Orang-orang yang diundang besar kemungkinan 
dipilih secara khusus berdasarkan topik [ketahanan 
dalam kedaulatan] dan keterlibatan saat ini di negara 
mereka sendiri, jadi mudah-mudahan saya dapat 
menyumbangkan ide-ide saya. Saya tidak datang ke 
sini sebagai pembuat kebijakan; saya hanya mengikuti 
perintah. Tapi di sini kami memiliki kebebasan. Kami 
dapat mengekspresikan ide-ide kami, dan mungkin 
ide-ide kami layak untuk dieksplorasi dan mungkin 
digunakan untuk memulai diskusi yang baik. Kami 
berusaha menjadi Prajurit yang baik. Konferensi ini 
memungkinkan pasukan khusus dari seluruh dunia untuk 
bertemu bersama-sama. Kami saling mengenal. Saya 
bertemu komandan pasukan khusus dari Thailand di sini 
untuk pertama kalinya. Itulah keindahan PASOC. Negara 
kami bertetangga, tetapi kami tidak pernah bertemu. Ada 
peluang untuk diskusi yang baik.  o
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USHO JEPANG MELESTARIKAN

SENI PENANGKAPAN
KUNOikan

DENGAN BURUNG KORMORAN
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Di malam yang gelap gulita, beberapa titik 
api terbakar di sepanjang sungai di Gifu, 
di Jepang barat, ketika beberapa pria 
bersiap untuk melakukan ritual yang telah 
berlangsung lebih dari 1.300 tahun yang 

lalu: menangkap ikan dengan burung kormoran.
Mengenakan pakaian tradisional, mereka terlihat 

seperti berasal dari zaman lain. Mereka memegang burung 
kormoran mereka, diikat dengan tali, seperti dalang.

Profesi mereka, dikenal sebagai ukai di Jepang, dulunya 
umum dijumpai di desa-desa dan kota-kota tepi perairan 
di seluruh Asia dan bagian lain di dunia. Profesi ini telah 
menurun secara bertahap selama berabad-abad, dan sekarang 
dihidupkan di Jepang sebagai objek wisata dan bagian 
warisan nasional Jepang yang dilindungi dengan hati-hati.

Pada usia 46 tahun, Shuji Sugiyama merupakan 
pawang burung kormoran, atau usho, termuda di Gifu. 
Dia adalah salah satu dari hanya sembilan orang yang 
memegang lisensi kekaisaran untuk melaksanakan praktik 
itu. Dia duduk dengan tenang di atas batu di dekat Sungai 
Nagara yang berwarna hitam kelam, tampaknya tidak 
terganggu oleh obrolan sesama nelayan.

“Kegiatan ini bisa terus berlangsung karena kami, 
burung kormoran dan usho, hidup berdampingan. Itulah 
yang terus melanggengkan ukai,” ungkapnya.

Berabad-abad lalu, profesi itu tumbuh subur, tetapi 
pada saat istana mulai mengeluarkan lisensi kekaisaran 
kepada usho pada tahun 1890, seni itu sudah mengalami 
penurunan. Sekarang, hanya ada beberapa lusin usho 
di seluruh Jepang, dan hanya sembilan dari mereka 
memegang lisensi kekaisaran pada akhir tahun 2018, 
menyerahkan delapan tangkapan setahun ke istana dan 
menerima gaji simbolis 8.000 yen (71 dolar A.S.) per bulan.

Metode ini bukan bisnis komersial, dan usho 
mengandalkan subsidi dari otoritas lokal yang telah 
mengubah profesi itu menjadi atraksi wisata dan berharap 
suatu hari melihat ukai masuk ke dalam daftar Warisan 
Dunia UNESCO.

“Penangkapan ikan dengan burung kormoran 
merupakan atraksi wisata terbesar yang kami miliki di kota 
Gifu,” ungkap kepala divisi pariwisata setempat Kazuhiro 
Tada. “Lebih dari 100.000 orang per tahun datang untuk 
melihatnya, dan jumlahnya terus bertambah.”

Sugiyama mewarisi pekerjaan itu dari ayahnya, 
menangkap ikan di sisinya sampai dia memperoleh status 
resmi usho pada tahun 2002.

ATRAKSI WISATA UTAMA
Lima generasi keluarganya telah mempraktikkan teknik 
penangkapan ikan yang tidak lazim itu, yang pernah ada 
di Eropa dan di tempat lain tetapi sekarang sebagian besar 
berlanjut di Tiongkok dan Jepang.

Pekerjaan itu membutuhkan toleransi untuk jam 
kerja yang tidak lazim — penangkapan ikan terjadi 
setelah matahari terbenam, dengan usho menggunakan 
lentera menyala yang digantung di perahu mereka 
untuk menarik perhatian ikan di bawah permukaan air. 
Meskipun musim penangkapan ikan hanya berlangsung 
dari bulan Mei hingga Oktober, setiap burung 
kormoran nelayan membutuhkan perawatan harian di 
sepanjang tahun.

Burung-burung baru tiba setiap musim gugur, setelah 
ditangkap selama migrasi mereka melintasi provinsi 
Ibaraki di utara Tokyo dan harus dilatih — proses yang 
memakan waktu sekitar tiga tahun.

“Saya biasanya membawa sekitar 10 ekor burung untuk 
menangkap ikan, dan saya mengintegrasikan burung-
burung baru dengan kelompoknya, sehingga mereka akan 
meniru burung-burung yang lebih tua dan belajar cara 
menangkap ikan,” ungkap Sugiyama.

HARAPAN UNTUK MASA DEPAN
Para nelayan mengenakan pakaian tradisional: kemeja 
biru dan topi bulat yang serasi untuk melindungi nelayan 
dari abu lentera, rok jerami panjang untuk mencegah 
agar tidak kedinginan dan terkena air, dan sandal 
terpotong yang bagian tumitnya terbuka untuk mencegah 
tergelincir.

Mereka menggantung obor menyala di atas perahu 
untuk menarik perhatian ikan trout kecil yang dikenal 
sebagai ayu, dan undian menentukan urutan perahu yang 
akan bergerak masuk dan keluar.

Burung-burung kormoran diikat bersama-sama dengan 
tali, dan para nelayan mengikat benang di leher masing-
masing burung untuk mencegah mereka memakan hasil 
tangkapan. Jerat tersebut membuat burung itu memiliki 
cukup ruang untuk memakan ikan yang lebih kecil dan 
dilepas ketika penangkapan ikan pada malam itu usai.

Burung-burung itu ahli dalam menangkap ikan dan 
langsung membunuh mangsanya dengan paruh setajam 
pisau cukur mereka.

Ketika burung itu muncul dari permukaan air dengan 
membawa seekor ikan, ushonya mengorek ikan dari 
kerongkongan burung itu, lalu mengirim kembali burung 
itu ke dalam air.

Pada puncak penangkapan ikan, udara penuh dengan 
suara burung yang berkuak-kuak, nelayan yang berteriak-
teriak, dan ketukan berirama yang dihasilkan oleh awak 
perahu yang membenturkan tongkat di sisi perahu. 
Turis di perahu terpisah berkerumun di sekitar nelayan, 
mengambil foto.

Pada akhir musim, Sugiyama akan dapat sedikit 
bersantai, tetapi dia tidak berharap untuk berlibur 
dalam waktu dekat ini. “Saya punya seorang anak laki-
laki yang masih duduk di sekolah dasar. Saya merasa 
dia mulai tertarik dengan pekerjaan saya,” ungkapnya. 
“Dia melihat saya setiap hari dengan burung-burung 
kormoran, dan saya berharap suatu hari nanti dia akan 
menggantikan saya.”  Agence France-Presse

Pawang burung kormoran, Shuji Sugiyama berpose dengan 
mengenakan pakaian ukai tradisional: kemeja biru dan topi 
bulat yang serasi untuk melindungi dari abu lentera dan rok 
jerami panjang untuk mencegah agar tidak kedinginan dan 
terkena air.  AFP/GETTY IMAGES



Para ilmuwan di Inggris telah menggunakan teknik 
penyuntingan gen untuk menghentikan penyebaran 
flu burung di sel-sel ayam yang ditumbuhkan di 

laboratorium — langkah kunci menuju pembuatan ayam 
yang diubah secara genetik yang dapat menghentikan 
pandemi flu manusia.

Virus flu burung menyebar dengan cepat pada burung liar 
dan unggas dan kadang-kadang dapat menular ke manusia. 
Ancaman pandemi flu manusia yang disebabkan oleh jenis 
flu burung yang dapat menular dan bermutasi menjadi bentuk 
flu yang mematikan dan dibawa oleh udara yang dapat dengan 
mudah ditularkan di antara manusia tetap menjadi salah satu 
masalah terbesar kesehatan global dan spesialis penyakit menular.

Dalam studi terbaru, dengan menyunting bagian DNA 
ayam di dalam sel yang ditumbuhkan di laboratorium, para 
peneliti dari Imperial College London dan Roslin Institute di 
University of Edinburgh mencegah agar virus flu burung tidak 
menguasai sel dan bereplikasi.

Langkah selanjutnya adalah mencoba memproduksi ayam 
dengan perubahan genetik yang sama, demikian ungkap Mike 
McGrew dari Roslin Institute, yang ikut memimpin penelitian 
itu. “Kami perlu memeriksa apakah perubahan DNA memiliki 
efek lain pada sel-sel burung itu sebelum kami dapat mengambil 
langkah selanjutnya.”

Dalam penelitian di masa depan, tim itu berharap untuk 
menggunakan teknologi penyuntingan gen, yang dikenal 

sebagai CRISPR, guna menghapus bagian DNA burung yang 
bertanggung jawab untuk menghasilkan protein yang disebut 
ANP32, yang diandalkan oleh semua virus flu untuk menginfeksi 
inang.

Tes laboratorium terhadap sel-sel yang direkayasa agar 
kekurangan gen itu menunjukkan bahwa sel-sel itu melawan 
virus flu — menghalangi masuknya virus dan menghentikan 
replikasi serta penyebarannya.

Korban tewas dalam pandemi flu terakhir pada tahun 2009-
10 — disebabkan oleh jenis H1N1 dan dianggap relatif ringan 
— adalah sekitar setengah juta orang di seluruh dunia. Flu 
Spanyol tahun 1918 yang bersejarah telah menewaskan sekitar  
50 juta orang.

Wendy Barclay, profesor dan ketua virologi influenza di 
Imperial College yang bekerja dengan McGrew, mengatakan 
bahwa ide di balik pengembangan ayam tahan flu yang disunting 
gennya adalah untuk dapat “menghentikan pandemi flu 
berikutnya di sumbernya.” Reuters

Singapura, negara kota kecil di Asia Tenggara, merupakan tempat yang 
kecil kemungkinannya untuk mentransformasikan pertanian.

Dengan peternakan ikan berjenjang, petak sayuran di atas gedung-
gedung perkantoran, dan udang yang dibesarkan di laboratorium, 
pulau itu berupaya meningkatkan produksi makanannya sendiri dan 
mengurangi ketergantungan pada impor untuk memberi makan 5,6 
juta penduduknya.

Singapura memproduksi sekitar 10% makanannya, tetapi berupaya 
meningkatkannya menjadi 30% paling lambat pada tahun 2030 di 
bawah rencana yang dikenal sebagai 30-by-30.

Tantangannya adalah ruang. Dengan hanya 1% dari 724 kilometer 
persegi lahan Singapura yang dikhususkan untuk pertanian dan 
biaya produksi lebih tinggi daripada wilayah lain di Asia Tenggara, 
tekanan berada pada petani perkotaan baru guna menjawab 

seruan pemerintah untuk 
“menumbuhkan lebih banyak 
dengan lebih sedikit.”

“Setiap kali saya berbicara 
tentang ketahanan pangan 
di Singapura, saya memberi 
tahu orang-orang jangan 
pikirkan lahan — pikirkan 
ruang. Karena Anda bisa naik 
dan menyamping,” ungkap 
Paul Teng, seorang profesor 
yang berspesialisasi di 
bidang pertanian di Nanyang 
Technological University.

Sustenir Agriculture merupakan salah satu dari lebih dari 30 
pertanian vertikal di Singapura, yang telah mengalami peningkatan 
dua kali lipat pada apa yang disebut sebagai pertanian langit dalam 
tiga tahun.

Kebun hidroponik ditanami varietas non-asli seperti kailan, tomat 
ceri, dan stroberi di dalam ruangan di bawah lampu buatan dan 
menjual hasil panennya ke supermarket lokal dan pedagang grosir 
online.

Sustenir menggalang dana senilai 220,75 miliar rupiah (16 
juta dolar A.S.) dari para pendukungnya, termasuk investor negara 
Singapura Temasek dan Grok Ventures Australia pada tahun 2018, 
yang akan digunakan untuk ekspansi di Singapura dan pembukaan di 
Hong Kong.

Temasek juga menyediakan dana untuk Apollo Aquaculture 
Group, yang membangun tambak ikan otomatis delapan tingkat. 
Apollo mengatakan bahwa peternakan baru itu akan menghasilkan 
peningkatan lebih dari dua puluh kali lipat dalam panen tahunannya 
sebesar 110 metrik ton ikan.

Singapura belum memberikan nilai total anggaran untuk program 
30-by-30, pertama kali diluncurkan pada Maret 2019, tetapi 
Singapura memiliki berbagai skema pendanaan. Selain Temasek, 
pemerintah telah menganggarkan 1,46 triliun rupiah (106 juta 
dolar A.S.) bagi penelitian dan pengembangan pangan dan 634,64 
miliar rupiah (46 juta dolar A.S.) bagi perusahaan pertanian untuk 
menggunakan teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Singapura 
juga berencana untuk membangun lokasi agropangan 18 hektar untuk 
pabrik-pabrik tanaman dalam ruangan dan peternakan serangga 
paling lambat pada pertengahan tahun 2021.  Reuters

Revolusi Makanan Singapura

Ilmuwan Menyunting Gen Ayam 
agar Tahan terhadap Flu Burung

MEDIA & TEKNOLOGIIPDF
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atu dari lima orang di zona 
perang mengalami depresi, 
kecemasan, stres pascatrauma, 

gangguan bipolar, atau skizofrenia, 
demikian ungkap Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), dengan 
banyak pengungsi menderita penyakit 
mental ini dalam bentuk yang parah.

Temuan itu menyoroti dampak 
jangka panjang dari krisis yang 
disebabkan oleh perang di berbagai 
negara seperti Afganistan, Irak, Sudan 
Selatan, Suriah, dan Yaman, demikian 
ungkap badan kesehatan PBB, dan 
jumlahnya jauh lebih tinggi daripada 
dalam populasi masa damai, ketika 
sekitar satu dari 14 orang menderita 
penyakit mental.

“Mengingat banyaknya orang yang 
memerlukan bantuan dan keharusan 
kemanusiaan untuk mengurangi 
penderitaan, ada kebutuhan mendesak 
untuk menerapkan intervensi 
kesehatan mental yang dapat 
disesuaikan untuk mengatasi beban 
ini,” ungkap tim peneliti itu.

Mark van Ommeren, seorang 
spesialis kesehatan mental pada 
tim WHO, mengatakan temuan 
itu “menambah bobot terhadap 
argumen untuk investasi segera dan 
berkelanjutan, sehingga dukungan 

mental dan psikososial tersedia bagi 
semua orang yang memerlukan 
bantuan agar dapat mengatasi konflik 
dan akibatnya.”

Pada tahun 2016, jumlah konflik 
bersenjata yang sedang berlangsung 
mencapai rekor tertinggi sepanjang 
masa yaitu 53 konflik di 37 negara, 
dan 12% orang di dunia hidup di 
zona perang aktif, demikian menurut 

statistik P.B.B. Sejak Perang Dunia II, 
hampir 69 juta orang di seluruh dunia 
telah dipaksa untuk melarikan diri dari 
perang dan kekerasan.

Penelitian kesehatan mental 
konflik WHO itu, yang diterbitkan 
dalam jurnal medis The Lancet 
dilakukan oleh tim peneliti dari 
WHO, Queensland University 
Australia, Institute for Health Metrics 

and Evaluation di University of 
Washington, dan Harvard University 
di Amerika Serikat.

Mereka menganalisis penelitian 
dari 129 studi dan data dari 39 negara 
yang diterbitkan antara tahun 1980 
dan Agustus 2017.

Kawasan yang mengalami konflik 
dalam 10 tahun terakhir ini disertakan, 
dan penyakit mental dikategorikan 
ringan, sedang, atau parah. Bencana 
alam dan darurat kesehatan 
masyarakat, seperti wabah Ebola, tidak 
disertakan.

Secara keseluruhan, di zona 
perang, prevalensi rata-rata mencapai 
angka tertinggi untuk kondisi 
kesehatan mental ringan, yaitu 13%. 
Sekitar 4% orang yang hidup di 
tengah konflik bersenjata menderita 
penyakit kesehatan mental sedang, dan 
untuk kondisi parah prevalensinya 5%.

Studi itu juga menemukan bahwa 
tingkat depresi dan kecemasan dalam 
situasi konflik tampaknya meningkat 
seiring dengan bertambahnya usia, 
dan depresi lebih sering terjadi pada 
perempuan daripada laki-laki.

Studi itu didanai oleh WHO, 
Departemen Kesehatan Queensland, 
dan Bill & Melinda Gates Foundation.  
Reuters

MEMENGARUHI 
KESEHATAN 
MENTAL

S

Para pengungsi Suriah dari Deir Ezzor bergerak 
menuju kamp-kamp pengungsi di pinggiran 
Raqqa pada September 2017.  GETTY IMAGES

Kehidupan di Zona Perang

Pada tahun 2016, jumlah 
konflik bersenjata yang 

sedang berlangsung 
mencapai rekor tertinggi 
sepanjang masa yaitu 53 
konflik di 37 negara, dan 

12% orang di dunia hidup di 
zona perang aktif.

RENUNGANIPDF
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Sekitar 11% hingga 20% veteran A.S. dari konflik 
baru-baru ini di Irak dan Afganistan didiagnosis 
menderita gangguan stres pascatrauma (post-

traumatic stress disorder - PTSD) pada setiap 
tahunnya, demikian menurut Departemen Urusan 
Veteran A.S. Instansi itu melaporkan bahwa prevalensi 
seumur hidup PTSD pada veteran dari perang baru-
baru ini, termasuk perang Irak, Teluk Persia, dan 
Vietnam, berkisar setinggi 30,9 persen, dibandingkan 
dengan sekitar 7% pada masyarakat umum. Banyak 
kasus PTSD yang terjadi pada Prajurit juga merupakan 
akibat dari pengalaman nontempur.

Departemen Pertahanan A.S. dan Kantor Penelitian 
Angkatan Darat A.S. telah mensponsori penelitian 
untuk mengembangkan tes darah guna melakukan 
skrining cepat pada populasi besar untuk mengetahui 
Prajurit yang mungkin menderita atau rentan terhadap 
PTSD, dan sejauh ini, hasilnya menjanjikan, demikian 
yang dilaporkan jurnal Molecular Psychiatry pada 
September 2019.

Para peneliti dari sekolah kedokteran terkemuka 
dan Komando Penelitian dan Pengembangan Medis 
Angkatan Darat A.S. (U.S. Army Medical Research 
and Development Command - USAMRDC) 
berkolaborasi pada penelitian yang berupaya 
membantu dokter mendiagnosis PTSD yang dialami 

oleh Prajurit. Tim peneliti memilah-milah daftar 
besar satu juta kemungkinan penanda darah untuk 
perubahan fisiologis yang disebabkan oleh PTSD. 
Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan aplikasi 
pembelajaran mesin sebagian untuk menguraikan pola, 
mereka mengidentifikasi 27 kemungkinan indikator 
kimia yang dapat mendeteksi kondisi tersebut ketika 
dikombinasikan dengan pengukuran denyut jantung.

“Kekhawatiran Angkatan Darat adalah bahwa 
Prajurit cenderung tidak melaporkan, dan mereka tidak 
ingin mengalami PTSD,” ungkap Marti Jett, kepala 
ilmuwan di bidang biologi sistem di USAMRDC, 
kepada surat kabar The Wall Street Journal. “Jika kita 
dapat mulai memperbaiki hal-hal itu sejak dini, hal 
itu membantu mencegah isolasi diri yang menjadi 
kekhawatiran utama sejak dini.”

Metode skrining itu telah terbukti sekitar 77% 
akurat sejauh ini tetapi membutuhkan penyempurnaan 
lebih lanjut dan persetujuan Badan Pengawas 
Makanan dan Obat (Food and Drug Administration 
- FDA) A.S. sebelum digunakan secara luas. Setelah 
persetujuan FDA diperoleh, tes itu akan digunakan 
melalui kombinasi dengan pemeriksaan klinis untuk 
mengonfirmasi diagnosis tersebut. 

“Kami tidak merancang lini penelitian ini untuk 
menggantikan dokter atau untuk menggantikan 

penilaian klinis yang mendalam,” ungkap Dr. 
Charles Marmar, penulis studi senior dan 
ketua sekolah psikiatri di New York University 
School of Medicine, kepada The Wall Street 
Journal. “Kami mengembangkannya untuk 
skrining throughput tinggi.”

Dengan perbaikan tambahan, tes itu juga 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
individu yang mungkin rentan terhadap 
PTSD. Marmar menjelaskan bahwa tim 
peneliti akan menggunakan tes itu pada 
populasi militer dan sipil besar sebelum 
mengirimkannya untuk mendapatkan 
persetujuan FDA. “Akan ada upaya untuk 
memvalidasi penanda yang sama ini dalam 
konteks sipil, seperti untuk korban bencana, 
penyintas kekerasan seksual, atau penyintas 
kecelakaan industri,” ungkapnya kepada 
majalah Scientific American.

Seorang veteran Angkatan Darat A.S. yang 
menderita gangguan stres pascatrauma menjalin 
ikatan emosional dengan anjing pendukungnya.  
THE ASSOCIATED PRESS

TES DARAH BARU DAPAT MENDETEKSI PTSD PADA PASUKAN
STAF FORUM
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Prajurit Batalion 3 Resimen Infanteri Fiji bergerak secara taktis melintasi asap selama 
pelatihan medan perkotaan di Savusavu, Fiji, pada 3 Agustus 2019. Latihan itu merupakan 
bagian dari Latihan Cartwheel 2019, operasi pelatihan bilateral dengan Angkatan Darat 
A.S. dan Pasukan Militer Republik Fiji. Latihan Cartwheel dirancang untuk meningkatkan 
kekuatan dan keamanan kedua pasukan militer bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Foto Dari: SERSAN SATU WHITNEY C. HOUSTON | ANGKATAN DARAT A.S.
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